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A. RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Uraian Ringkas Kondisi Setjen KPU saat iniSejalan dengan Program Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah,maka sejak Tahun 2013 Setjen KPU telah menetapkan program reformasi menjadibagian dari program dan kegiatan prioritas lembaga. Berkenaan dengan kondisiorganisasi birokrasi, Setjen KPU telah melakukan evaluasi organisasi untuk menilaikondisi  organisasi birokrasi Setjen KPU. Hasil dari penilaian kinerja organisasi tersebutmenunjukkan gambaran kondisi organisasi Setjen KPU saat ini. Dari 5 (Lima) aspek yangdinilai yaitu pada aspek : struktur organisasi, manajemen SDM, Tata kerja, Sarana danPrasarana, komunikasi dan kordinasi organisasi. Hal yang kurang sesuai didapatkanpada aspek Sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Sedangkan pada aspeklainnya, walaupun sudah dianggap baik, masih perlu untuk ditingkatkan lagi pencapaiannya. Sejak tahun 2012, Setjen KPU telah mempersiapkan pelaksanaan programReformasi Birokrasi. Perencanaan Reformasi Birokrasi di Setjen KPU antaralain dimulaidengan menyusun dan melaksanakan kegiatan Analisis Jabatan (Anjab), Analisa BebanKerja (ABK), Evaluasi Jabatan, terkait kegiatan terkait Manajemen Perubahan danpengembangan E-Gov dalam mendukung tahapan Pemilu 2014.Pada proses Reformasi Birokrasi, telah dilakukan evaluasi kinerja organisasiSetjen KPU, evaluasi kelembagaan Setjen KPU, dan evaluasi kondisi kerja pegawai SetjenKPU dengan cara kaji diri (self assessment) untuk menilai kondisi birokrasi di Setjen KPU.Hasil evaluasi kinerja organisasi Setjen KPU dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :
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Tabel 1. Hasil Evaluasi Kinerja Organisasi Setjen KPU

NO ASPEK
Hasil Survei

Sesuai Tidak Sesuai1. Struktur Organisasia. Struktur Organisasi 62,96% 37,04 %b. Tugas dan Fungsi 61,11% 38,89 %2. Sumber Daya Manusiaa. a. Jumlah pesonel 22,22% 77,78 %b. b. Kompetensi 53,70% 46,30 %c. c. Penghargaan terhadap prestasi 62,96%3. Tata Kerjaa. Tumpang tindih tanggungjawab 77,78% 22.22%b. Tugas belum tertampung strukturorganisasi 50% 50 %
c. Hambatan dalam melaksanakan tugas 38,89% 61,11%4. Sarana dan Prasaranaa. Sarana utama 51,85% 48,15%b. Sarana pendukungb.1. meja, kursi, lemari, komputer, telepon 38,89% 61,11%b.2 sarana transportasi 29,63% 70,37%5. Komunikasi dan kordinasi organisasia. Hubungan antara KPU dengan instansiterkait 92,13% 7,87%
b. Hubungan kerja Sekretariat KPU denganKomisioner KPU 81,48% 18,52%
c. Hal-hal lain yang berhubungan dengan KPU 77,16% 22,84%
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Hasil evaluasi tersebut di atas menjadi acuan dalam memetakan permasalahankritis di Setjen KPU yang dikelompokkan dalam 8 (delapan) area perubahan, meliputiorganisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan,akuntabilitas, pelayanan publik serta pola pikir dan budaya kerja.
2. Uraian ringkas Program Reformasi Birokrasi Setjen KPUDalam mengatasi permasalahan masing-masing area perubahan di atas, SetjenKPU mengagendakan 9 (Sembilan) Program Reformasi Birokrasi dan 1 (Satu) Quick

Wins, yaitu : Program Manajemen Perubahan, Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Program Penataan dan Penguatan Organisasi, Program Penataan TataLaksana, Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Program PenguatanPengawasan, Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Program Peningkatan KualitasPelayanan Publik, Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, serta 1 (satu) Program
Quick Wins berupa Pengembangan layanan e-Gov yang ditekankan pada layanan hitungcepat data hasil Pemilu. Kondisi Instansi saat ini dalam  sudut 8 (delapan) areaperubahan:a. Manajemen PerubahanSaat ini Setjen KPU belum memiliki suatu sistem Manajemen Perubahan yangterencana dengan baik. Hal tersebut berimplikasi kepada kurang optimalnyabeberapa aspek yang mendukung pencapaian kinerja organisasi yang berkualitas.Aspek dimaksud meliputi struktur organisasi, manajemen SDM, Tata kerja, Saranadan Prasarana, komunikasi dan koordinasi organisasi sehingga perlu dirumuskanstrategi Manajemen Perubahan di lingkungan KPU.b. Penataan peraturan Perundang – undanganDalam rangka menjalankan program penataan Peraturan Perundang-Undangan,dilakukan identifikasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Setjen KPU yangtumpang tindih dan terdapat disharmonisasi, sehingga hasilnya dapat dijadikandasar untuk melakukan regulasi dan deregulasi agar lebih tertib dan kondusif sertaharmonis untuk Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pemilu. Disamping itujuga diharapkan dapat terjadi peningkatan efektifitas dalam pengelolaan PeraturanPerundang-Undangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun yang menjaditarget capaian dari penataan Peraturan Perundang-undangan ini adalah tersedianyadokumen dan peta terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkanserta dokumentasi dan peta dari regulasi dan deregulasi peraturan Perundang-Undangan.
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c. Penataan dan Penguatan Organisasi :Kondisi saat ini, pelaksanaan strategi pencapaian tujuan belum sesuai denganorganisasi Setjen KPU. Organisasi Setjen KPU  didasarkan pada Undang-Undang (UU)Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ketentuan Pasal 62Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, SekretariatKomisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 22 Tahun 2008. Dalam pelaksanaannya, masih ditemui berbagaikendala dan permasalahan, antara lain masih terdapatnya tumpang tindih tugas danfungsi antar unit kerja, masih belum tegasnya pembagian kewenanganan antar unitkerja. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan yangdilaksanakan oleh unit kerja tersebut yang menyebabkan terjadinya pemborosan danorganisasi yang tidak efisien.d. Penataan tatalaksanaKondisi saat ini belum efektifnya penerapan Standard Operating Prosedur (SOP),ketersediaan Standar Pelayanan Publik Minimal,  Manajemen Pemberian Layanandan Pengaduan dan kurangnya pemahaman terhadap penerapan e-government.e. Penataan Manajemen SDM AparaturDari sisi kuantitas, masalah yang timbul karena saat ini sudah terjadi piramida tuakuantitas pegawai. Dengan demikian suksesi SDM harus segera dipercepat,disamping beban kerja yang harus dikelola dengan sangat baik supaya tidak terjadi
chaos . Secara umum, kebijakan nasional moratorium pegawai, sangatmembahayakan bagi kesinambungan penyelenggaraan pemilu. Pada masanya, akanterjadi kekosongan pegawai dan atau jabatan yang harus disikapi dengan hati-hati.Dari sisi kualitas, disparitas kompetensi terjadi antara pusat daerah dan antarawilayah Barat dan Timur Indonesia. Meskipun SDM Sekjen KPU dikenal karenamempunyai kompetensi yang baik, namun tetap terjadi kesenjangan antarakompetensi yang saat ini dimiliki dengan kompetensi yang seharusnya untukmengantisipasi perkembangan lingkungan strategis terutama terkaitpenyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah.f. Penguatan Pengawasan :Kondisi Setjen KPU saat ini masih kurangnya SDM yang melaksanakan pengawasandan belum didukungnya sistem pengawasan yang terintegrasi, sehingga diperlukanpenguatan unit kerja pengawasan termasuk sistem yang menyertainya, yaitu sistempengawasan yang saat ini sistem tersebut masih bersifat konvensional dan manual.
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g. Penguatan Akuntabilitas KinerjaKondisi pelaksanaan akuntabilitas saat ini, Setjen KPU sudah melaksanakanperencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja,namun pelaksanaannya belum terintegrasi dalam suatu sistem. Sistem akuntabilitaskinerja tersebut diharapkan dapat menggambarkan manajemen kinerja organisasi.h. Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikSemakin dekat nya pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 memaksa KPUberbenah diri untuk menjalankan hajat besar demokrasi tersebut dengan sebaik –baiknya. Banyak sekali standar pelayanan terkait pemilihan umum yang belumdisiapkan dan juga karena pemilihan umum ini bersifat nasional, diperlukan upayauntuk mengajak seluruh pengguna layanan untuk turut mensukseskan pemilu.
3. Uraian ringkas Kegiatan Reformasi Birokrasi setjen KPUAdapun kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPUadalah sebagai berikut :a. Manajememen Perubahan :1) Penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan2) Penyusunan dokumen strategi komunikasi manajemen perubahan3) Pelaksanaan kegiatan manajemen perubahan sesuai dengan strategi yangtelah di susunb. Penataan peraturan perundang – undangan1) Pemetaan peraturan perundang – undangan terkait penyelenggarakanpemilu2) Evaluasi terhadap peraturan yang tumpang tindih3) Melaksanakan harmonisasi peraturan terkain pemilu4) Menyusun JDIHc. Penataan dan penguatan organisasi1) Restrukturisasi organisasi Sekretariat Jendderal KPU2) Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, kepegawaiandan diklatd. Penataan tatalaksana1) Penyusunan dan penyempurnaan SOP Administrasi pada setiap unit kerjaSekretariat Jenderal KPU2) Pengembangan E-Gov untuk setiap unit kerja Sekretariat Jenderal KPU untukmeng – efisienkan pelaksanaan tugas dan fungsi
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e. Penataan Manajemen SDM Aparatur1) Penyempurnaan Anjab2) Penyusunan standar kompetensi jabatan3) Asesmen kompetensi pegawai4) Penataan sistem rekrutmen pegawai5) Pengembangan dan penyempurnaan database kepegawaian6) Penerapan sistem penilaian kinerja individuf. Penguatan pengawasan1) Pengembangan SPIP2) Peningkatan peran APIPg. Penguatan akuntabilitas Kinerja1) Peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal KPU2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal KPUh. Peningkatan kualitas pelayanan public1) Penyusunan  standar pelayanan pada unit kerja pelayanan2) Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pelayanan public Sekretariat JenderalKPU yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.i. Monitoring dan Evaluasi1) Penyusunan dokumen instrument monitoring dan evaluasi2) Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi sesuai denganperencanaan.
4. Uraian ringkas Anggaran Reformasi Birokrasi Setjen KPUSebagai upaya mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pada langkah awalSetjen KPU menyusun Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi sertamenetapkan Program Quick Wins sebagaimana telah disebutkan di atas. Untukmewujudkan percepatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi telah direncanakananggaran tahun 2013 – 2014 sebesar Rp 39.759.874.000,-Dalam pelaksanaannya, kebutuhan pendanaan tersebut dilekatkan pada anggaranmasing-masing Satuan Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi. Upaya optimalisasidilakukan selain anggaran melekat pada masing-masing Satuan Kerja yang memilikitugas dan fungsi terkait, juga dilakukan pengalihan anggaran pada beberapa alokasibiaya kegiatan yang seringkali tidak terserap pada tahun anggaran berjalan.
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5. Uraian ringkas waktu pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen KPUSecara garis besar rencana waktu pelaksanaan 9 program dan 26 kegiatanreformasi birokrasi dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu :
a. Tahun 2013, merupakan tahun persiapan bagi pelaksanaan reformasi birokrasiSekretariat Jenderal KPU.  Dalam tahap ini diantaranya dilakukan :1) Pembentukan Tim Reformasi Birokasi Sekretariat Jenderal KPU, yangterdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.2) Pembentukan Tim Manajemen Perubahan sesuai dengan PermenpanNomor Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan ProgramManajemen Perubahan.3) Penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi serta Dokumen RoadmapReformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU.4) Persiapan Quickwins Sekretariat Jenderal KPU.5) Pelaksanaan analisa jabatan.6) Evaluasi Jabatan.  Pada tahun 2012 dilakukan evaluasi jabatan untukmenentukan peringkat dan harga jabatan sesuai dengan Permenpan Nomor34 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi JabatanKementerian/Lembaga.7) Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal KPU per bulan,per triwulan, per semester dan per tahun.
b. Tahun 2014, pelaksanaan Quickwins Sekretariat Jenderal KPU yaitu sesuaidengan tahapan Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada 9 April 2014 danpelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi lainnya

6. Uraian ringkas kriteria keberhasilan Reformasi Birokrasi Setjen KPUHasil yang diharapkan Setjen KPU dari upaya mengatasi permasalahan melaluiprogram dan kegiatan Reformasi Birokrasi di atas adalah perubahan dan pembaruanyang lebih baik pada 8 (Delapan) area perubahan, antara lain : (1) Organisasi Setjen KPUyang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaranstrategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidaktumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unitterbesar. (2) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melaluipembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi denganberbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan masyarakat/instansipemerintah/stakeholder. (3) Menurunnya peraturan perundang-undangan yangdikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan
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perundang-undangan lain. (4) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM AparaturSetjen KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dariperencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekruitmen, formasi dan penempatan, polakarir dan sistem informasi kepegawaian yang handal. (5) Sistem pengawasan yangmemberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negaraSatuan Kerja di lingkungan Setjen KPU. (6) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unitkerja di lingkungan Setjen KPU. (7) Peningkatan kualitas pelayanan publik yangdiwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalampeningkatan pelayanan. (8) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPUyang terwujud dalam peningkatan profesionlitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih danbebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.Kriteria keberhasilan yang digunakan oleh Sekretariat Jenderal KPU dalammenilai pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi adalah berdasarkanketercapaian sasaran dan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam Permen PANdan RB Nomor 11 tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan ReformasiBirokrasi. Tabel 2Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi
SASARAN INDIKATOR BASE LINE

(2009)
TARGET
(2014)

Terwujudnya
pemerintahan yang
bersih dan bebas KKN

IPK*) 2.8 5.0

OPINI BPK (WTP) Pusat 42,17% 100%

Daerah 2.73% 60%

Terwujudnya peningkatan
kualitas pelayanan publik
kepada masyarakat

Integritas
Pelayanan
Publik

Pusat 6,64 8,0

Daerah 6,46 8,0

Peringkat Kemudahan Berusaha 122 75

Meningkatnya kapasitas
dan akuntabilitas
kinerja birokrasi

Indeks Efektivitas Pemerintahan**) - 0,29 0,5

Instansi pemerintah yang akuntabel 24% 80%
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Untuk mencapai sasaran yang dimaksud, penilaian yang akan dilaksanakan olehSekretariat Jenderal KPU meliputi Penilaian keberhasilan jangka pendek (2013-2014),yaitu keberhasilan implementasi program dan kegiatan jangka pendek ataupun kegiatanlainnya sesuai tahapan, termasuk pelaksanaan Quickwins Sekrertariat Jenderal KPU.
B. PENDAHULUAN

1. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia

a. Pemilu 1955Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktuitu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan pemilu merupakan syaratminimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesiabenar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut.Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan dipro-klamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerin-tah waktu itusudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyele-nggarakan pemilu pada awaltahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil PresidenMohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentangpembentukan par-tai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untukme-milih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalaukemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluhtahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, pemilu1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memlihanggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa pemiluyang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih angota DPR dan MPR, tidakada Konstituante.Keterlambatan dan “penyimpangan” tersebut bukan tanpa sebab pula. Adakendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktorluar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintahmenyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnyastabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalamitu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi)
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kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuankekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan.Tidak terlaksananya pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yangdiamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) halyaitu karena :1) Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UUPemilu;2) Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatanpolitik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar jugamasih mengancam. Dengan kata lain para pemimpin lebih disibukkan oleh urusankonsolidasi.Namun, tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsadan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untukmenyelenggarakan pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginanpolitik untuk menyelengga-rakan pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. UUNo 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihanumum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihantidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warganegara Indonesiapada waktu itu masih buta huruf, sehingga kalau pemilihannya langsungdikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi.Kemudian pada paruh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dariMasyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikanpemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulaidilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia PemilihanPusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesiakembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikatdengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemiludilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi.Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan pemilu karena pasal 57 UUDS1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasanundang-undang pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas olehparlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka
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lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payunghukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas danrahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubahdengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidaklangsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi.Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebutberhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangatdemokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasukdari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebihdari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkom-petisisecara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdanamenteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitasnegara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yangmenguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat negara tidak dianggap sebagaipesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara.Karena pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPRdan memilih anggota Dewan Kons-tituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkansemuanya.1) Hasil pemilu 1955a) Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPR.
Tabel 3Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPRNo. Partai/Nama Daftar Suara % Kursi1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 8.434.653 22,32 572. Masyumi 7.903.886 20,92 573. Nahdlatul Ulama (NU) 6.955.141 18,41 454. Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.179.914 16,36 395. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.091.160 2,89 86. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 1.003.326 2,66 87. Partai Katolik 770.740 2,04 68. Partai Sosialis Indonesia (PSI) 753.191 1,99 59. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 541.306 1,43 4
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10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 483.014 1,28 411. Partai Rakyat Nasional (PRN) 242.125 0,64 212. Partai Buruh 224.167 0,59 213. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) 219.985 0,58 214. Partai Rakyat Indonesia (PRI) 206.161 0,55 215. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) 200.419 0,53 216. Murba 199.588 0,53 217. Baperki 178.887 0,47 118. Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro 178.481 0,47 119. Grinda 154.792 0,41 120. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) 149.287 0,40 121. Persatuan Daya (PD) 146.054 0,39 122. PIR Hazairin 114.644 0,30 123. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) 85.131 0,22 124. AKUI 81.454 0,21 125. Persatuan Rakyat Desa (PRD) 77.919 0,21 126. Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM) 72.523 0,19 127. Angkatan Comunis Muda (Acoma) 64.514 0,17 128. R.Soedjono Prawirisoedarso 53.306 0,14 129. Lain-lain 1.022.433 2,71 -Jumlah 37.785.299 100,00 257
Pemilu untuk anggota Dewan Konstituante dilakukan tanggal 15Desember 1955. Jumlah kursi anggota Konstituante dipilih sebanyak 520,tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Makakursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituantemenunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat dukungannya, sementaraMasyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranyamerosot 114.267 dibanding-kan suara yang diperoleh dalam pemilihananggota DPR. Peserta pemilihan anggota Konstituante yang mendapatkankursi itu adalah sebagai berikut:b) Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante.
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Tabel 4

Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante

No. Partai/Nama Daftar Suara % Kursi1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 9.070.218 23,97 1192. Masyumi 7.789.619 20,59 1123. Nahdlatul Ulama (NU) 6.989.333 18,47 914. Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.232.512 16,47 805. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.059.922 2,80 166. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 988.810 2,61 167. Partai Katolik 748.591 1,99 108. Partai Sosialis Indonesia (PSI) 695.932 1,84 109. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 544.803 1,44 810. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 465.359 1,23 711. Partai Rakyat Nasional (PRN) 220.652 0,58 312. Partai Buruh 332.047 0,88 513. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) 152.892 0,40 214. Partai Rakyat Indonesia (PRI) 134.011 0,35 215. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) 179.346 0,47 316. Murba 248.633 0,66 417. Baperki 160.456 0,42 218. Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro 162.420 0,43 219. Grinda 157.976 0,42 220. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) 164.386 0,43 221. Persatuan Daya (PD) 169.222 0,45 322. PIR Hazairin 101.509 0,27 223. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) 74.913 0,20 124. AKUI 84.862 0,22 125. Persatuan Rakyat Desa (PRD) 39.278 0,10 126. Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM) 143.907 0,38 227. Angkatan Comunis Muda (Acoma) 55.844 0,15 128. R.Soedjono Prawirisoedarso 38.356 0,10 129. Gerakan Pilihan Sunda 35.035 0,09 130. Partai Tani Indonesia 30.060 0,08 1
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31. Radja Keprabonan 33.660 0,09 132. Gerakan Banteng Republik Indonesia (GBRI) 39.874 0,1133. PIR NTB 33.823 0,09 134. L.M.Idrus Effendi 31.988 0,08 1lain-lain 426.856 1,13Jumlah 37.837.105 514
b. Periode Demokrasi Terpimpin.Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkandan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut denganpemilu kedua lima tahun beri-kutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat PresidenSukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II.Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnyaDekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkanKonstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-anganPresiden Soekarno menguburkan partai-partai. Dekrit itu kemudian mengakhirirezim demokrasi dan mengawali otoriterianisme kekuasaan di Indonesia, yang –meminjam istilah Prof. Ismail Sunny -- sebagai kekuasaan negara bukan lagi mengacukepada democracy by law, tetapi democracy by decree.Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4Juni 1960 ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewanlegislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secarasepihak dengan senjata Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemi-lihan,memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuatklausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Tetapi, konsekuensipengangkatan itu adalah terkooptasi-nya kedua lembaga itu di bawah presiden.Padahal menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkanDPR neben atau sejajar dengan presiden.Sampai Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewabulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/ 1967) setelah meluasnya krisis politik,ekonomi dan sosial pascakudeta G 30 S/PKI yang gagal semakin luas, rezim yangkemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun
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menyelenggarakan pemilu. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkatmenetapkan Soekarno, orang yang mengangkatnya, sebagai presiden seumur hidup.Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyattersalurkan lewat pemilihan berkala.
c. Pemilu 1971Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presidenmenggantikan Bung Karno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, ia juga tidaksecepatnya menyelenggarakan pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi.Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisadiselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, olehJenderal Soeharto diubah lagi dengan menetapkan bahwa Pemilu akandiselenggarakan dalam tahun 1971.Sebagai pejabat presiden Pak Harto tetap menggunakan MPRS dan DPR-GRbentukan Bung Karno, hanya saja ia melakukan pembersihan lembaga tertinggi dantinggi negara tersebut dari sejumlah anggota yang dianggap berbau Orde Lama.Pada prakteknya Pemilu kedua baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971,yang berarti setelah 4 tahun pak Harto berada di kursi kepresidenan. Pada waktu ituketentuan tentang kepartaian (tanpa UU) kurang lebih sama dengan yang diterapkanPresiden Soekarno.UU yang diadakan adalah UU tentang pemilu dan susunan dan kedudukanMPR, DPR, dan DPRD. Menjelang pemilu 1971, pemerintah bersama DPR GRmenyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentangSusunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Penyelesaian UU itu sendiri memakanwaktu hampir tiga tahun.Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwapara pejebat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan padaPemilu 1955 pejabat negara, termasuk perdana menteri yang berasal dari partai bisaikut menjadi calon partai secara formal. Tetapi pada prakteknya pada Pemilu 1971para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golkar.Jadi sesungguhnya pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yangmenguntungkan Golkar seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harusmenyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta Pemilu itu.
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Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yangdigunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971,yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habisdi setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidaklangsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkanpenggunaan sistem kombinasi. Tetapi, kelemahannya sistem demiki-an lebih banyakmenyebabkan suara partai terbuang percuma.Jelasnya, pembagian kursi pada Pemilu 1971 dilakukan dalam tiga tahap, inidalam hal ada partai yang melakukan stembus accoord. Tetapi di daerah pemilihanyang tidak terdapat partai yang melakukan stembus acccord, pembagian kursi hanyadilakukan dalam dua tahap.Tahap pembagian kursi pada Pemilu 1971 adalah sebagai berikut. Pertama,suara partai dibagi dengan kiesquotient di daerah pemilihan. Tahap kedua, apabilaada partai yang melakukan stembus accoord, maka jumlah sisa suara partai-partaiyang menggabungkan sisa suara itu dibagi dengan kiesquotient. Pada tahapberikutnya apabila masih ada kursi yang tersisa masing-masing satu kursidiserahkan kepada partai yang meraih sisa suara terbesar, termasuk gabungan sisasuara partai yang melakukan stembus accoord dari perolehan kursi pembagian tahapkedua. Apabila tidak ada partai yang melakukan stembus accoord, maka setelahpembagian pertama, sisa kursi dibagikan langsung kepada partai yang memiliki sisasuara terbesar.Namun demikian, cara pembagian kursi dalam Pemilu 1971 menyebabkantidak selarasnya hasil perolehan suara secara nasional dengan perolehankeseluruhan kursi oleh suatu partai. Contoh paling gamblang adalah bias perolehankursi antara PNI dan Parmusi. PNI yang secara nasional suaranya lebih besar dariParmusi, akhirnya memperoleh kursi lebih sedikit dibandingkan Parmusi. Untuklebih jelasnya lihat tabel di bawah ini.
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Tabel 5Pembagian Kursi Pemilu 1971
No. Partai Suara % Kursi1. Golkar 34.348.673 62,82 2362. NU 10.213.650 18,68 583. Parmusi 2.930.746 5,36 244. PNI 3.793.266 6,93 205. PSII 1.308.237 2,39 106. Parkindo 733.359 1,34 77. Katolik 603.740 1,10 38. Perti 381.309 0,69 29. IPKI 338.403 0,61 -10. Murba 48.126 0,08 -Jumlah 54.669.509 100,00 360

Sekedar untuk perbandingan, seandainya pembagian kursi peroleh-an suarapartai-partai pada Pemilu 1971 dilakukan dengan sistem kombinasi sebagaimanadigunakan dalam Pemilu 1955, dengan mengabaikan stembus accoord 4 partai Islamyang mengikuti Pemilu 1971, hasilnya akan terlihat seperti pada tabel di bawah ini.
Tabel 6

Pembagian Kursi Hasil Pemilu menggunakan sistem kombinasi

No. Partai

Jumlah

Suara

Secara

Nasional

Jumlah

Kursi Pada

Pembagian

Pertama

Sisa Suara

Setelah

Pembagian

Pertama

Perolehan

pada

Pembagia

n Kursi

Sisa

Pertama

Jumlah Sisa

Suara

Setelah

Pembagian

Kursi Sisa

Kursi

Atas

Suara

Terbesa

r

Jumlah

Kursi

1 Golkar 34.339.708 214 1.342.084 11 81.770 (III) 1 2262 NU 10.201.659 48 1..323.245 11 62.931 - 59
3 PNI 3.793.266 16 908.061 7 106.043(II) 1 24
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4 Parmusi 2.930.919 10 1.389.435 12 14.547 225 PSII 1.257.056 1 1.039.280 9 8.000 - 10
6 Parkindo 697.618 1 628.752 5 53.882 - 6
7 Katolik 603.740 2 412.428 3 68.706 (IV) 1 68 Perti 380.403 2 180.240 1 65.666 (V) 1 49 IPKI 338.376 - 338.376 2 109.228 (I) 1 310 Murba 47.800 - 47.800 - 47.800 - -54.669.509 294 7.561.901 61 5 360Catatan:

1. Hasil pembagian pertama yang diperoleh partai-partai sebagaimana terlihat dalam lajur 4 (empat) sesuai denganhasil bagi dengan kiesquotient di daerah pemilihan masing-masing. Sedangkan hasil pembagian kursi sisa pada lajur 6(enam) merupakan hasil bagi sisa suara masing-masing partai dengan kiestquotientnasional 114.574 (7.561.901:66).Hasil pada lajur 8 (delapan) berdasarkan sisa suara terbesar atau terbanyak karena masih tersisa 7 kursi lagi.
Dengan cara pembagian kursi seperti Pemilu 1955 itu, hanya Murba yangtidak mendapat kursi, karena pada pembagian kursi atas dasar sisa terbesar punperolehan suara partai tersebut tidak mencukupi. Karena peringkat terbawah sisasuara terbesar adalah 65.666. PNI memperoleh kursi lebih banyak dari Parmusi,karena suaranya secara nasional di atas Parmusi.

d. Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.Setelah 1971, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulaiterlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yaknitahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal sejakitulah pemilu teratur dilaksanakan.Satu hal yang nyata perbedaannya dengan Pemilu-pemilu sebelumnya adalahbahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu Golkar.Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusahamenyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentangPartai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunanatau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI) dan satu Golongan Karya atauGolkar. Jadi dalam 5 kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997pesertanya hanya tiga tadi.
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Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDImenjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenangsejak Pemilu 1971. Keadaan ini secara lang-sung dan tidak langsung membuatkekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Pendukung utamaGolkar adalah birokrasi sipil dan militer. Berikut ini dipaparkan hasil dari 5 kaliPemilu tersebut secara berturut-turut.
1) Hasil Pemilu 1977Pemungutan suara Pemilu 1977 dilakukan 2 Mei 1977. Cara pembagiankursi masih dilakukan seperti dalam Pemilu 1971, yakni mengikuti sistemproporsional di daerah pemilihan. Dari 70.378.750 pemilih, suara yang sahmencapai 63.998.344 suara atau 90,93 persen. Dari suara yang sah itu Golkarmeraih 39.750.096 suara atau 62,11 persen. Namun perolehan kursinyamenurun menjadi 232 kursi atau kehilangan 4 kursi dibandingkan Pemilu 1971.Pada Pemilu 1977 suara PPP naik di berbagai daerah, bahkan di DKIJakarta dan DI Aceh mengalahkan Golkar. Secara nasional PPP berhasil meraih18.743.491 suara, 99 kursi atau naik 2,17 persen, atau bertambah 5 kursidibanding gabungan kursi 4 partai Islam dalam Pemilu 1971. Kenaikan suara PPPterjadi di banyak basis-basis eks Masjumi. Ini seiring dengan tampilnya tokohutama Masjumi mendukung PPP. Tetapi kenaikan suara PPP di basis-basisMasjumi diikuti pula oleh penurunan suara dan kursi di basis-basis NU, sehinggakenaikan suara secara nasional tidak begitu besar.PPP berhasil menaikkan 17 kursi dari Sumatera, Jakarta, Jawa Barat danKalimantan, tetapi kehilangan 12 kursi di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timurdan Sulawesi Selatan. Secara nasional tambahan kursi hanya 5.PDI juga merosot perolehan kursinya dibanding gabungan kursi partai-partai yang berfusi sebelumnya, yakni hanya memperoleh 29 kursi atauberkurang 1 kursi di banding gabungan suara PNI, Parkindo dan Partai Katolik.Selengkapnya perolehan kursi dan suara tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah ini.
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Tabel 7Hasil Pemilu 1977
No. Partai Suara % Kursi % (1971) Keterangan1. Golkar 39.750.096 62,11 232 62,80 - 0,692. PPP 18.743.491 29,29 99 27,12 + 2,173. PDI 5.504.757 8,60 29 10,08 - 1,48Jumlah 63.998.344 100,00 360 100,00

2) Hasil Pemilu 1982Pemungutan suara Pemilu 1982 dilangsungkan secara serentak padatanggal 4 Mei 1982. Pada Pemilu ini perolehan suara dan kursi secara nasionalGolkar meningkat, tetapi gagal merebut kemenangan di Aceh. Hanya Jakarta danKalimantan Selatan yang berhasil diambil Golkar dari PPP. Secara nasional Golkarberhasil merebut tambahan 10 kursi dan itu berarti kehilangan masing-masing 5kursi bagi PPP dan PDI Golkar meraih 48.334.724 suara atau 242 kursi. Adapuncara pembagian kursi pada Pemilu ini tetap mengacu pada ketentuan Pemilu1971. Tabel 8Hasil Pemilu 1982
No. Partai Suara DPR % Kursi % (1977) Keterangan1. Golkar 48.334.724 64,34 242 62,11 + 2,232. PPP 20.871.880 27,78 94 29,29 - 1,513. PDI 5.919.702 7,88 24 8,60 - 0,72Jumlah 75.126.306 100,00 364 100,00
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3) Hasil Pemilu 1987Pemungutan suara Pemilu 1987 diselenggarakan tanggal 23 April 1987secara serentak di seluruh tanah air. Dari 93.737.633 pemilih, suara yang sahmencapai 85.869.816 atau 91,32 persen. Cara pembagian kursi juga tidakberubah, yaitu tetap mengacu pada Pemilu sebelumnya.Hasil Pemilu kali ini ditandai dengan kemerosotan terbesar PPP, yaknihilangnya 33 kursi dibandingkan Pemilu 1982, sehingga hanya mendapat 61kursi. Penyebab merosotnya PPP antara lain karena tidak boleh lagi partai itumemakai asas Islam dan diubahnya lambang dari Ka'bah kepada Bintang danterjadinya penggembosan oleh tokoh- tokoh unsur NU, terutama Jawa Timur danJawa Tengah.Sementara itu Golkar memperoleh tambahan 53 kursi sehingga menjadi299 kursi. PDI, yang tahun 1986 dapat dikatakan mulai dekat dengan kekuasaan,sebagaimana diindikasikan dengan pembentukan DPP PDI hasil Kongres 1986oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam, berhasil menambah perolehankursi secara signifikan dari 30 kursi pada Pemilu 1982 menjadi 40 kursi padaPemilu 1987 ini. Tabel 9Hasil Pemilu 1987No. Partai Suara % Kursi % (1982) Keterangan1. Golkar 62.783.680 73,16 299 68,34 + 8,822. PPP 13.701.428 15,97 61 27,78 - 11,813. PDI 9.384.708 10,87 40 7,88 + 2,99Jumlah 85.869.816 100,00 400
4) Hasil Pemilu 1992Cara pembagian kursi untuk Pemilu 1992 juga masih sama dengan Pemilusebelumnya. Hasil Pemilu yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 9Juni 1992 ini pada waktu itu agak mengagetkan banyak orang. Sebab, perolehansuara Golkar kali ini merosot dibandingkan Pemilu 1987. Kalau pada Pemilu1987 perolehan suaranya mencapai 73,16 persen, pada Pemilu 1992 turunmenjadi 68,10 persen, atau merosot 5,06 persen. Penurunan yang tampak nyata
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bisa dilihat pada perolehan kursi, yakni menurun dari 299 menjadi 282, ataukehilangan 17 kursi dibanding pemilu sebelumnya.PPP juga mengalami hal yang sama, meski masih bisa menaikkan 1 kursidari 61 pada Pemilu 1987 menjadi 62 kursi pada Pemilu 1992 ini. Tetapi di luarJawa suara dan kursi partai berlambang ka’bah itu merosot. Pada Pemilu 1992partai ini kehilangan banyak kursi di luar Jawa, meski ada penambahan kursi dariJawa Timur dan Jawa Tengah. Malah partai itu tidak memiliki wakil sama sekalidi 9 provinsi, termasuk 3 provinsi di Sumatera. PPP memang berhasil menaikkanperolehan 7 kursi di Jawa, tetapi karena kehilangan 6 kursi di Sumatera,akibatnya partai itu hanya mampu menaikkan 1 kursi secara nasional.Yang berhasil menaikkan perolehan suara dan kursi di berbagai daerahadalah PDI. Pada Pemilu 1992 ini PDI berhasil meningkatkan perolehan kursinya16 kursi dibandingkan Pemilu 1987, sehingga menjadi 56 kursi. Ini artinya dalamdua pemilu, yaitu 1987 dan 1992, PDI berhasil menambah 32 kursinya di DPR RI.
Tabel 10Hasil Pemilu 1992No. Partai Suara % Kursi % (1987) Keterangan1. Golkar 66.599.331 68,10 282 73,16 - 5,062. PPP 16.624.647 17,01 62 15,97 + 1,043. PDI 14.565.556 14,89 56 10,87 + 4.02Jumlah 97.789.534 100,00 400 100,00

5) Hasil Pemilu 1997Sampai Pemilu 1997 ini cara pembagian kursi yang digunakan tidak berubah,masih menggunakan cara yang sama dengan Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, dan1992. Pemungutan suara diselenggarakan tanggal 29 Mei 1997. Hasilnyamenunjukkan bahwa setelah pada Pemilu 1992 mengalami kemerosotan, kali iniGolkar kembali merebut suara pendukungnnya. Perolehan suaranya mencapai74,51 persen, atau naik 6,41. Sedangkan perolehan kursinya meningkat menjadi325 kursi, atau bertambah 43 kursi dari hasil pemilu sebelumnya.
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PPP juga menikmati hal yang sama, yaitu meningkat 5,43 persen. Begitupula untuk perolehan kursi. Pada Pemilu 1997 ini PPP meraih 89 kursi ataumeningkat 27 kursi dibandingkan Pemilu 1992. Dukungan terhadap partai itu diJawa sangat besar.Sedangkan PDI, yang mengalami konflik internal dan terpecah antara PDISoerjadi dengan Megawati Soekarnoputri setahun menjelang pemilu, perolehansuaranya merosot 11,84 persen, dan hanya mendapat 11 kursi, yang berartikehilangan 45 kursi di DPR dibandingkan Pemilu 1992.Tabel 11Hasil Pemilu 1997
No. Partai Suara % Kursi % (1992) Keterangan1. Golkar 84.187.907 74,51 325 68,10 + 6,412. PPP 25.340.028 22,43 89 17,00 + 5,433. PDI 3.463.225 3,06 11 14,90 - 11,84Jumlah 112.991.150 100,00 425 100,00

Pemilu kali ini diwarnai banyak protes. Protes terhadap kecuranganterjadi di banyak daerah. Bahkan di Kabupaten Sampang, Madura, puluhan kotaksuara dibakar massa karena kecurangan penghitungan suara dianggapketerlaluan. Ketika di beberapa tempat di daerah itu pemilu diulang pun, tetapipemilih, khususnya pendukung PPP, tidak mengambil bagian.
e. Pemilu 1999Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin JusufHabibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan,sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemiludilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat ituuntuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuanatau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahandan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggaptidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang
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Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.Ini berarti bahwadengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaanDPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendirimemangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003,suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya.Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat itu, pemerintahmengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentangSusunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft UU ini disiapkan olehsebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. RyaasRasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta).Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk KomisiPemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai politikdan wakil dari pemerintah. Satu hal yang secara sangat menonjol membedakanPemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 inidiikuti oleh banyak sekali peserta. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untukmendirikan partai politik. Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah jauhlebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar diDepartemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai.Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan PerdanaMenteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan Reformasi inilah yang mampumenyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses alih kekuasaan. BurhanuddinHarahap berhasil menyelenggarakan pemilu hanya sebulan setelah menjadi PerdanaMenteri menggantikan Ali Sastroamidjojo, meski persiapan-persiapannya sudahdijalankan juga oleh pemerintahan sebelumnya. Habibie menyelenggarakan pemilusetelah 13 bulan sejak ia naik ke kekuasaan, meski persoalan yang dihadapiIndonesia bukan hanya krisis politik, tetapi yang lebih parah adalah krisis ekonomi,sosial dan penegakan hukum serta tekanan internasional.Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutansuara pada Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999.Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya,ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yangberarti. Hanya di beberapa Daerah Tingkat II di Sumatera Utara yang pelaksanaanpemungutan suaranya terpaksa diundur suara satu pekan. Itu pun karena adanyaketerlambatan atas datangnya perlengkapan pemungutan suara.
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Tetapi tidak seperti pada pemungutan suara yang berjalan lancar, tahappenghitungan suara dan pembagian kursi pada Pemilu kali ini sempat menghadapihambatan. Pada tahap penghitungan suara, 27 partai politik menolakmenandatangani berita acara perhitungan suara dengan dalih Pemilu belum jurdil(jujur dan adil). Sikap penolakan tersebut ditunjukkan dalam sebuah rapat plenoKPU. Ke-27 partai tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 12Partai yang Tidak Menandatangani Hasil Pemilu 1999.Nomor Nama Partai1. Partai Keadilan2. PNU3. PBI4. PDI5. Masyumi6. PNI Supeni7. Krisna8. Partai KAMI9. PKD10. PAY11. Partai MKGR12. PIB13. Partai SUNI14. PNBI15. PUDI16. PBN17. PKM18. PND19 PADI20. PRD21. PPI
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22. PID23. Murba24. SPSI25. PUMI26 PSP27. PARIKarena ada penolakan, dokumen rapat KPU kemudian diserahkan pimpinanKPU kepada presiden. Oleh presiden hasil rapat dari KPU tersebut kemudiandiserahkan kepada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Panwaslu diberi tugasuntuk meneliti keberatan-keberatan yang diajukan wakil-wakil partai di KPU yangberkeberatan tadi. Hasilnya, Panwaslu memberikan rekomen-dasi bahwa pemilusudah sah. Lagipula mayoritas partai tidak menyertakan data tertulis menyangkutkeberatan-keberatannya. Presiden kemudian juga menyatakan bahwa hasil pemilusah. Hasil final pemilu baru diketahui masyararakat tanggal 26 Juli 1999.Setelah disahkan oleh presiden, PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) langsungmelakukan pembagian kursi. Pada tahap ini juga muncul masalah. Rapat pembagiankursi di PPI berjalan alot. Hasil pembagian kursi yang ditetapkan Kelompok KerjaPPI, khususnya pembagian kursi sisa, ditolak oleh kelompok partai Islam yangmelakukan stembus accoord. Hasil Kelompok Kerja PPI menunjukkan, partai Islamyang melakukan stembus accoord hanya mendapatkan 40 kursi. SementaraKelompok stembus accoord 8 partai Islam menyatakan bahwa mereka berhak atas 53dari 120 kursi sisa.Perbedaan pendapat di PPI tersebut akhirnya diserahkan kepada KPU. DiKPU perbedaan pendapat itu akhirnya diselesaikan melalui voting dengan dua opsi.Opsi pertama, pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan suara stembus

accoord, sedangkan opsi kedua pembagian tanpa stembus accoord. Hanya 12 suarayang mendukung opsi pertama, sedangkan yang mendukung opsi kedua 43 suara.Lebih dari 8 partai walk out. Ini berarti bahwa pembagian kursi dilakukan tanpamemperhitungkan lagi stembus accoord.Berbekal keputusan KPU tersebut, PPI akhirnya dapat melakukan pembagiankursi hasil pemilu pada tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian kursi itumenunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 90,26 persen dari462 kursi yang diperebutkan.
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Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih 35.689.073 suara atau33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 suaraatau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursidibanding Pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen,mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 persen,mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997. PAN meraih7.528.956 suara atau 7,12 persen, mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partailama yang masih ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih 2 kursi daripembagian kursi sisa, atau kehilangan 9 kursi dibanding Pemilu 1997. Selengkapnyahasil perhitungan pembagian kursi itu seperti terlihat dalam tabel di bawah.
Tabel 13Hasil perhitungan pembagian kursi hasil Pemilu 1997

No. Nama Partai Suara DPR Kursi TanpaSA Kursi DenganSA1. PDIP 35.689.073 153 1542. Golkar 23.741.749 120 1203. PPP 11.329.905 58 594. PKB 13.336.982 51 515. PAN 7.528.956 34 356. PBB 2.049.708 13 137. Partai Keadilan 1.436.565 7 68. PKP 1.065.686 4 69. PNU 679.179 5 310. PDKB 550.846 5 311. PBI 364.291 1 312. PDI 345.720 2 213. PP 655.052 1 114. PDR 427.854 1 115. PSII 375.920 1 116. PNI Front 365.176 1 1
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Marhaenis17. PNI Massa Marhaen 345.629 1 118. IPKI 328.654 1 119. PKU 300.064 1 120. Masyumi 456.718 1 -21. PKD 216.675 1 -22. PNI Supeni 377.137 - -23 Krisna 369.719 - -24. Partai KAMI 289.489 - -25. PUI 269.309 - -26. PAY 213.979 - -27. Partai Republik 328.564 - -28. Partai MKGR 204.204 - -29. PIB 192.712 - -30. Partai SUNI 180.167 - -31. PCD 168.087 - -32. PSII 1905 152.820 - -33. Masyumi Baru 152.589 - -34. PNBI 149.136 - -35. PUDI 140.980 - -36. PBN 140.980 - -37. PKM 104.385 - -38. PND 96.984 - -39. PADI 85.838 - -40. PRD 78.730 - -41. PPI 63.934 - -42. PID 62.901 - -43. Murba 62.006 - -44. SPSI 61.105 - -
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45. PUMI 49.839 - -46 PSP 49.807 - -47. PARI 54.790 - -48. PILAR 40.517 - -Jumlah 105.786.661 462 462
Catatan:1. Jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi mencapai 9.700.658. atau 9,17 persen dari suara yang sah.2. Apabila pembagian kursi dilakukan dengan sistem kombinasi jumlah partai yang mendapatkan kursi mencapai37 partai dengan jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi hanya 706.447 atau 0,67 persen dari suarasah.

Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistemproporsional dengan mengikuti varian Roget. Dalam sistem ini sebuah partaimemperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan,termasuk perolehan kursi berdasarkan the largest remainder.Tetapi cara penetapan calon terpilih berbeda dengan Pemilu sebelumnya,yakni dengan menentukan ranking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan.Apabila sejak Pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partaiotomatis terpilih apabila partai itu mendapatkan kursi, maka kini calon terpillihditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terba-nyak dari daerah di manaseseorang dicalonkan. Dengan demikian seseorang calon, sebut saja si A, meskiberada di urutan terbawah dari daftar calon, kalau dari daerahnya partaimendapatkan suara terbesar, maka dialah yang terpilih. Untuk cara penetapan calonterpilih berdasarkan perolehan suara di Daerah Tingkat II ini sama dengan cara yangdipergunakan pada Pemilu 1971.Bagaimanapun penyelenggaraan Pemilu-pemilu tersebut merupakanpengalaman yang berharga. Sekarang, apakah pengalaman itu akan bermanfaat atautidak semuanya sangat tergantung pada penggunaannya untuk masa-masa yang akandatang. Pemilu yang paling dekat adalah Pemilu 2004. Pengalaman tadi akan bisadikatakan berharga apabila Pemilu 2004 nanti memang lebih baik daripada Pemilu1999. Pemilu 1999 untuk banyak hal telah mendapat pujian dari berbagai pihak.
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f. Pemilu 2004Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah 2004 diselenggarakan secara serentak padatanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),128 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesiaperiode 2004-2009. Hasil akhir pemilu menunjukan bahwa Golkar mendapat suaraterbanyak. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dua partai terbarudalam pemilu ini, mendapat 7,45% dan 7,34% suara. Pemilihan umum 2004dinyatakan sebagai pemilu paling rumit dalam sejarah demokrasi.Dalam sidang umum tahun 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)menambah 14 amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945. Di antara amandementersebut, terdapat perubahan dalam badan legislatif. Dimulai dari tahun 2004, MPRakan terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan PerwakilanDaerah (DPD). Karena semua kursi di MPR akan dipilih secara langsung, militerdiminta untuk dihilangkan dari dewan perwakilan. Perubahan dan pemilihanlangsung Presiden dan Wakil Presiden merupakan langkah besar bagi Indonesiauntuk mencapai demokrasi. Pada 13 Juli 2003, Presiden MegawatiSukarnoputri menandatangani undang-undang yang menguraikan isi dari MPR. DPDbaru akan terdiri dari empat perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia. UUtersebut juga mengubah keanggotaan DPR menjadi 550 orang.Pada tahap awal pendaftaran, 150 partai mendaftar ke Menteri Kehakimandan Hak Asasi Manusia. Jumlah ini lalu berkurang menjadi 50 dan akhirnya 24setelah pemeriksaan yang dilakukan olehKomisi Pemilihan Umum (KPU).Pengurangan ini dilakukan berdasarkan undang-undang pemilu baru yang hanyamemperbolehkan partai dengan 2 persen kursi DPR atau 3 persen kursi di DPRDuntuk ikut dalam pemilu 2004. Hanya enam partai yang memenuhi kriteria ini danpartai-partai lainnya diwajibkan untuk melakukan merger atau reorganisasi menjadipartai baru.Periode kampanye untuk partai dimulai pada 11 Maret dan berlanjut hingga1 April. Kampanye ini terbagi menjadi dua fase karena dirayakannya Nyepi, hari rayaumat Hindu. Partai-partai menyampaikan agenda nasional mereka antara 11 hingga25 Maret. Namun, acara-cara tersebut tidak banyak dihadiri. Survey yang dilakukanoleh International Foundation for Electoral Systems menunjukan bahwa tidak semuapemilih tahu bagaimana memilih atau tidak mengetahui kandidat yang mereka pilih.
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Terdapat lebih dari 475.000 kandidat yang dinominasikan oleh partai politikdalam tingkat nasional, provinsial dan kabupaten, lebih dari 1.200 kandidat bersainguntuk 128 kursi DPD, serta 7.756 kandidat untuk 550 kursi DPR. Kandidat akandipilih dalam sistem proporsional terbuka (open list).Hasil pemilu ini menentukan partai politik mana yang dapat menyalonkankandidatnya untuk pemilu presiden 2004 pada 5 Juli. Hanya partai yang memperolehlima persen popular vote atau tiga persen kursi di DPR yang dapat menyalonkankandidatnya. Partai yang tidak memenuhi kriteria tersebut harus bergabung denganpartai lain untuk memenuhi salah satu kriteria.Pemilu 5 April dilaksanakan tanpa terjadinya insiden besar. Kekerasan kecilsempat terjadi dan dua pejabat pemilu dilaporkan tewas ketika mengantarkanperalatan pemilihan di provinsi Papua. Pemilu ini diamati oleh organisasi-organisasiseperti Australian Parliamentary Observer Delegation dan European Union Election

Observer Mission.
1) Hasil Pemilu Legislatif 2004Proses penghitungan suara berlangsung selama sebulan dan hasil akhirdiumumkan pada 5 Mei. Dari 148.000.369 pemilih terdaftar, 124.420.339menggunakan hak pilihnya (84,06%). Dari total jumlah suara, 113.462.414 suara(91,19%) dinyatakan sah dan 10.957.925 tidak sah. Di DPR, Golkar mendapatkursi terbanyak. Namun, 14 dari 24 partai menolak hasil pemilu dengan tuduhanpenghitungan suara yang tidak teratur.
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Tabel 14Hasil Pemilu 2004

Untuk mencapai jumlah perwakilan yang sepadan, pembagian kursidilakukan dengan menggunakan largest remainder method, sementara kuotaHare digunakan untuk menentukan kursi yang secara otomatis diduduki olehpartai perorangan. Kursi tersisa yang ditetapkan kepada daerah pemilihandibagikan kepada partai politik tersisa berdasarkan urutan peringkat suaratersisa.Terdapat 273 kasus yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dengan kasusterakhir diselesaikan pada tanggal 21 Juni. Di antara kasus-kasus tersebut, 38keputusan memengaruhi alokasi kursi di DPR, DPD dan DPRD.PartaiDemokrat kehilangan dua kursi, sementara Partai Amanat Nasional dan PartaiDamai Sejahtera mendapat satu kursi. Partai Pelopor mendapatkan satu kursidari Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan. Sementara itu, satu-satunya kursiyang didapat Partai Nasional Banteng Kemerdekaan diserahkan kepadaPartaiBintang Reformasi oleh KPU .Setelah penyelesaian semua sengketa, enam belas partai mendapat palingtidak satu kursi di DPR, sementara sisanya tidak mendapat sama sekali.Ketidaktetapan urutan partai muncul karena adanya aturan khusus yang semula
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dibuat untuk menghadapi masalah tidak meratanya pembagian penduduk antarapulauJawa dengan pulau lainnya. Aturan ini menetapkan bahwa nilai kuota Hareuntuk provinsi di Jawa lebih tinggi daripada pulau lain. Partai akan memerlukanlebih sedikit suara untuk mendapatkan kursi di luar Jawa. Contohnya, PartaiKebangkitan Bangsa (PKB) mendapat lebih banyak suara dari Partai AmanatNasional, namun mendapat jumlah kursi yang sama dengan PAN.Hasil pemilu menunjukan bahwa Golkar memenangkan jumlah kursiterbanyak. Golkar menerima lebih banyak suara daripada partai lainnya di duapuluh enam provinsi. Hal tersebut terjadi karena berkurangnya popularitas PDI-P. Dukungan terhadap Golkar di Sulawesi berkurang karena munculnya partaimenengah dan kecil di wilayah tersebut. Meskipun memenangkan jumlah suaraterbesar di Bali, performa PDI-P di wilayah tersebut merupakan yang terburukkarena terjadinya bom Bali 2002. Performa PKB di Jawa Timur tetap berlangsungbaik meskipun kehilangan suara.Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat mencapai peringkatpertama dan kedua di Jakarta (yang dianggap sebagai "barometer politikIndonesia"). Jika digabung, jumlah suara kedua partai di ibukota mencapai42.5%.Pola pemilihan berdasarkan agama terlihat sangat jelas di provinsi-provinsi timur. Partai Damai Sejahtera (PDS) yang berbasis Kristen mendapat14.8 suara di Sulawesi Utara dan 13 kursi di seluruh DPR. Muslim di wilayahbekas konflik religius cenderung memilih PKS yang berbasis Islam.Pemilu legislatif 2004 merupakan pemilu paling rumit dalam sejarahIndonesia karena penduduk Indonesia harus memilih wakil rakyat di DPR, DPDdan DPRD. Faktor tersebut menjadikan sistem pemilihan Indonesia unik jikadibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Pemilu ini juga dinyatakansebagai pemilihan terpanjang dan paling rumit dalam sejarah demokrasi. Bahkansistem alokasi kursi DPR juga dianggap sebagai "yang paling rumit di dunia" olehmedia.Tujuh partai politik memenuhi kriteria untuk menyalonkan kandidatnyadalam pemilu presiden 2004: Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP),Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai AmanatNasional (PAN). PKS tidak mencalonkan kandidatnya, tetapi mendukung capresdari PAN.
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Anggota DPR dan DPD yang baru terpilih diambil sumpahnya dalam sesiyang berbeda pada tanggal 1 Oktober. Anggota dewan lalu berkumpul padatanggal 2 Oktober dan diambil sumpahnya sebagai anggota MPR. GinandjarKartasasmita terpilih sebagai ketua DPD, Agung Laksono dari Golkar sebagaiketua DPR danHidayat Nur Wahid dari PKS sebagai ketua MPR.Pada 5 Oktober, tiga kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan dimekarkanuntuk membentuk provinsi Sulawesi Barat. Pemekaran ini dilakukan setelahpemilu sehingga Sulawesi Barat tidak memiliki perwakilan dalam DPRhingga pemilu legislatif 2009.
2) Hasil pilpres 2004Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004 diselenggarakanuntuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesiaperiode 2004-2009. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan diIndonesia. Pemilihan umum ini diselenggarakan selama 2 putaran, dandimenangkan oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan WakilPresiden Muhammad Jusuf Kalla.Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partaipolitik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum legislatif. Untukdapat mengusulkan, partai politik atau gabungan partai politik harusmemperoleh sekurang-kurangnya 5% suara suara secara nasional atau 3%kursiDewan Perwakilan Rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presidenyang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihanumum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari50% jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.Apabila tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, duapasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalampemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yangmemperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakilpresiden. Sebanyak 6 pasangan calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umumyaitu :

a) K. H. Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim (dicalonkan olehPartai Kebangkitan Bangsa)
b) Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono YudoHusodo (dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional)
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c) Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc. (dicalonkan oleh PartaiPersatuan Pembangunan)
d) Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkanoleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
e) H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad JusufKalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan PartaiKeadilan dan Persatuan Indonesia)
f) H. Wiranto, SH. dan Ir. H. Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh PartaiGolongan Karya)Dari keenam pasangan calon tersebut, pasangan K. H. AbdurrahmanWahid dan Marwah Daud Ibrahim tidak lolos karena berdasarkan tes kesehatan,Abdurrahman Wahid dinilai tidak memenuhi kesehatan.Pemilu putaran pertama diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004, dan diikutioleh 5 pasangan calon. Berdasarkan hasil pemilihan umum yang diumumkanpada tanggal 26 Juli 2004, dari 153.320.544 orang pemilih terdaftar, 122.293.844orang (79,76%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 119.656.868suara (97,84%) dinyatakan sah, dengan rincian sebagai berikut: No. Pasangancalon Jumlah suara Persentase 1. H. Wiranto, SH. Ir. H. Salahuddin Wahid26.286.788 22,15% 2. Hj. Megawati Soekarnoputri H. Hasyim Muzadi 31.569.10426,61% 3. Prof. Dr. HM. Amien Rais Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo 17.392.93114,66% 4. H. Susilo Bambang Yudhoyono Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla39.838.184 33,57% 5. Dr. H. Hamzah Haz H. Agum Gumelar, M.Sc. 3.569.8613,01% Tabel 15Hasil Pemilihan Presiden putaran pertama
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Karena tidak ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%,maka diselenggarakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh 2 pasangancalon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni SBY-JK danMega Hasyim. Pemilihan umum putaran kedua.Pemilu putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004 dandiikuti oleh 2 pasangan calon. Berdasarkan hasil pemilihan umum yangdiumumkan pada tanggal 4 Oktober 2004, dari 150.644.184 orang pemilihterdaftar, 116.662.705 orang (77,44%) menggunakan hak pilihnya. Dari totaljumlah suara, 114.257.054 suara (97,94%) dinyatakan sah, dengan rinciansebagai berikut:
Tabel 16

Hasil Pemilihan Presiden Putaran 2

g. Pemilu 2009Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2009 (biasa disingkat Pemilu Legislatif2009 atau Pileg 2009) diselenggarakan untuk memilih 560 anggota DewanPerwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sertaanggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRDKabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Pemungutan suaradiselenggarakan secara serentak di hampir seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9April 2009 (sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 5 April, namun kemudiandiundur.38 (tiga puluh delapan) partai memenuhi kriteria untuk ikut serta dalam pemilu2009. Partai Demokrat memenangkan suara terbanyak, diikutidengan Golkar danPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).Pada 5 Oktober 2004, tiga kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan dimekarkan untukmembentuk provinsi Sulawesi Barat. Pemekaran ini dilakukan setelah pemilulegislatif 2004, sehingga Sulawesi Barat tidak diwakilkan dalam DPR hingga tahun2009.
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Muncul pembicaraan untuk meningkatkan jumlah kursi di Dewan PerwakilanRakyat pada September 2007. Berbagai faksi dalam pemerintahan mengusulkanuntuk menambah jumlah kursi menjadi 560. Pada 18 Februari 2008, jumlah kursiDPR ditingkatkan menjadi 560 untuk mewakilkan provinsi Sulawesi Barat sertakarena peningkatan jumlah penduduk.Pemilihan Umum Anggota DPR dilaksanakan dengan sistem proporsional terbukayang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan, dengan pesertapemilu adalah partai politik. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinyadilakukan dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak,bukan berdasarkan nomor urut (pemilih memilih calon anggota DPR, bukan partaipolitik).Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 diikuti oleh 38 partai politik. Pada 7Juli 2008, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 34 partai politik yangdinyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2009, dimana 18 partaidiantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemiluataupun baru mengganti namanya. 16 partai lainnya merupakan peserta Pemilu2004 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2004-2009, sehinggalangsung berhak menjadi peserta Pemilu 2009.[5] Dalamperkembangannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seluruh partai politikpeserta Pemilu 2004 berhak menjadi peserta Pemilu 2009, sehingga berdasarkanputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI JakartaNo.104/VI/2008/PTUN.JKT, KPU menetapkan 4 partai politik lagi sebagai pesertaPemilu 2009. Berikut daftar 38 partai politik nasional peserta Pemilihan UmumAnggota DPR 2009 beserta nomor urutnya.Daerah pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPR adalah provinsi ataugabungan kabupaten/kota dalam 1 provinsi, dengan total 77 daerah pemilihan.Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan berkisar antara 3-10 kursi, yangditentukan sesuai dengan jumlah penduduk.Pada 9 Mei 2009, KPU menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009setelah 14 hari (26 April 2009 - 9 Mei 2009) melaksanakan rekapitulasipenghitungan suara secara nasional. Hasil yang diumumkan meliputi perolehansuara berikut jumlah kursi masing-masing partai politik di DPR. Penetapan jumlahkursi kemudian direvisi oleh KPU pada 13 Mei 2009 setelah terjadi perbedaanpendapat mengenai metode penghitungannya. Revisi kemudian kembali dilakukanberdasarkan keputusan MK.
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1) Hasil Pemilu Legislatif 2009Berikut adalah hasil Pemilu Anggota DPR 2009, masing-masing untuk perolehansuara dan jumlah kursi di DPR :Jumlah suara sah: 104.099.785, Jumlah suara tidak sah: 17.488.581, Jumlahpemilih: 121.588.366, Jumlah yang tidak memilih: 49.677.075, Jumlah pemilihterdaftar: 171.265.441
Tabel 17

Hasil Pemilu 2009
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2) Hasil Pemilu Presiden 2009Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun2009 (biasa disingkat Pilpres 2009) diselenggarakan untukmemilih Presidendan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014. Pemungutansuara diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung denganmemperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suaralebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsiyang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Dalam hal tidak adapasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, 2pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilihkembali dalam pemilihan umum (putaran kedua). Dalam hal perolehan suaraterbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 pasangan calon, keduapasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan umum.Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukanberdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secaraberjenjang. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yangsama diperoleh oleh lebih dari 1 pasangan calon, penentuannya dilakukanberdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secaraberjenjang.Pada 25 April 2009, KPU menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suaranasional Pilpres 2009 yang telah diselenggarakan pada 22 - 23 Juli 2009. HasilPilpres 2009 berdasarkan penetapan tersebut adalah sebagai berikut.
Tabel 18Hasil Pemilu Presiden 2009
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Pasangan JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo mengajukan keberatanterhadap hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2009 yang telah ditetapkanKPU ke Mahkamah Konstitusi (MK), masing-masing dengan perkara nomor108/PHPU.B-VII/2009 dan 109/PHPU.B-VII/2009. Isi keberatan yang diajukankedua pasangan antara lain sebagai berikut:a) Kekacauan masalah penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap(DPT)b) Regrouping dan/atau pengurangan jumlah TPSc) Adanya kerjasama atau bantuan IFESd) Adanya spanduk buatan KPU mengenai tata cara pencontrengane) Beredarnya formulir ilegal model “C-1 PPWP”f) Adanya berbagai pelanggaran administratif maupun pidanag) Adanya penambahan perolehan suara SBY-Boediono serta pengurangansuara Mega-Prabowo dan JK-WirantoKPU berikut KPUD seluruh Indonesia menjadi termohon dan Bawasluserta pasangan SBY-Boediono menjadi pihak terkait. Sidang kedua perkara inidigabungkan oleh MK karena melihat adanya kesamaan pokok perkara.Persidangan terbuka dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 4Agustus 2009 (pemeriksaan perkara), 5 Agustus 2009 (mendengar keterangantermohon, pihak terkait, keterangan saksi, dan pembuktian), dan 6-7Agustus 2009 (pembuktian). Pada tanggal 12 Agustus 2009, majelis hakimkonstitusi membacakan putusannya, dimana dalam amar putusan menyatakanbahwa permohonan ditolak seluruhnya. Putusan ini diambil secara bulat olehseluruh hakim konstitusi, tanpa dissenting opinion.Setelah keluarnya putusan MK tersebut, pada 18 Agustus 2009, KPUmenetapkan SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2009-2014. Penetapan ini kemudian diikuti dengan ucapan selamat dari para calonpresiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2009 lainnya. Dalam pidatopenerimaannya, SBY mengatakan bahwa Megawati, Prabowo, JK, dan Wirantosebagai putra-putri terbaik bangsa yang telah memberikan yang terbaik kepadademokrasi di Indonesia dan mengharapkan pengabdian mereka tidak akanmengenal batas akhir dan akan terus berlanjut.Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2009-2014 berlangsunghari Selasa, 20 Oktober 2009 pukul 10.00 WIB di GedungNusantara, Senayan dalam Sidang Paripurna MPR RI. Susilo Bambang Yudhoyonodan Boediono selaku Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengucapkan
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Sumpah/Janjinya di depan Pimpinan dan Anggota MPR. Jumlah Anggota MPR RIyang hadir sejumlah 647 orang dari 692 orang.Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dihadiri oleh para undanganterdiri dari para kepala Negara sahabat, para pimpinan lembaga Negara, Utusankhusus negara sahabat, mantan wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Presiden BJHabibie hingga wartawan dari berbagai media tidak ketinggalan meliput acarabesar ini.Sidang dibuka dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Taufiq Kiemasdilanjutkan dengan pembacaan keputusan KPU mengenai penetapan pasanganCalon Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu Presiden dan WakilPresiden oleh Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin.Sidang dilanjutkan dengan pembacaan Sumpah/Janji Presiden diikutidengan pembacaan Sumpah/Janji Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presidenterpilih kemudian bersama-sama melakukan penandatangan Berita AcaraPelantikan Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh Pimpinan MPR RI yangdilanjutkan dengan penyerahan Berita Acara Pelantikan kepada Presiden danWakil Presiden oleh Ketua MPR RI Taufiq Kiemas. Ketua MPR RI memberikansambutan ucapan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkanpidato dari Presiden terpilih. Sidang Paripurna ditutup dengan pembacaan doaoleh Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari.
2. Komisi Pemilihan UmumSebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD)  Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 dan yang telah mengalami  4 (empat) kali perubahan, bahwaPemilu merupakan perwujudan  kedaulatan rakyat untuk melaksanakan suksesipemerintahan yang  demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang besifat langsung, umum,bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel.  Untuk itu,lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang  tinggi,ketidakberpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami  tugas dantanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati  hak-hak politik dariwarga Negara . KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalamUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmendan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu,terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakanPemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah
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(DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden danWakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping tugastersebut juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaituuntuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil  Bupati sertaWalikota dan Wakil Walikota secara langsung, sehingga untuk  melaksanakan tugastersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU  Kabupaten/Kota di Provinsi danKabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas  tersebut KPU dibantu oleh SekretarisJenderal (Sekjen) dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen), dan seluruh tugasdidistribusikan kepada Biro-Biro dan Inspektorat. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasKPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi danSekretariat KPU Kabupaten/Kota.Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD,dan DPRD meliputi:a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU  Kabupaten/Kota,PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilusetelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua  tahapanPemilu;e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang  disiapkandan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/ataupemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagaidaftar pemilih;g. Menetapkan peserta Pemilu;h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkatnasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPUi. Provinsi untuk Pemilu Anggota DPR dan hasil rekapitulasi penghitungan suara disetiap KPU  Provinsi untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acarapenghitungan suara dan  sertifikat hasil penghitungan suara;j. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suaraserta wajib  menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
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Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yangdibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001)dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yangberasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie.KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh PresidenAbdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012)dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yangberasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukumUntuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubahsehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaanPemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebutmerupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, danmampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagaipelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuatKPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur danadil. Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, munculpemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihanumum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPUdituntut independen dan non-partisan.Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintahmensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang PemiluDPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presidendan Wakil Presiden.Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemiludiatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu KomisiPemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasionalmencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggaraPemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifattetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secaraberkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri
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menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihakmana pun.Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 TentangPenyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; sertaPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diaturdalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1(satu) undang-undang secara lebih komprehensif.Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemiludiatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembagapenyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembagapengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai denganperaturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapanpemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada DewanPerwakilan Rakyat.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu jugamengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN sertaKPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitiatersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapanpenyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya PemilihanUmum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dankredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode EtikPenyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalampenyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi,dan Bawaslu.Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD danDPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-UndangNomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurangmenjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidakmengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPUdalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme PemiluDPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan WakilKepala Daerah.
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Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu,komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitungsejak pengucapan sumpah/janji.Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastianhukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan;proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksicalon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantuPresiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada DewanPerwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim SeleksiCalon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yangberminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksiadministratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tesadministratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yangdiumumkan tanggal 31 Juli 2007.Pada hari Kamis, 22 Maret 2012 DPR telah memilih 7 anggota KPU periode 2012– 2017. Pemilihan di gelar melalui pemungutan suara dan tujuh peraih suara terbanyak.Sedangkan nama 7 (tujuh) anggota KPU  terpilih :a. Sigit Pamungkas, S.IP, MAb. Ida Budhiati, SH.,MHc. Arief Budiman, SS.,S.IP.,MBAd. Husni Kamil Manik,S.Pe. Drs. Hadar Nafis Gumayf. Dr. Ferry Kurnia Rizkyansyah, S.IP.,M.Sig. Juri Ardiantoro, M.SiPresiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (12/4) secara resmi melantik 7(tujuh) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Istana Negara, Jakarta.Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 P Tahun 2012, Presiden mengesahkanpengangkatan ketujuh anggota KPU tersebut untuk masa jabatan tahun 2012-2017.Sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara hadir, termasuk beberapa orang anggotaKabinet Indonesia Bersatu jilid 2 (KIB II). Dalam sumpah pelantikan, anggota KPU ituberjanji untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan
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perundangan yang berlaku, bertindak secara jujur, adil dan cermat demi suksesnyaPemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, PemilihanGubernur, Bupati dan Walikota, menegakkan demokrasi dan keadilan, sertamengutamakan kepentingan NKRI di atas kepentingan pribadi atau golongan.
3. Reformasi Birokrasi Setjen KPUDi berbagai negara, birokrasi berkembang dalam kehidupan berbangsa danbernegara. Birokrasi pun menjadi alat bagi penyelenggaraan negara dalam berbagaibidang. Di samping berfungsi dalam pengelolaan pelayanan, birokrasi juga bertugasmenerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik.Birokrasi juga berfungsi untuk mengelola pelaksanaan berbagai kebijakan publik.Sementara itu, Reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur,ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik.Keberhasilan reformasi birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhanagenda pemerintahan, termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih danbebas KKN (clean government) dalam keseluruhan skenario perwujudankepemerintahan yang baik (good governance).Namun pengalaman bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain menunjukan bahwabirokrasi, tidak senantiasa dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya tersebut secaraotomatis dan independen serta menghasilkan kinerja yang signifikan. Berbagaipermasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahantidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang ataudiperbarui.Sebagai supporting system dari KPU sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang –Undang , reformasi birokrasi perlu dilaksanakan demi mewujudkan tata kelolapemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalahlangkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna danberhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunannasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologiinformasi dan komunikasi, serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasipemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutanmasyarakat. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah-langkah yang bersifatmendasar, komprehensif, dan sistematik sehingga tujuan dan sasaran yang telahditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pengertian reformasi di sini
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merupakan proses pembaruan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, bukanupaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.Di Sekretariat Jenderal KPU, reformasi birokrasi dilakukan untuk memperbaikikinerja agar hasilnya nanti berdampak positif terhadap pelaksanaan kewenangan KPUsebagai penyelenggara pemilu. Seperti di ketahui, tugas dan wewengan SekretariatJenderal KPU adalah sebagai berikut :a. membantu menyusun program & anggaran Pemilub. memberikan  dukungan teknis administrative kepada anggota KPUc. membantu  melaksanakan tugas KPU dalam rengka menyelenggarakan Pemilud. mebantu merumuskan dan menyusun rancangan  Peraturan dan Keputusan KPUe. memberikan  bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian sengketa Pemiluf. membantu menyusun laporan  penyelenggaraan kegiatan danpertanggungjawaban KPUg. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai peraturan per undang – undangan yangberlakuAdapun Wewenang Sekretariat Jenderal KPU adalah sebagai berikut :a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu,berdasarkan norma, standar, prosedur & kebutuhan yg ditetapkan oleh KPUb. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perUndang – undangan yang berlakuc. mengangkat tenaga pakar/ahli berdasrkan kebutuhan atas persetujuan KPUd. memberi pelayanan administrasi, ketata usahaan dan kepegawaian sesuaidengan per undang – undangan.Walaupun belum dilaksanakan dengan optimal, prinsip-prinsip tata kelolapemerintahan yang baik telah dilakukan. Seperti prinsip keterbukaan dan transparansi.Keterbukaan merujuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umumuntuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, dan hasil yang telah dicapai darisuatu kebijakan yang telah diputuskan.
4. Permasalahan Kritis Terkait 8 Area Perubahana. Manajemen Perubahan :Kondisi saat ini Setjen KPU belum memiliki suatu sistem Manajemen Perubahan yangterencana dengan baik untuk memperbaiki kondisi saat ini yang masih dinilaimempunyai kinerja organisasi yang masih kurang dari aspek kepemimpinan,perencanaan kinerja, organisasi, manajemen SDM, penganggaran, manajemeninformasi kinerja, manajemen proses, dan pencapaian hasil. Kondisi tersebut dapat
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dilihat dari hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Setjen KPU.b. Penataan peraturan Perundang – undangan :Dalam rangka menjalankan program penataan Peraturan Perundang-Undangan,dilakukan identifikasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Setjen KPU yangtumpang tindih dan terdapat disharmonisasi, sehingga hasilnya dapat dijadikandasar untuk melakukan regulasi dan deregulasi agar lebih tertib dan kondusif sertaharmonis untuk Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pemilu. Disamping itujuga diharapkan dapat terjadi peningkatan efektifitas dalam pengelolaan PeraturanPerundang-Undangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun yang menjaditarget capaian dari penataan Peraturan Perundang-undangan ini adalah tersedianyadokumen dan peta terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkanserta dokumentasi dan peta dari regulasi dan deregulasi peraturan Perundang-Undangan.c. Penataan dan Penguatan Organisasi :Kondisi saat ini, pelaksanaan strategi pencapaian tujuan belum sesuai denganorganisasi Setjen KPU. Organisasi Setjen KPU  didasarkan pada Undang-Undang (UU)Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ketentuan Pasal 62Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, SekretariatKomisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 22 Tahun 2008. Dalam pelaksanaannya, masih ditemui berbagaikendala dan permasalahan, antara lain masih terdapatnya tumpang tindih tugas danfungsi antar unit kerja, masih belum tegasnya pembagian kewenanganan antar unitkerja. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan yangdilaksanakan oleh unit kerja tersebut yang menyebabkan terjadinya pemborosan danorganisasi yang tidak efisien. Selain itu, beban kerja antar unit organisasi masihbelum seimbang, sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volumepekerjaan cukup besar sementara masih ada pula unit kerja yang beban tugasnyakurang memadai sebagai suatu unit organisasi.d. Penataan tatalaksana :Kondisi saat ini belum efektifnya penerapan Standard Operating Prosedur (SOP),ketersediaan Standar Pelayanan Publik Minimal,  Manajemen Pemberian Layanandan Pengaduan dan kurangnya pemahaman terhadap penerapan e-government.
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e. Penataan Manajemen SDM Aparatur :Dari sisi kuantitas, masalah yang timbul karena saat ini sudah terjadi piramida tuakuantitas pegawai. Dengan demikian suksesi SDM harus segera dipercepat,disamping beban kerja yang harus dikelola dengan sangat baik supaya tidak terjadi
chaos . Secara umum, kebijakan nasional moratorium pegawai, sangatmembahayakan bagi kesinambungan penyelenggaraan pemilu. Pada masanya, akanterjadi kekosongan pegawai dan atau jabatan yang harus disikapi dengan hati-hati.Dari sisi kualitas, disparitas kompetensi terjadi antara pusat daerah dan antarawilayah Barat dan Timur Indonesia. Meskipun SDM Sekjen KPU dikenal karenamempunyai kompetensi yang baik, namun tetap terjadi kesenjangan antarakompetensi yang saat ini dimiliki dengan kompetensi yang seharusnya untukmengantisipasi perkembangan lingkungan strategis terutama terkaitpenyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah.f. Penguatan Pengawasan :Kondisi Setjen KPU saat ini masih kurangnya SDM yang melaksanakan pengawasandan belum didukungnya sistem pengawasan yang terintegrasi, sehingga diperlukanpenguatan unit kerja pengawasan termasuk sistem yang menyertainya, yaitu sistempengawasan yang saat ini sistem tersebut masih bersifat konvensional dan manual.g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja :Kondisi pelaksanaan akuntabilitas saat ini, Setjen KPU sudah melaksanakanperencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja,namun pelaksanaannya belum terintegrasi dalam suatu sistem. Sistem akuntabilitaskinerja tersebut diharapkan dapat menggambarkan manajemen kinerja organisasi.h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :Semakin dekat nya pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 memaksa KPUberbenah diri untuk menjalankan hajat besar demokrasi tersebut dengan sebaik –baiknya. Banyak sekali standar pelayanan terkait pemilihan umum yang belumdisiapkan dan juga karena pemilihan umum ini bersifat nasional, diperlukan upayauntuk mengajak seluruh pengguna layanan untuk turut mensukseskan pemilu.
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5. Langkah – Langkah Pembenahan Terkait 8 Area PerubahanBerbagai kelemahan birokrasi yang dihadapi Setjen KPU tersebut diatas perludibenahi melalui program reformasi birokrasi yang secara lengkap akan diuraikan dalamkonsolidasi rencana aksi program dan kegiatan pada bagian berikut ini. Setjen KPU akanmelaksanakan seluruh program/kegiatan yang terdapat di dalam 9 (Sembilan) ProgramMikro Reformasi Birokrasi. Program dan kegiatan reformasi birokrasi selanjutnya akandi uraikan pada uraian dibawah ini. Sejalan dengan permasalahan yang saat ini dihadapi,Setjen KPU akan memprioritaskan/ menekankan  pembenahan pada beberapa areaperubahan yang sangat terkait dengan ketiga permasalahan tersebut. Terdapat 8(delapan) area perubahan yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu Penataan danPenguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penguatan Sistem Manajemen SDMAparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik,pengawasan, penataan peraturan perundang – undangan dan perubahan pola pikir danbudaya kerja.Untuk lebih detail mengenai langkah – langkah  pembenahan terkait 8 (delapan )area Perubahan/ 9 (Sembilan) Program Mikro Reformasi Sekretariat Jenderal KPU akandi uraikan pada bagian Konsolidasi Rencana Aksi Program dan Kegiatan ReformasiBirokrasi.



Sekretariat Jenderal KPU: Jln. Imam Bonjol No.29, Jakarta Pusat halaman 51

C. KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

1. PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHANSebagai organisasi publik, Setjen KPU tidak lepas dari perubahan, baik dalam lingkupinternal organisasi maupun perubahan yang terjadi di luar lingkup organisasi yangmembawa dampak baik positif bahkan negatif bagi organisasi. Bagaimana perubahan inidapat dikelola untuk sebesar-besar kemaslahatan organisasi, sehingga seburuk apapundampak perubahan bagi organisasi, maka organisasi mampu mengantisipasinya.  Ataubahkan dari cara pandang yang lebih positif, bagaimana organisasi mengelola perubahanmenjadi suatu yang bermanfaat bagi organisasi, dan bagaimana organisasi mampu shaping

the future bagi organisasi itu sendiri, maka Setjen KPU pun harus mampu mengelola konsepperubahan tersebut. Demikian juga para anggota organisasinya – yaitu seluruh SDM, haruspula mampu mengelola perubahan ke arah yang positif.Perubahan pasti terjadi, seperti dikemukakan bahwa yang abadi adalah perubahan itusendiri. Oleh karena itu, perubahan menjadi sesuatu yang mutlak. Banyak hal yangmendorong perubahan itu sendiri terjadi, yaitu :
 Pengetahuan ekonomi;
 Organisasi virtual;
 Merger atau akuisisi;
 Perdagangan secara elektronik
 Konvergensi digital (dan seluruh konsekuensinya);
 PrivatisasiNamun bukan hanya karena perubahan merupakan sesuatu yang mutlak dan banyakfaktor pendorong, maka dengan sendirinya perubahan mudah dilaksanakan, mudah dikelola.Justru sebaliknya, banyak masalah yang bisa terjadi ketika perubahan akan dilakukan.Masalah yang paling sering dan menonjol adalah “penolakan atas perubahan itu sendiri”.Istilah yang sangat populer dalam manajemen adalah resistensi perubahan (resistance to

change). Penolakan atas perubahan tidak selalu negatif karena justru karena adanyapenolakan tersebut maka perubahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan.Penolakan atas perubahan tidak selalu muncul dipermukaan dalam bentuk yangstandar. Penolakan bisa jelas terlihat (eksplisit) dan segera, misalnya mengajukan protes,mengancam mogok, demonstrasi, dan sejenisnya; atau bisa juga tersirat (implisit), danlambat laun, misalnya loyalitas pada organisasi berkurang, motivasi kerja menurun,kesalahan kerja meningkat, tingkat absensi meningkat, dan lain sebagainya.Secara umum, manusia berada dalam comfort zonenya masing-masing. Ketika manusiatersebut bersatu dalam suatu organisasi, comfort zone melebur menjadi comfort zone



Sekretariat Jenderal KPU: Jln. Imam Bonjol No.29, Jakarta Pusat halaman 52

organisasi. Oleh karenanya, ketika terjadi suatu “agitasi” yang “mengancam” comfort zone”,reaksi paling wajar adalah penolakan.
a. PencapaianKomisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang sangat dinamis. Pada setiappenyelenggaraan Pemilu, KPU harus menyesuaikan dengan peraturan penyelenggaraanpemilu yang bisa jadi terus berubah dan mengalami penyempurnaan sebelumpenyelenggaraan pemilu.Perubahan yang dilakukan di Setjen KPU adalah perubahan yang direncanakan,artinya perubahan yang memang direncanakan sebaik baiknya dalam rangkapeningkatan kinerja. Artinya, kondisi saat ini dipandang sudah kurang sesuai denganberbagai tantangan yang dihadapi Setjen KPU.Semua kondisi saat ini yang kurang sesuai dengan perkembangan lingkunganstrategis, semestinya diubah (secara aktif) ke arah yang lebih baik. Setjen KPU telahmulai melakukan menerapkan manajemen perubahan dan manajemen pengetahuan.Setjen KPU pun telah menggulirkan pertemuan-pertemuan untuk membahas segala sisisuatu perubahan akbat regulasi yang ditetapkan, dengan melakukan analisis risiko untukmenetapkan derajat dan peta risiko dari masing-masing permasalahan, baik untukpengawasan produk, pengawasan sarana, maupun untuk menentukan prioritas kegiatan.Dengan hal-hal ini, diharapkan dampak perubahan akibat regulasi yang ditetapkan dapatdiantisipasi, dan dikendalikan ke arah yang lebih baik.Namun semua yang dilakukan memang harus diperbaiki dari waktu ke waktusesuai dengan perkembangan lingkungan, dan harapan stakeholder, sehingga ketikareformasi birokrasi menjadi arus utama untuk memenangkan hati seluruh stakeholder,terutama masyarakat, maka Setjen KPU harus siap dengan semua area perubahannya.Disadari bahwa, besarnya eskalasi perubahan di KPU, menyebabkandiperlukannya kesiapan Setjen KPU untuk berubah. Setjen KPU sudah bertekad untukmelaksanakan reformasi birokrasi secara paripurna, dan komitmen pimpinan danseluruh SDM Setjen KPU, dicerminkan dari komitmen kesiapan melaksanakan reformasibirokrasi. Untuk mengetahui kesiapan organisasi untuk berubah sekaligus derajatpenolakan/penerimaan untuk berubah, setjen KPU akan melaksanakan assessment.Setjen KPU akan melakukan assessment ini melalui pengisian kuesioner pada acaraPengembangan Reformasi Birokrasi tahun 2014. Kuesioner kesiapan organisasi untukmenghadapi perubahan (organization change readiness assessment) yang digunakanuntuk mengukur kesiapan Setjen KPU untuk menerima dan melaksanakan perubahansebagaimana dalam lampiran.
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Untuk menyiapkan strategi manajemen perubahan akan  dilakukan identifikasistakeholder yang terkena dampak perubahan. Strategi manajemen perubahan akandijalankan oleh masing-masing agents of change, yang akan diidentifikasi dan ditunjukberdasarkan kriteria yang sudah disusun. Penetapan agents of change oleh SekjenKPUdilakukan dengan Surat Keputusan Sekjen KPU.
1) Kegiatan yang sudah dilakukan, waktu pencapaian , output dan manfaat

programDengan demikian, di tahun 2013, hampir semua kegiatan dalam kaitan persiapanmanajemen perubahan sudah dilakukan.a) Telah membentuk Tim Manajemen Perubahan yang merupakan bagian dariTim Reformasi Birokrasi Setjen KPU pada tanggal 22 Agustus 2013Output : Keputusan KPU Nomor 666/Kpts/KPU/TAHUN 2013Manfaat :  Sebagai landasan dalam melaksanakan Manajemen Perubahanb) Telah melakukan assesment kesiapan organisasi ( dilakukan oleh pokjapenataan dan penguatan organisasi melalui pengisian kuisoner pada tahun2011)Output :  Dokumen Hasil Assesment organisasi KPUManfaat : Mengetahui kondisi organisasi KPU saat inic) Telah melaksanakan rapat tim dan Sosialisasi Reformasi Birokrasi  padatanggal 29 Oktober 2013.Output : Laporan pelaksanaan Sosialisasi Reformasi BirokrasiManfaat : Aparatur KPU memperoleh perubahan pola pikir, budayaorganisasi dan tata nilai yang sejalan dan mendukung prosesReformasi Birokrasi.d) Telah melaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi Tim Pelaksana ManajemenPerubahan pada bulan Oktober s.d. Desember 2013Output :  Launching Reformasi BirokrasiManfaat : Aparatur KPU siap melaksanakan program dan kegiatanReformasi Birokrasi.
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e) Telah melaksanan Sinkronisasi penyusunan Dokumen Usulan dan Road MapReformasi Birokrasi Program Manajemen Perubahan pada bulan Oktober s.d.Desember 2013Output : Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Manajemen Perubahansebanyak 3 kaliManfaat : Memperoleh pemahaman dan susunan konsep danrencana kerja Tim Pelaksana Manajemen Perubahanf) Telah melaksanakan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja di lingkunganSetjen KPU November 2013Output : laporan kegiatan sosialisasi dan internalisasi Budaya KerjaManfaat : memperoleh pemahaman mengenai budaya kerja dilingkungan Setjen KPU

g) Telah melaksanakan kegiatan Coffee morning sebagai wadah bertukarpikiran, informasi, masukan dan menjalin kedekatan antara pimpinan danpegawai pada November 2013.Output : Laporan kegiatan Coffee MorningManfaat : memperoleh informasi, masukan dan terjaganya hubunganbaik antara    pimpinan dan pegawai.
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h) Telah melaksanakan kegiatan Out Bond sebagai wadah menjalin, menjagadan menguatkan hubungan antara pimpinan dan pegawai Desember 2013.Output : Laporan kegiatan OutbondManfaat : terjalinnya, terjaganya dan semakin kuatnya hubungan baikantara pimpinan dan pegawai.
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b. Rencana

1) Kegiatan yang sedang dilakukanKegiatan Manajemen perubahan yang saat ini sedang dilakukan adalah sebagaiberikut :
a) Pembentukan Tim Manajemen PerubahanOutput : SK Tim Manajemen PerubahanParameter : Terbentuknya Tim Manajemen PerubahanPelaksanaan : 2013 – Sekarang
b) Penyempurnaan Roadmap RBOutput : Dokumen Roadmap RBParameter :Tersusunnya penyempurnaan dokumen Usulan danRoadmap RBPelaksanaan : 2013 – Sekarang
c) Penyebaran kuesioner perubahanOutput : Hasil kuesioner perubahanParameter : tersebarnya minimal 150 kuesionerPelaksanaan : 2013 – sekarang

2) Kegiatan yang akan dilakukan

a) Penyusunan Dokumen Strategi Manajemen Perubahan pada tahun 2014dengan tahapan Kerja :(1) Menyebarkan kuisioner manajemen perubahan(2) Mengumpulkan data  kuisioner manajemen perubahan(3) Menelaah dan menganalisis data hasil kuisioner manajemen perubahan(4) Menyusun hasil telaah dan analisis data hasil kuisoner manajemenperubahan ke dalam dokumen Strategi Manajemen Perubahan
b) Penyusunan Dokumen Strategi komunikasi manajemen perubahan padatahun 2014 dengan tahap kerja :(1) Menyebarkan kuisoner manajemen perubahan(2) Mengumpulkan data  kuisioner  manajemen perubahan(3) Menelaah dan menganalisis data hasil kuisioner  manajemen perubahan(4) Menuliskan hasil telaah dan analisis data hasil kuisioner  manajemenperubahan  ke dalam dokumen Strategi Komunikasi perubahan
c) Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka ReformasiBirokrasi dengan tahapan Kerja :(1) Menyusun dan menyebarluaskan berbagai hasil program dan kegiatanReformasi Birokrasi pada berbagai media yang dipilih pada tahun 2014
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(2) Pembuatan banner, spanduk, display internal dan di website kpu terkaitmanajemen perubahan, poster etos kerja yang mengarah reformasibirokrasi dengan bahasa yang mudah dimengerti dan menarik  padatitik2 strategis yang sering dilalui pejabat dan pegawai.(3) Sosialisasi Budaya Kerja bagi para pejabat struktural dan fungsional padatahun 2014(4) Workshop Perubahan Pola Pikir bagi aparatur setjen KPU tahun 2013-2014(5) Coffee afternoon. Mengadakan forum komunikasi (coffee afternoon) yangmelibatkan seluruh pegawai, dengan tema yang berbeda misalnya:motivasi budaya kerja, sosialisasi terkait hak dan kewajiban pnskaitannya dengan pp 53. Tujuan forum komunikasi: a) memperlancarkomunikasi kerja antara pimpinan dan bawahan, b) memotivasi kerjapegawai, meningkatkan esq (emotional spiritual quotion).(6) Pemberian reward kepada pegawai. Pemberian reward terhadappegawai, misalnya: pemberian penghargaan “outstanding employee”perbulan/minggu dengan kriteria penilaian: tingkat kehadiran, kinerja,disiplin pemakaian seragam dinas. Atau pemberian penghargaan berupamateri, dengan kriteria penilaian sudah memasuki masa kerja tertentu.(7) Monitoring dan evaluasi rencana dan implementasi program dankegiatan Manajemen Perubahan pada akhir tahun 2014
c. Kriteria Keberhasilan1) Kriteria keberhasilan perubahan yang dikelola dengan baik adalah :a) Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan reformasibirokrasi, dengan indikator :b) Terbentuknya tim manajemen perubahan Setjen KPUc) Tersusunnya strategi manajemen perubahand) Tersusunnya strategi komunikasi manajemen perubahane) Terselenggaranya sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalamrangka reformasi birokrasi2) Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja.Kriteria program manajemen perubahan diharapkan dapat mewujudkan sasaranreformasi birokrasi nasional (outcomes) berupa tercapainya sasaran target peningkatanpemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada tahun 2014.
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d. Agenda Proritas

1) Agenda prioritas untuk program manajemen perubahan adalah :a) Penyusunan Dokumen Strategi Manajemen Perubahan.b) Penyusunan Dokumen Strategi Komunikasi Manajemen
2) Pertimbangan dalam menentukan Prioritas.Dalam program manajemen perubahan, yang menjadi prioritas utama adalahpenyusunan dokumen strategi manajemen perubahan. Dokumen ini sangat pentingdemi mengarahkan program – program manajemen perubahan yang akandilaksanakan. Dokumen ini juga memuat asesmen awal kesiapan pegawai untukberubah. Prioritas selanjutnya adalah penyusunan dokumen strategi komunikasiperubahan. Sebagaimana diketahui, bahwa perubahan cenderung di tolak olehpegawai. Dengan strategi komunikasi yang tepat, sedikit banyak akan mengurangidampak resistensi pada saat menjalankan program manajemen perubahan.Selanjutnya adalah menjalankan program manajemen perubahan, sebagaimanatertera pada tabel rencana program.
3) Keterkaitan antar program prioritasProgram manajemen perubahan yang disusun saling terkait satu sama lainnya.Tanpa adanya dokumen strategi manajemen perubahan, maka program manajemenperubahan yang akan dilakukan akan berjalan tanpa perencanaan dan cenderungsporadis. Hal ini akan membuat tingkat kesuksesan program tersebut menjadirendah/ tidak optimal.
4) Langkah – langkah implementasiLangkah implementasi setiap kegiatan dalam program manajemen perubahan akandilaksanakan secara bertahap yang di sajikan dalam tabel waktu pelaksanaan dantahapan kerja.

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan KerjaProgram manajemen perubahan direncanakan akan dilaksanakan selama prosesreformasi birokrasi di Setjen KPU sampai dengan  tahun 2014, dengan tahapan kerja ,output kegiatan, capaian keberhasilan dan waktu pelaksanaan sebagai berikut:
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Tabel 19Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja Program Manajemen Perubahan
No. Kegiatan Output Parameter Capaian Keberhasilan

2014
Tw

1
Tw

2
Tw

3
Tw

4
1. Penyusunan dokumen

Strategi manajemen
perubahan

Dokumen Strategi
Manajemen Perubahan dan
Komunikasi

Tersedianya Dokumen strategi
Manajemen Perubahan

2. Penyusunan dokumen
Strategi komunikasi

Dokumen Strategi
Komunikasi

Tersedianya Dokumen strategi
Komunikasi

3. Telaah terhadap hasil
kuesioner manajemen
perubahan

Dokumen Laporan Kegiatan Tersedianya Strategi Manajemen
Perubahan dan Komunikasi

4. Pelaksaan strategi
komunikasi perubahan
melalu Media
penyebarluasan berbagai
hasil program dan kegiatan
Reformasi Birokrasi

Alat/Media sosialisasi
Reformasi Birokrasi

Tersedianya alat media sosialisasi
Reformasi Birokrasi

5. Sosialisasi Budaya Kerja
bagi para pejabat struktural

Laporan kegiatan sosialisasi
Budaya Kerja para pejabat
struktural

Tersebarnya sosialisasi Budaya
kerja dikalangan para pejabat
struktural yang menghadiri kegiatan

6. Sosialisasi Budaya Kerja
bagi para pejabat fungsional

Laporan kegiatan sosialisasi
Budaya Kerja para pejabat
fungsional

Tersebarnya sosialisasi Budaya
kerja dikalangan para pejabat
fungsional yang menghadiri
kegiatan

7. Workshop Perubahan Pola
Pikir bagi aparatur

Laporan workshop
perubahan pola pikir bagi
aparatur

Perubahan pola pikir bagi aparatur
yang menghadiri kegiatan.

8. Pelaksanaan kegiatan reward
and punishmen terhadap
karyawan

Pemberian reward dan
punishmen berdasarkan
kriteria yang terukur

Terlaksana nya pemberian reward
and punishment terhadap karyawan
secara konsisten dan melalui
mekanisme terukur

9. Montoring dan evaluasi
pelaksanaan manajemen
perubahan

Bekerjasama dengan pokja
monev menghasilkan
dokumen monev
manajemen perubahan
untuk pelaksanaan
manajemen perubahan pada
periode selanjutnya

Terlaksana nya monev perubahan
pada akhir tahun 2014

f. Penangungjawab program dan kegiatanUntuk mengelola seluruh kegiatan dalam program manajemen perubahan,penanggungjawab yang ditunjuk adalah Pokja Manajemen. Dalam melaksanakanpengelolaan perubahan akan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Setjen KPU danmengkoordinir Tim Manajemen Perubahan.
g. Rencana AnggaranUntuk mengelola perubahan, dibutuhkan anggaran Rp. 1.240.000.000,- M sampai tahun2014.
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Tabel 20Rencana Anggaran Program Manajemen Perubahan
No. Kegiatan

2014

Total
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

1. Penyusunan dokumen stratejik
manajemen perubahan
a. kuesioner manajemen
perubahan
b. telaah terhadap hasil kuesioner
manajemen perubahan
c.penyusunan strategi manajemen
perubahan

150.000.000,- 150.000.000,-

2. Penyusunan Dokumen Strategi
Komunikasi Manajemen
Perubahan

150.000.000,- 150.000.000,-

3. Media penyebarluasan berbagai
hasil program dan kegiatan
Reformasi Birokrasi

10.000.000,- 10.000.000,-

4. Sosialisasi Budaya Kerja bagi
para pejabat struktural

90.000.000,- 25.000.000,- 25.000.000,- 140.000.000,-

5. Sosialisasi Budaya Kerja bagi
para pejabat fungsional

90.000.000,- 25.000.000,- 115.000.000,-

6. Workshop Perubahan Pola Pikir
bagi aparatur

250.000.000,- 125 25.000.000,- 115.000.000,-

7. Pemberian reward and
punishment dengan metode
terukur

100.000.000,- 125.000.000,- 150.000.000,- 225.000.000,-

8. Monitoring dan evaluasi rencana
dan implementasi program dan
kegiatan Manajemen Perubahan

50.000.000,- 50.000.000,- 50.000.000,- 150.000.000,-

TOTAL 150.000.000,- 615.000.000,- 200.000.000,- 275.000.000,- 1.240.000.000,-
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2. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KomisiPemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, menyatakan bahwa Biro Hukum mempunyai tugasmenyiapkan penyusunan rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum, advokasi,penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan penyelenggaraan Pemilu, pengkajian, administrasi hukum peserta Pemilu,dokumentasi dan informasi hukum serta ketatausahaan biro.Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkatKPU) adalah satuan kerja di jajaran Sekretariat Jenderal KPU yang bertanggung jawabterhadap pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang dalam hal ini dilaksanakanoleh Bagian Perundang-undangan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi PemilihanUmum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi PemilihanUmum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 22 Tahun 2008 menegaskan bahwa Biro Hukum Sekretariat Jenderal KomisiPemilihan Umum mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rancangan peraturan KPU,serta penyuluhan, pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan.Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hukum Sekretariat Jenderal KomisiPemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU), menyelenggarakan fungsi :1. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU;2. Pengkajian peraturan perundang-undangan;3. Pemberian advokasi dan penyelesaian sengketa hukum;4. Pelaksanaan administrasi hukum peserta Pemilu;5. Penyusunan dokumen dan informasi hukum; dan6. Pelaksanaan urusan tata usaha biro.Berdasarkan fungsi tersebut di atas, dalam hal penataan peraturan perundang-undangan, Biro Hukum Sekretariat KPU memiliki peranan yang penting. Penataanperundang-undangan merupakan tugas dari Bagian Perundang-Undangan pada Biro HukumSekretariat Jenderal KPU. Disamping itu, bagian ini memiliki tugas, antara lain :1. Penyiapan bahan dan penyusunan rancangan peraturan KPU tentang PemiluAnggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah dan
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Wakil Kepala Daerah dan rancangan peraturan KPU terkait dengan dukunganpenyelenggaraan Pemilu;2. Penyuluhan peraturan perundang – undangan;3. Pengkajian dan evaluasi peraturan KPU; dan4. Penyampaian saran dan pertimbangan terhadap rancangan peraturan KPU dankeputusan KPU.
a. PencapaianSekretariat Jenderal KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, diaturdalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya :
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanatelah diubah dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum:
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPDdan DPRD;
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KomisiPemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi PemilihanUmum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;.

1) Kegiatan yang sudah dilakukan, waktu pencapaian , output dan manfaat

programDalam rangka penataan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan fungsidan tugasnya, Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU telah melakukan program-program :a) Penyusunan rancangan Peraturan KPU sebagai amanat Undang-Undangbidang Politik tahun 2012Output : Rancangan peraturan KPU dalam UU bidang PolitikManfaat : sebagai capaian kinerja dari Biro Hukum KPU
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b) Rekomendasi hasil evaluasi terhadap peraturan terkait Pemilu danPemilukada tahun 2012Output : Dokumen Evaluasi terhadap peraturan terkait pemilu danpemilukadaManfaaat : memperjelas peraturan yang melingkupi pemilu danpemilukada.c) Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tahun2013Output : peraturan terkait Pemilu dan Pemilukada yang dapatdiakses dalam beberapa mediaManfaat : membuka akses bagi pengguna untuk dapat mengaksesinformasi hukum terkat pemilu dan pemilukadad) Dokumentasi hukum berupa indeks peraturan perundang-undangan dibidang Penyelenggaraan Pemilu serta peraturan lainnya dalam bentukpustaka dan Digital 2013Output : indeks peraturan terkait Pemilu dan Pemilukada yang dapatdiakses dalam beberapa mediaManfaat : mempermudah  pengguna untuk dapat mengakses informasihukum terkait pemilu dan pemilukada
b. Rencana

1) Kegiatan yang sedang dilakukana) Pengembangan Jarngan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)Output : Aplikasi Jaringan Dokumentasi Informasi HukumParameter : Dapat di terapkannya  Aplikasi Jaringan DokumentasiInformasi dan HukumPelaksanaan : 2013 - Sekarangb) Pemetaan peraturan perundangan terkait KPUOutput : Dokumen Pemetaan Undang-UndangParameter : Tersedianya Peta Undang-Undang terkait KPUPelaksanaan : 2013 – Sekarangc) Analisis Peraturan dan Keputusan KPUOutput : Dokumen review analisis peraturan dan Keputusan KPUParameter : Tersedianya review analisis peraturan dan keputusan KPUPelaksanaan : 2013 – Sekarang



Sekretariat Jenderal KPU: Jln. Imam Bonjol No.29, Jakarta Pusat halaman 64

2) Kegiatan yang akan dilakukanBerdasarkan pencapaian yang telah diperoleh, kegiatan reformasi birokrasi yangdirencanakan akan dilakukan adalah:a) Pemetaan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemilu;b) Evaluasi terhadap Peraturan KPU agar tidak terjadi tumpang tindih,disharmonis, serta multitafsir;c) Penyusunan SOP penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan;d) Penyusunan SOP pendokumentasian peraturan perundang-undangan;e) Penyusunan SOP penyuluhan peraturan perundang-undangan;f) Pendokumentasian berupa indeks peraturan perundang-undangan dalamPenyelenggaraan Pemilu dalam bentuk pustaka dan digital.
c. Kriteria KeberhasilanKriteria keberhasilan perubahan dikelola dengan baik adalah :1) Terbentuknya JDIH melalui website KPU sebagai percepatan informasi di bidanghukum;2) Tersedianya  SOP penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan;3) Tersedianya peta peraturan perundang-undangan;4) Tersedianya hasil evaluasi/identifikasi terhadap Peraturan KPU yang tumpangtindih, disharmonis, serta multitafsir;5) Tersusunnya SOP pendokumentasian peraturan perundang-undangan;6) Tersusunnya SOP penyuluhan peraturan perundang-undangan;7) Tersedianya dokumentasi berupa indeks peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan Pemilu dalam bentuk pustaka dan digital.Kriteria Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan diharapkan dapatmewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional (outcomes) berupa tercapainyasasaran target  peningkatan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada tahun 2014.
d. Agenda Prioritas1) Program dan aktivitas reformasi birokrasi yang saat ini sedang dilakukan danmenjadi prioritas adalah :a) Penyempurnaan JDIH;
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b) Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan dan penyusunanrangangan Peraturan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu;c) Melakukan evaluasi/identifikasi terhadap Peraturan KPU tumpang tindih,disharmonis, serta multitafsir;d) Melakukan Revisi SOP penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan;e) Melakukan penyusunan SOP pendokumentasian peraturan perundang-undangan;f) Melakukan penyusunan SOP penyuluhan peraturan perundang-undangan;dang) Melakukan pendokumentasian berupa indeks peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan pemilu dalam bentuk pustaka dandigital.
2) Pertimbangan dalam menentukan prioritasKegiatan – kegiatan tersebut disusun dalam satu alur yang saling terkait. JDIHmerupakan prioritas pertama dikarenakan program ini memang sudah terlebihdahulu di jalankan, dan sangat membantu pengguna layanan dalam mengaksesinformasi hukum. Selanjutnya adalah, melakukan penyempurnaan terhadap JDIH danjuga melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang masih tumpangtindih. Dan untuk menjamin bahwa peraturan perundangan yang dibuat sesuaidengan kaidah yang ditetapkan, dibuatlah SOP penyusunan peraturan perundang –undangan, pendokumentasian, serta indeks peraturan.
3) Keterkaitan antar program prioritasKegiatan yang terdapat dalam program penataan peraturan perundang – undangansaling terkait satu sama lain dimana penyempurnaan JDIH, di ikuti dengan pemetaanperaturan perundang – undangan, kemudian evaluasi peraturan perundangan yangtumpang tindih dan disharmonis. Baru kemudian kegiatan di fokuskan kepadapembuatan SOP yang mamastikan bahwa peraturan perundang – undangan yangdihasilkan sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundangan yang baik.
4) Langkah – langkah impementasiLangkah implementasi setiap kegiatan dalam program penataan perundang –undangan akan berturut – turut di sajikan dalam tabel waktu pelaksanaan dantahapan kerja.
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e. Waktu dan Tahapan KerjaSesuai dengan agenda prioritas maka program penataan peraturan perundang-undangandirencanakan dapat diselesaikan sampai dengan tahun 2014, dengan tahapan kerjaoutput kegiatan, capaian keberhasilan dan waktu pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
Tabel 21Waktu dan tahapan kerja program penataan peraturan perundang – undangan

NO. KEGIATAN Output
Parameter Capaian

Keberhasilan
2013 2014
Tw

4
Tw

1
Tw

2
Tw

3
Tw

4
1. Pengembang

an Jarngan
Dokumentasi
dan Informasi
Hukum
(JDIH)

Aplikasi Jaringan
Dokumentasi
Informasi Hukum

Dapat di terapkannya
Aplikasi Jaringan
Dokumentasi
Informasi dan
Hukum

2. Pemetaan
peraturan
perundangan
terkait KPU

Dokumen
Pemetaan
Undang-Undang

Tersedianya Peta
Undang-Undang
terkait KPU

3. Analisis
Peraturan dan
Keputusan
KPU

Dokumen review
analisis peraturan
dan Keputusan
KPU

Tersedianya review
analisis peraturan
dan keputusan KPU

4. Harmonisasi
dan
Koordinasi
Peraturan
yang di
keluarkan
oleh KPU

Laporan
Harmonisasi dan
koordinasi
pengaturan yang
dilakukan KPU

Tersedianya Laporan
Harmonisasi dan
koordinasi
perngaturan yang
dilakukan KPU

5. Penyusunan
SOP
Penyusunan
Peraturan
Perundangan.

Dokumen SOP
Penyusunan
Peraturan
Perundangan

Tersedianya
Dokumen SOP
penyusunan
Peraturan
Perundangan

6. Penyusunan
SOP
pendokument
asian
peraturan
perundang-
undangan

Dokumen SOP
Pendokumntasian
Peraturan
Perundang-
Undangan

Tersedianya
dokumen SOP
pendokumentasian
Peraturan
Perundang-
Undangan

7. Penyusunan
SOP
penyuluhan
peraturan
perundang-
undangan

Dokumen SOP
penyuluhan
peraturan
Perundang-
Undangan

Tersedianya
dokumen SOP
penyuluhan
Peraturan
Perundang-
Undangan
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f. Penanggungjawab Program dan KegiatanPenanggung jawab kegiatan dalam program Penataan Peraturan perundang-undanganadalah Pokja penataan peraturan perundang - undangan. Dalam melaksanakan programpenataan peraturan perundang-undangan, pokja melibatkan seluruh unit kerjaSekretariat Jenderal KPU.
g. Rencana AnggaranAnggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan untuk Pengembangan JarnganDokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Rp 1.634.891.000,-, sedangkan programpenataan peraturan perundang-undangan lainnya diangaggarkan sebesar Rp1.781.324.000,-, sehingga total anggaran untuk program Penataan Perundang-Undangansebesar Rp 3.416.215.000,-.

Tabel 22Rencana anggaran program penataan peraturan perundang – undangan
NO. KEGIATAN

Tahun 2013 Tahun 2014

AnggaranTriwulan

4

Triwulan

1

Triwulan

2

Triwulan

3

Triwulan

4

1.

Pengembangan JarnganDokumentasi dan InformasiHukum (JDIH) 1.634.891.000,-

2.
Pemetaan peraturanperundangan terkait KPU

1.781.324.000,-

3. Analisis Peraturan danKeputusan KPU4. Harmonisasi dan KoordinasiPeraturan yang di keluarkanoleh KPU5. Penyusunan SOP PenyusunanPeraturan Perundangandisesuaikan dengan UU No.10 Tahun 20046. penyusunan SOPpendokumentasian peraturanperundang-undangan7. penyusunan SOP sosialisasiperaturan perundang-undangan
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3. PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

a. Pencapaian

1) Kegiatan yang sudah dilakukan

a) Evaluasi OrganisasiSetiap organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh lingkungan internalmaupun eksternal, termasuk struktur organisasi yang memiliki tiga fungsi dasaryaitu : 1). Bahwa struktur organisasi dimaksudkan untuk menghasilkan outputorganisasi dan mencapai tujuan organisasi (goals); 2). Bahwa struktur organisasidirancang untuk meminimalkan atau mengatur pengaruh individual terhadaporganisasi; 3). Bahwa struktur organisasi adalah penataan yang didalamnya terdapatpelaksanaan kekuatan pengambil keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Faktor-faktoryang mempengaruhi struktur organisasi antara lain adalah ukuran organisasi,teknologi, lingkungan dan faktor strategi pilihan. Berbagai pengaruh tersebut akanberdampak pada meningkatnya kinerja organisasi atau sebaliknya. Maka denganadanya perubahan lingkungan tersebut, organisasi perlu dievaluasi secaraberkesinambungan.Tahapan evaluasi organisasi merupakan tahapan yang sangat penting dalamsiklus penataan organisasi karena hasil evaluasi tersebut dapat memberikaninformasi yang berguna bagi perbaikan organisasi. Evaluasi dilakukan denganmelihat kembali penataan struktur organisasi sebelumnya dan dampak yang timbuldari hasil penataan terutama tingkat kinerja organisasi. Evaluasi organisasidilakukan setidaknya minimal setelah satu tahun hal tersebut agar memberikanruang waktu bagi organisasi bekerja. Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 13Tahun 1998 tentang Prosedur  Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi OrganisasiPemerintahan yang telah mengamanatkan agar setiap organisasi pemerintahanmelakukan evaluasi secara terus menerus, sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun.Kegunaan lain dari evaluasi organisasi adalah untuk mengukur sejauh mana strukturorganisasi saat ini dapat mewujudkan tujuan organisasi dan dapat mengidentifikasipenyebab berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi dari berbagai unsurorganisasi dan sumberdaya manusia.Permasalahan–permasalahan yang terjadi pada organisasi pemerintahan sangatkompleks dan bervariasi sesuai dengan bentuk dan fungsi lembaga pemerintahan itusendiri, namun secara umum beberapa permasalahan memiliki kesamaan sepertipermasalahan yang ada pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan
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Sekretariat KPU Kabupaten/Kota antara lain : Adanya tugas pokok dan fungsi yangtumpang tindih, Penempatan personil tidak sesuai dengan kemampuan; 3). Bebantugas yang tidak seimbang; dan 4). Meningkatnya beban tugas serta kontrol danpengawasan (span of control).
Manfaat : evaluasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi danSekretariat KPU Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :a) Adanya kajian terhadap organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU,Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;b) Diperoleh gambaran kondisi organisasi saat ini dan bahan masukan sebagaiinstrumen bagi perbaikan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU,Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.Metode evaluasi yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatansurvei sampling. Survei digunakan untuk mengukur gejala-gejala yang ada dan tidakmemperhitungkan hubungan antara variable-variable karena hanya menggunakandata yang ada untuk pemecahan masalah, survai dapat memberikan manfaat untuktujuan-tujuan deskriptif membantu untuk membandingkan kondisi-kondisi yang adadengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan juga untuk pelaksanaanevaluasi.Pelaksanaan evaluasi menggunakan desain deskriptif yaitu desain yangbertujuan untuk menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu.Dalam metode dengan desain deskriptif ini tidak melakukan kesimpulan yang terlalujauh atas data yang ada karena tujuan dari desain ini hanya mengumpulkan fakta danmenguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang ada.Jenis Data dan variabel yang dikumpulkan berupa data yang bersifat kuantitatifdan kualitatif terdiri dari data primer dan sekunder.a) Data primer diambil langsung dari responden yang terdiri dari : hasilwawancara dan penyebaran kuesioner, pengamatan langsung (observasi),peraturan-peraturan internal KPU, dan lain-lain.b) Data sekunder diperoleh dari dari responden yang terdiri dari : InstruksiPresiden Nomor 13 Tahun 1998 tentang Prosedur  Pengusulan, Penetapandan Evaluasi Organisasi Pemerintahan, Hasil evaluasi sebelumnya, dan Buku-buku referensi atau literatur yang relevan.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner danselanjutnya, hasil olahannya dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD). Dalam
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mengevaluasi bidang kelembagaan maka Unsur yang dievaluasi sebanyak 6 unsuryang masing-masing terdiri dari indikator yang kemudian dituangkan dalam 47 butirpertanyaan pilihan.
Output : Berdasarkan hasil analisis data pada uraian sebelumnya maka dapatdiambil kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi organisasi sebagai berikut :

b) Struktur Organisasi.(1) Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi,dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota cukup sesuai dengan kebutuhan

saat ini, namun demikian perlu dicermati dan diperhatikan sebanyak
37,04 % responden berpendapat bahwa sudah tidak sesuai lagi dengankebutuhan sekarang dan perlunya penyempurnaan struktur organisasisebagai antisipasi kebutuhan lembaga KPU dalam menghadapi kebutuhandan tantangan ke depan.(2) Secara umum tugas dan fungsi organisasi Sekretariat Jenderal KPU,Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota cukup

sesuai dengan kebutuhan saat ini, namun demikian perlu dicermatidan diperhatikan sebanyak 38,89 % responden berpendapat bahwa
sudah tidak sesuai lagi. Sehingga perlu adanya kejelasan dalampelaksanaan tupoksi dan adanya Standard Operating Prosedur (SOP)yang dituangkan dalam bentuk formal.

c) Sumberdaya Manusia (SDM).Secara umum sumberdaya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU,Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota  dapatdisimpulkan dari berbagai aspek kebutuhan sebagai berikut sebagai berikut :(1) Jumlah Personil masih belum sesuai kebutuhan karena sebanyak 77,78

% responden menyatakan jumlah personil Sekretariat Jenderal KPU,Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota  belumsesuai dengan kebutuhan saat ini.(2) Kompetensi berupa pendidikan, pengalaman dan kemampuan yangdimiliki belum sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan, sebanyak
46,30 % responden menyatakan belum sesuai harapan.(3) Penghargaan terhadap prestasi kerja masih belum sesuai dengan bebankerja yang dihadapi sebanyak 62,96% menyatakan belum sesuaiharapan. Dan adanya dualisme jenis kepegawaian terutama didaerahmenjadi kendala dan berpotensi mengganggu dalam pelaksanaan tugas
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dan fungsi KPU, hal tersebut dapat diidentifikasi dari data respondendiantaranya sebagai berikut:(a) Pegawai Negeri Sipil organik lebih banyak bekerja dibandingkanPegawai Negeri Sipil dari Pemda;(b) Pegawai Negeri Sipil dari Pemda kurang berkeinginan untukmemahami dan melaksanakan tugas dan fungsi KPU dibandingkanPegawai Negeri Sipil organik.(c) Dalam pengisian atau penempatan jabatan sudah sesuai denganketentuan yang berlaku dan pembagian tugas dan fungsi dinilaicukup merata  dan terbagi habis sampai ke tingkat bawah.
d) Tata Kerja.(1) Dalam pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban antara sekretariatternyata masih menimbulkan tumpang tindih dalam hal tanggung jawabdinyatakan dalam 22.22% data responden;(2) Dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi masih terdapat tugas-tugas yangbelum tertampung dalam struktur organisasi saat ini karena sebanyak

50 % responden menyatakan terdapat tugas yang belum tertampungnamun kerjakan. Dengan demikian perlu adanya penelusuran lebihlanjut tugas apasaja yang perlu diakomodir;(3) Dalam pelaksanaan bidang kesekretariatan masih mengalami hambatansebanyak 61.11% responden menyatakan mengalami kendala tersebutdan masih adanya ini.
e) Sarana dan PrasaranaSecara umum Sarana dan Prasarana dalam mendukung tugas dan fungsiSekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPUKabupaten/Kota  dapat disimpulkan dari berbagai aspek kebutuhan sebagaiberikut sebagai berikut :(1) Secara umum sarana gedung masih cukup sesuai dengan kebutuhan

ruang dengan dengan jumlah pegawai karena sebanyak 50 %responden menyatakan sudah memenuhi kebutuhan ruang denganjumlah pegawai, namun demikian sebanyak 48,15% menyatakan

sebaliknya sehingga perlu adanya penelusuran lebih lanjut. Gedung ataumasih dapat menjangkau dalam rangka koordinasi dengan instansiterkait dan sudah memenuhi kelayakan dalam menjalankan tugas danfungsi  Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, danSekretariat KPU Kabupaten/Kota .
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(2) Secara umum prasarana pendukung dinilai masih belum memenuhikebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat JenderalKPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota .Prasarana tersebut yaitu : meja, kursi, lemari, komputer, telepon, danlain-lain 61,11% responden dan sarana transportasi sebanyak 70,37%responden. Dengan demikian perlu adanya perbaikan dan peningkatanterkait sarana dan prasarana tersebut.
f) Komunikasi dan Koordinasi OrganisasiSecara umum komunikasi dan koordinasi Sekretariat Jenderal KPU, SekretariatKPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota  dinilai cukup baik dan tidakterdapat hambatan. hal tersebut dapat di lihat dari data responden diantaranyasebagai berikut :(1) Hubungan antara KPU dengan instansi terkait sudah baik dengan rata-rata pernyataan positif responden 92.13%;(2) Hubungan kerja Sekretariat KPU dengan Komisioner KPU sudah baikdengan rata-rata pernyataan positif responden 81.48%;(3) Hal-hal lain yang berhubungan dengan KPU sudah baik dengan rata-ratapernyataan positif responden 77.16%.

2) Penyusunan Naskah Akademis Perubahan Struktur Organisasi Sekretariat

Jenderal KPUSeiring dengan perubahan peraturan perundangan yang memayungi institusi KPU,membuat perubahan di Setjen KPU diperlukan. Paling tidak, perubahan perundangantersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 23Sandingan UU Nomor 15 Tahun 2011 dan UU Nomor 22 Tahun 2007
UU Nomor 22 Tahun 2007 UU Nomor 15 Tahun 2011Tugas, wewenang, kewajiban

(1) Tugas dan wewenang KPU dalampenyelenggaraan Pemilu Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah meliputi:a. merencanakan program dan anggaranserta menetapkan jadwal;b. menyusun dan menetapkan tata kerjaKPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS,PPLN, dan KPPSLN;c. menyusun dan menetapkan pedomanyang bersifat teknis untuk tiap-tiaptahapan berdasarkan peraturanperundang-undangan;d. mengoordinasikan, menyelenggara-kan, dan mengendalikan semuatahapan;e. memutakhirkan data pemilihberdasarkan data kependudukan danmenetapkannya sebagai daftarpemilih;f. menerima daftar pemilih dari KPUProvinsi;g. menetapkan peserta Pemilu;h. menetapkan dan mengumumkan hasilrekapitulasi penghitungan suaratingkat nasional berdasarkan hasilrekapitulasi penghitungan suara diKPU Provinsi untuk Pemilu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat dan hasilrekapitulasi penghitungan suara ditiap-tiap KPU Provinsi untuk PemiluAnggota Dewan Perwakilan Daerahdengan membuat berita acarapenghitungan suara dan sertifikathasil penghitungan suara;i. membuat berita acara penghitungan

(1) Tugas dan wewenang KPU dalampenyelenggaraan Pemilu anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahmeliputi:a. merencanakan program dan anggaranserta menetapkan jadwal;b. menyusun dan menetapkan tata kerjaKPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;c. menyusun dan menetapkan pedomanteknis untuk setiap tahapan Pemilusetelah terlebih dahulu berkonsultasidengan DPR dan Pemerintah;d. mengoordinasikan,menyelenggara-kan,dan mengendalikan semua tahapanPemilu;e. menerima daftar pemilih dari KPUProvinsi;f. memutakhirkan data pemilih berdasarkandata kependudukan yang disiapkan dandiserahkan oleh Pemerintah denganmemperhatikan data Pemilu dan/ataupemilihan gubernur, bupati, dan walikotaterakhir dan menetapkannya sebagaidaftar pemilih;g. menetapkan peserta Pemilu;h. menetapkan dan mengumumkan hasilrekapitulasi penghitungan suara tingkatnasional berdasarkan hasil rekapitulasipenghitungan suara di KPU Provinsi untukPemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyatdan hasil rekapitulasi penghitungan suaradi setiap KPU Provinsi untuk PemiluAnggota Dewan Perwakilan Daerahdengan membuat berita acarapenghitungan suara dan sertifikat hasilpenghitungan suara;
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UU Nomor 22 Tahun 2007 UU Nomor 15 Tahun 2011suara serta membuat sertifikatpenghitungan suara dan wajibmenyerahkannya kepada saksi pesertaPemilu dan Bawaslu;j. menerbitkan Keputusan KPU untukmengesahkan hasil Pemilu danmengumumkannya;k. menetapkan dan mengumumkanperolehan jumlah kursi anggotaDewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi,dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota untuk setiap partaipolitik peserta Pemilu anggota DewanPerwakilan Rakyat, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah;l. mengumumkan calon anggota DewanPerwakilan Rakyat dan DewanPerwakilan Daerah terpilih danmembuat berita acaranya;m. menetapkan standar serta kebutuhanpengadaan dan pendistribusianperlengkapan;n. memeriksa pengaduan dan/ataulaporan adanya pelanggaran kode etikyang dilakukan oleh anggota KPU, KPUProvinsi, PPLN, dan KPPSLN;o. menindaklanjuti dengan segeratemuan dan laporan yang disampaikanoleh Bawaslu;p. menonaktifkan sementara dan/ataumengenakan sanksi administratifkepada anggota KPU, KPU Provinsi,PPLN, dan KPPSLN, SekretarisJenderal KPU, dan pegawai SekretariatJenderal KPU yang terbukti melakukantindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapanpenyelenggaraan Pemilu yang sedangberlangsung berdasarkanrekomendasi Bawaslu dan ketentuanperaturan perundang-undangan;q. melaksanakan sosialisasi

i. membuat berita acara penghitungan suaradan sertifikat penghitungan suara sertawajib menyerahkannya kepada saksipeserta Pemilu dan Bawaslu;j. menerbitkan keputusan KPU untukmengesahkan hasil Pemilu danmengumumkannya;k. menetapkan dan mengumumkanperolehan jumlah kursi anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi, dan DewanPerwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota untuk setiap partaipolitik peserta Pemilu anggota DewanPerwakilan Rakyat, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah;l. mengumumkan calon anggota DewanPerwakilan Rakyat dan Dewan PerwakilanDaerah terpilih dan membuat beritaacaranya;m. menetapkan standar serta kebutuhanpengadaan dan pendistribusianperlengkapan;n. menindaklanjuti dengan segerarekomendasi Bawaslu atas temuan danlaporan adanya dugaan pelanggaranPemilu;o. mengenakan sanksi administratifdan/atau menonaktifkan sementaraanggota KPU Provinsi, anggota PPLN,anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU,dan pegawai Sekretariat Jenderal KPUyang terbukti melakukan tindakan yangmengakibatkan terganggunya tahapanpenyelenggaraan Pemilu yang sedangberlangsung berdasarkan rekomendasiBawaslu dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan;p. melaksanakan sosialisasipenyelenggaraan Pemilu dan/atau yangberkaitan dengan tugas dan wewenangKPU kepada masyarakat;q. menetapkan kantor akuntan publik untukmengaudit dana kampanye dan
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UU Nomor 22 Tahun 2007 UU Nomor 15 Tahun 2011penyelenggaraan Pemilu dan/atauyang berkaitan dengan tugas danwewenang KPU kepada masyarakat;r. menetapkan kantor akuntan publikuntuk mengaudit dana kampanye danmengumumkan laporan sumbangandana kampanye;s. melakukan evaluasi dan membuatlaporan setiap tahapanpenyelenggaraan Pemilu; dant. melaksanakan tugas dan wewenanglain yang diberikan oleh undang-undang.
(2) Tugas dan wewenang KPU dalampenyelenggaraan Pemilu Presiden danWakil Presiden meliputi:a. merencanakan program dan anggaranserta menetapkan jadwal;b. menyusun dan menetapkan tata kerjaKPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS,PPLN, dan KPPSLN;c. menyusun dan menetapkan pedomanyang bersifat teknis untuk tiap-tiaptahapan berdasarkan peraturanperundang-undangan;d. mengoordinasikan, menyelenggara-kan, dan mengendalikan semuatahapan;e. memutakhirkan data pemilihberdasarkan data kependudukan danmenetapkannya sebagai daftarpemilih;f. menerima daftar pemilih dari KPUProvinsi;g. menetapkan pasangan calon presidendan calon wakil presiden yang telahmemenuhi persyaratan;h. menetapkan dan mengumumkan hasilrekapitulasi penghitungan suaraberdasarkan hasil rekapitulasipenghitungan suara di KPU Provinsi

mengumumkan laporan sumbangan danakampanye;r. melakukan evaluasi dan membuat laporansetiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;dans. melaksanakan tugas dan wewenang lainsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tugas dan wewenang KPU dalampenyelenggaraan Pemilu Presiden dan WakilPresiden meliputi:a. merencanakan program dan anggaranserta menetapkan jadwal;b. menyusun dan menetapkan tata kerjaKPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;c. menyusun dan menetapkan pedomanteknis untuk setiap tahapan Pemilusetelah terlebih dahulu berkonsultasidengan DPR dan Pemerintah;d. mengoordinasikan, menyelenggara-kan,dan mengendalikan semua tahapan;e. menerima daftar pemilih dari KPUProvinsi;f. memutakhirkan data pemilih berdasarkandata kependudukan yang disiapkan dandiserahkan oleh Pemerintah denganmemperhatikan data Pemilu dan/ataupemilihan gubernur, bupati, dan walikotaterakhir dan menetapkannya sebagaidaftar pemilih;g. menetapkan pasangan calon presiden dancalon wakil presiden yang telahmemenuhi persyaratan;h. menetapkan dan mengumumkan hasilrekapitulasi penghitungan suaraberdasarkan hasil rekapitulasi
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UU Nomor 22 Tahun 2007 UU Nomor 15 Tahun 2011dengan membuat berita acarapenghitungan suara dan sertifikathasil penghitungan suara;i. membuat berita acara penghitungansuara serta membuat sertifikatpenghitungan suara dan wajibmenyerahkannya kepada saksi pesertaPemilu dan Bawaslu;j. menerbitkan Keputusan KPU untukmengesahkan hasil Pemilu danmengumumkannya;k. mengumumkan pasangan calonpresiden dan wakil presiden terpilihdan membuat berita acaranya;l. menetapkan standar serta kebutuhanpengadaan dan pendistribusianperlengkapan;m. memeriksa pengaduan dan/ataulaporan adanya pelanggaran kode etikyang dilakukan oleh anggota KPU, KPUProvinsi, PPLN, dan KPPSLN;n. menindaklanjuti dengan segeratemuan dan laporan yang disampaikanoleh Bawaslu;o. menonaktifkan sementara dan/ataumengenakan sanksi administratifkepada anggota KPU, KPU Provinsi,PPLN, KPPSLN, Sekretaris JenderalKPU, dan pegawai Sekretariat JenderalKPU yang terbukti melakukantindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapanpenyelenggaraan Pemilu yang sedangberlangsung berdasarkanrekomendasi Bawaslu dan ketentuanperaturan perundang-undangan;p. melaksanakan sosialisasipenyelenggaraan Pemilu dan/atauyang berkaitan dengan tugas danwewenang KPU kepada masyarakat;q. menetapkan kantor akuntan publikuntuk mengaudit dana kampanye danmengumumkan laporan sumbangandana kampanye;

penghitungan suara di KPU Provinsidengan membuat berita acarapenghitungan suara dan sertifikat hasilpenghitungan suara;i. membuat berita acara penghitungan suaraserta membuat sertifikat penghitungansuara dan wajib menyerahkannya kepadasaksi peserta Pemilu dan Bawaslu;j. menerbitkan keputusan KPU untukmengesahkan hasil Pemilu danmengumumkannya;k. mengumumkan pasangan calon presidendan wakil presiden terpilih dan membuatberita acaranya;l. menetapkan standar serta kebutuhanpengadaan dan pendistribusianperlengkapan;m. menindaklanjuti dengan segerarekomendasi Bawaslu atas temuan danlaporan adanya dugaan pelanggaranPemilu;n. mengenakan sanksi administratifdan/atau menonaktifkan sementaraanggota KPU Provinsi, anggota PPLN,anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU,dan pegawai Sekretariat Jenderal KPUyang terbukti melakukan tindakan yangmengakibatkan terganggunya tahapanpenyelenggaraan Pemilu berdasarkanrekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuanperaturan perundang-undangan;o. melaksanakan sosialisasipenyelenggaraan Pemilu dan/atau yangberkaitan dengan tugas dan wewenangKPU kepada masyarakat;p. menetapkan kantor akuntan publik untukmengaudit dana kampanye danmengumumkan laporan sumbangan danakampanye;q. melakukan evaluasi dan membuat laporansetiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;danr. melaksanakan tugas dan wewenang lainsesuai ketentuan peraturan perundang-
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UU Nomor 22 Tahun 2007 UU Nomor 15 Tahun 2011r. melakukan evaluasi dan membuatlaporan setiap tahapanpenyelenggaraan Pemilu; dans. melaksanakan tugas dan wewenanglain yang diberikan oleh undang-undang.(3) Tugas dan wewenang KPU dalampenyelenggaraan Pemilu Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah meliputi:a. menyusun dan menetapkan pedomantata cara penyelenggaraan sesuaidengan tahapan yang diatur dalamperaturan perundang-undangan;b. mengoordinasikan dan memantautahapan;c. melakukan evaluasi tahunanpenyelenggaraan Pemilu;d. menerima laporan hasil Pemilu dariKPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota;e. menonaktifkan sementara dan/ataumengenakan sanksi administratifkepada anggota KPU Provinsi yangterbukti melakukan tindakan yangmengakibatkan terganggunya tahapanpenyelenggaran Pemilu yang sedangberlangsung berdasarkanrekomendasi Bawaslu dan ketentuanperaturan perundang-undangan; danf. melaksanakan tugas dan wewenanglain yang diberikan oleh undang-undang.(4) KPU dalam Pemilu Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah, Pemilu Presiden dan WakilPresiden, dan Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah berkewajiban:a. melaksanakan semua tahapanpenyelenggaraan Pemilu secara tepatwaktu;b. memperlakukan peserta Pemilu danpasangan calon secara adil dan setara;

undangan.

(3) Tugas dan wewenang KPU dalampenyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati,dan walikota meliputi:a. menyusun dan menetapkan pedomanteknis untuk setiap tahapan pemilihansetelah terlebih dahulu berkonsultasidengan DPR dan Pemerintah;b. mengoordinasikan dan memantautahapan pemilihan;c. melakukan evaluasi tahunanpenyelenggaraan pemilihan;d. menerima laporan hasil pemilihan dariKPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;e. mengenakan sanksi administratifdan/atau menonaktifkan sementaraanggota KPU Provinsi yang terbuktimelakukan tindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapan penyelenggaraanpemilihan berdasarkan rekomendasiBawaslu dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan; danf. melaksanakan tugas dan wewenang lainsesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
(4) KPU dalam Pemilu Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikotaberkewajiban:a. melaksanakan semua tahapanpenyelenggaraan Pemilu secara tepatwaktu;b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangancalon presiden dan wakil presiden, dan
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UU Nomor 22 Tahun 2007 UU Nomor 15 Tahun 2011c. menyampaikan semua informasipenyelenggaraan Pemilu kepadamasyarakat;d. melaporkan pertanggungjawabanpenggunaan anggaran sesuai denganperaturan perundangundangan;e. memelihara arsip dan dokumenPemilu serta mengelola baranginventaris KPU berdasarkan peraturanperundang-undangan;f. menyampaikan laporan periodikmengenai tahapan penyelenggaraanPemilu kepada Presiden dan DewanPerwakilan Rakyat sertamenyampaikan tembusannya kepadaBawaslu;g. membuat berita acara pada setiaprapat pleno KPU dan ditandatanganioleh ketua dan anggota KPU;h. Menyampaikan laporanpenyelenggaraan Pemilu kepadaPresiden dan Dewan PerwakilanRakyat serta menyampaikantembusannya kepada Bawaslu palinglambat 30 (tiga puluh) hari setelahpengucapan sumpah/janji pejabat;dan
i. melaksanakan kewajiban lain yangdiberikan oleh peraturan perundang-undangan.

gubernur dan bupati/walikota secara adildan setara;c. menyampaikan semua informasipenyelenggaraan Pemilu kepadamasyarakat;d. melaporkan pertanggungjawabanpenggunaan anggaran sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;e. mengelola, memelihara, dan merawatarsip/dokumen serta melaksanakanpenyusutannya berdasarkan jadwalretensi arsip yang disusun oleh KPU danArsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);f. mengelola barang inventaris KPUberdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan;g. menyampaikan laporan periodikmengenai tahapan penyelenggaraanPemilu kepada Presiden dan DewanPerwakilan Rakyat dengan tembusankepada Bawaslu;h. membuat berita acara pada setiap rapatpleno KPU yang ditandatangani oleh ketuadan anggota KPU;i. menyampaikan laporan penyelenggaraanPemilu kepada Presiden dan DewanPerwakilan Rakyat dengan tembusankepada Bawaslu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah pengucapansumpah/janji pejabat;j. menyediakan data hasil Pemilu secaranasional;k. melaksanakan keputusan DKPP; danl. melaksanakan kewajiban lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Anggota

(1) Jumlah anggota:a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang;danc. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5
(1) Jumlah anggota:a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang;
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UU Nomor 22 Tahun 2007 UU Nomor 15 Tahun 2011(lima) orang.(2) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota terdiri atas seorangketua merangkap anggota dan anggota.(3) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota dipilih dari dan olehanggota.(4) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, danKPU Kabupaten/Kota mempunyai haksuara yang sama.(5) Komposisi keanggotaan KPU, KPUProvinsi, dan KPU Kabupaten/Kotamemperhatikan keterwakilanperempuansekurang-kurangnya 30% (tiga puluhperseratus).(6) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, danKPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahunterhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

danc. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima)orang.(2) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota terdiri atas seorang ketuamerangkap anggota dan anggota.(3) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.(4) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota mempunyai hak suara yangsama.(5) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi,dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikanketerwakilan perempuan sekurang-kurangnya30% (tiga puluh persen).(6) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, danKPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitungsejak pengucapan sumpah/janji.(7) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (6), calonanggota KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota yang baru harus sudahdiajukan dengan memperhatikan ketentuandalam Undang-Undang ini.
Susunan Kesekretariatan

(1) Sekretariat Jenderal KPU terdiri ataspaling banyak7 (tujuh) biro; biro terdiriatas paling banyak4 (empat) bagian dansetiap bagian terdiri atas paling banyak 3(tiga) subbagian.(2) Sekretariat KPU Provinsi terdiri ataspaling banyak 3 (tiga) bagian dan setiapbagian terdiri atas 2 (dua) subbagian.
(3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota paling

(tidak ditentukan susunannya, hanya ketentuanlain tentang kesekretariatan sbb:)Untuk mendukung kelancaran tugas danwewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat JenderalKPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariatKPU Kabupaten/Kota.
Pasal 56(1) Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPUProvinsi, dan sekretariat KPU
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UU Nomor 22 Tahun 2007 UU Nomor 15 Tahun 2011banyakterdiri atas 4 (empat) subbagian.
(4) Jumlah pegawai sekretariat KPUKabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjutdengan keputusan KPU denganmempertimbangkan beban kerja, proporsijumlah penduduk, kondisi geografis, danluas wilayah.

Pasal 61Eselonisasi jabatan struktural SekretarisJenderal KPU,Wakil Sekretaris Jenderal KPU,sekretaris KPU Provinsi,dan sekretaris KPUKabupaten/Kota sebagai berikut:a. Sekretaris Jenderal KPU adalahjabatan strukturaleselon Ia.b. Wakil Sekretaris Jenderal KPU adalahjabatanstruktural eselon Ib.c. Sekretaris KPU Provinsi adalahjabatan strukturaleselon IIa.d. Sekretaris KPU Kabupaten/Kotaadalah jabatanstruktural eselon IIIa.
Pasal 62Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU,sekretariat KPUProvinsi, dan sekretariat KPUKabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatanfungsional tertentu yang jumlah dan jenisnyasesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.(2) Pegawai KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota berada dalam satu kesatuanmanajemen kepegawaian.

Pasal 60Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerjaSekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPUProvinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kotadiatur lebih lanjut dengan Peraturan Presidenberdasarkan usulan KPU.
Pasal 61Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU,sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPUKabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatanfungsional tertentu yang jumlah dan jenisnyasesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari tabel di atas, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal tugas danwewenang, serta kewajiban KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Yang terlihatmenonjol adalah hilangnya tugas memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanyapelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, danKPPSLN dalam penyelenggaraan pemilu, dan bertambahnya kewajiban KPU dalammenyediakan data hasil Pemilu secara nasional.Selanjutnya terkait dengan kesekretariatan, terdapat perubahan yangsignifikan pada ketentuan tentang susunan organisasi kesekretariatan, dimana padaUU yang baru, tidak ada pengaturan yang detail dan pembatasan besaran organisasi
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sekretariat KPU. Selain itu, telah diatur juga pada UU No. 15 tahun 2011 bahwasekretariat KPU di pusat dan daerah mempunyai hubungan hierarkis dan satumanajemen kepegawaian. Dua pengaturan tersebut menjadi faktor kunci dalampenataan Sekretariat Jenderal KPU, dimana telah diamanatkan UU tersebut terkaitdengan pembentukan sekretariat KPU baik yang berkedudukan di pusat, provinsi,kabupaten dan kota berdasar usulan dari KPU sendiri.Terkait dengan tugas dan fungsi sekretariat, dalam UU No. 15 tahun 2011diatur bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan SekretariatKPU Kabupaten/Kota dibentuk untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenangKPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian, tugas, fungsi, dansusunan organisasi Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dansekretariat KPU Kabupaten/Kota akan mencerminkan tugas dan wewenang sertakewajiban KPU.
a) Permasalahan(1) Perlu dipahami bahwa Manajemen Pemilu memiliki karakteristik fungsiyang hanya sedikit atau bahkan tidak memiliki perbandingan langsungdengan bidang-bidang administrasi publik yang lain, dikarenakan olehskalabilitas, ruang lingkup dan jadwal waktu yang ketat dari tahapkegiatan-kegiatannya. Manajemen Pemilu pada prinsipnya juga berkaitandengan pemilihan sistem yang cocok dengan suatu kondisi tertentu.(2) Terdapat berbagai model yang dapat diikuti dalam mengelola prosesPemilu, pilihan akhirnya akan sangat bergantung kepada latar belakanghistoris dan kultural suatu negara, kondisi keuangan maupun politikserta kualitas sumber daya manusianya. Penyelenggara Pemilu harusmenyadari bahwa fungsi mereka pada intinya merupakan suatu tugasmanajemen yang diarahkan kepada spesialisasi.(3) Disamping itu perlu juga dipahami bersama, mengenai adanya beberapafaktor yang turut mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemilu,seperti belum adanya pelembagaan sistem Pemilu (sistem Pemilu yangcenderung berubah setiap lima tahun), persiapan Pemilu yang senantiasaberkejar-kejaran dengan keberadaan payung hukum peraturanperundangan (seperti dalam kasus kegiatan verifikasi persyaratanPeserta Pemilu yang harus segara dimulai namun Undang-undang yangdiperlukan untuk itu belum terbit), serta koordinasi dan kerjasama yangbelum mulus diantara para pemangku kepentingan Pemilu terkait.
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(4) Oleh karenanya, dari sisi penyelenggara Pemilu, paling tidak terdapat 7(tujuh) fungsi lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU yang perludiperhatikan. Pertama, fungsi Personalia. Walaupun KPU hanyamempekerjakan sejumlah kecil orang secara permanen, namun pada saatpenyelenggaraan Pemilu ia akan melibatkan jutaan orang. Dikarenakanpersonil yang bersifat permanen maupun yang temporer sama-samaharus menunjukkan kinerja yang profesional, maka administrasikepegawaian dan pelatihan yang berkualitas akan menjadi penting.Kedua, fungsi Keuangan. Anggaran untuk Pemilu harus disusun, dibahas,dinegosiasikan, disetujui dan dimonitor. Banyak dana akan digunakanuntuk personil dan logistik, yang kesemuanya perludipertanggungjawabkan secara baik. Ketiga, fungsi Hukum. KPU selainmemiliki peran dalam menafsirkan dan menyusun peraturan pelaksanaUndang-undang Pemilu, ia juga diharapkan mampu memberikan saranrekomendasi penyempurnaan Undang-undang Pemilu. Keempat, fungsi
Investigasi. Temuan dan laporan mengenai masalah teknis danadministratif yang berkaitan dengan tahapan Pemilu oleh penyelenggaraPemilu maupun pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilu, akanmembutuhkan kemampuan investigasi. Kelima, fungsi Logistik dan

Operasi.  Persiapan dan pengerahan personil dan logistik danpemeliharaan jaringan komunikasi merupakan bagian yang esensialdalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Keenam, fungsi Pengolahan Data.Pemrosesan data dalam jumlah yang besar akan sangat dibutuhkan baiksecara langsung maupun tidak langsung, secara permanen maupuntemporer untuk mengolah daftar pemilih dan hasil Pemilu. Dan terakhir,adalah fungsi Informasi dan Publikasi. Penyebarluasan informasi Pemiludan pendidikan pemilih merupakan bagian penting dari tugas KPU. Halini menjadi lebih penting lagi pada saat terjadinya perubahan sistemPemilu dan menurunnya angka tingkat partisipasi dalam Pemilu.(5) Implementasi fungsi-fungsi utama penyelenggara Pemilu tersebut diataske dalam struktur jabatan di lingkungan KPU berwujud pada pemisahanjabatan Anggota KPU sebagai jabatan politik karena dipilih oleh DPR danjabatan Sekretariat Jenderal KPU sebagai jabatan karir PNS. Intinya,anggota KPU memiliki domain bidang tugas pada level perumuskebijakan sedang Sekretariat Jenderal KPU sebagai pelaksana kebijakan.
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(6) Namun sayangnya prinsip pemisahan jabatan dimaksud, tidak dipayungilebih lanjut oleh ketentuan peraturan perundangan yangmengamanatkan bahwa status anggota KPU sebagai pajabat politikmerupakan pejabat negara. Padahal jika ditelusuri lebih lanjut, KPUadalah satu dari sedikit lembaga negara yang keberadaannya diaturdalam Undang-undang Dasar 1945 dan kolektivitas keberadaan anggotaKPU sebagaimana juga pada DPR, KPK, dll., merupakan lembaga atasandari Sekretariat Jenderal KPU yang dipimpin oleh Pejabat karir Eseson Ia.(7) Kerancuan status sedemikian bagi anggota KPU, bahwa anggota KPUadalah pejabat politik, namun bukan sebagai pejabat negara. Ternyatadalam prakteknya sangat mempengaruhi tingkat keberhasilanpelaksanaan tugas di lapangan. Hal ini terutama terlihat pada aspekkewibawaan lembaga dalam menghadapi dan menjaga independensi daripara pemangku kepentingan terkait seperti, Partai Politik, DPR danPemerintah. Disamping itu, pada aspek keutuhan tugas dan kewenanganlembaga, terlihat juga bahwa KPU hanya menjadi pengguna akhir daridata pemilih yang disiapkan oleh pihak Pemerintah (Kemendagri danDinas Dukcapil), KPU tidak boleh memutakhirkan data pemilih sendiri,serta kewenangan pembinaan Partai Politik yang berada di Kemendagri.(8) Selanjutnya pada birokrasi Sekretariat Jenderal KPU, ternyata juga masihmenyisakan sejumlah masalah yang utamanya terletak pada belumdiakomodirnya pemisahan Fungsi Lini (yang berkaitan secara langsungdengan pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi/core business) danFungsi Staf (yang membantu pelaksanaan fungsi lini dengan memberikansaran pertimbangan) serta rendahnya Eselonisasi jabatan strukural dilingkungan Sekretariat KPU yang mengurangi kesempatan PNS untukberkarir di KPU. Dampaknya banyak PNS yang diperbantukan di KPUkembali ke instansi induk padahal sudah mendapatkan pembekalan,pendidikan dan pelatihan yang memadai dari KPU.(9) Pada saat ini jumlah satuan kerja (Satker) yang menjadi tanggung jawabpembinaan Sekretariat Jenderal KPU sebanyak 531 Satuan KerjaSekretariat KPU di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,oleh karena itu dengan semakin bertambahnya Sekretariat Jenderal KPUdi seluruh Indonesia maka sangat dirasakan pula penambahan bebankerjanya terutama dalam hal pembinaan serta rentang kendalipengawasan secara menyeluruh.
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(10) Selain itu saat ini tugas KPU juga tidak hanya melaksanakanPemilihan Umum Anggota DPR,DPD, dan DPRD, Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden, tetapi bertambah dengan melaksanakanPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengandemikian beban kerja Kesekretariatan KPU juga meningkat.
b) Tujuan Perubahan StrukturRancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi, Tugas, Fungsi,Wewenang Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi PemilihanUmum Kabupaten/Kota bertujuan :(1) Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pasal 60 mengenaipembuatan Peraturan Presiden tentang Organisasi, Tugas, Fungsi,Wewenang Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota;(2) Memperbaiki kelemahan sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaanSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KomisiPemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 56 bahwa:(a) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan SekretariatKPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis.(b) Pegawai KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berada dalamsatu kesatuan managemen kepegawaian.
c) Pokok – pokok Usulan dan PerubahanSetelah melakukan kajian dan pembahasan yang mendalam terhadap kondisitersebut serta mempertimbangkan berbagai pendapat dan aspirasi dari berbagaipihak maka dalam rangka Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi,Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi PemilihanUmum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota diusulkan penataan jabatan politik danjabatan karir di lingkungan KPU sebagai berikut :
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(1) Mengembangkan atau merestrukturisasi lembaga Sekretariat JenderalKPU, yang sebelumnya hanya terdiri dari Sekretaris Jenderal (Eselon Ia),Wakil Sekretaris Jenderal (Eselon Ib), Kepala Biro/Inspektur (Eselon IIa),Wakil Kepala Biro (Eselon II.b), Kepala Bagian (Eselon III.a) dan KepalaSub Bagian (Eselon IV.a), menjadi terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Jenderal(Eselon Ia) yang didampingi oleh 3 (tiga) Deputi yaitu BidangAdministrasi, Bidang Hukum dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, danBidang Operasional Pemilu (Eselon Ib) serta Inspektur Utama (Eselon Ib).Dalam struktur baru ini tidak diperlukan lagi jabatan Wakil SekretarisJenderal KPU dan Wakil Kepala Biro. Struktur dibawah SekretarisJenderal untuk jabatan eselon II, III dan IV adalah Kepala Biro/Direktur/Inspektur Wilayah/Kepala Pusat, Kepala Bagian/Kepala SubDirektorat/Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/KepalaSub Bidang.(2) Mengembangkan atau merestrukturisasi lembaga Sekretariat KPUProvinsi, yang sebelumnya hanya terdiri dari 1 (satu) Sekretaris KPUProvinsi (Eselon II.a), 3 (tiga) Kepala Bagian (Eselon III.a) dan 6 (enam)Kepala Sub Bagian (Eselon IV.a), menjadi terdiri dari 1 (satu) SekretarisKPU Provinsi (Eselon II.a), 4 (empat) Kepala Bagian (Eselon III.a) dan 10(sepuluh) Kepala Sub Bagian (Eselon IV.a).(3) Untuk eselonisasi jabatan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota tidak adausulan yaitu tetap terdiri dari 1 (satu) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota(Eselon IIIa) dan 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Eselon IVa).
Dengan berlakunya Undang-undang No 22 Tahun 2007 Lembaga Sekretariat JenderalKPU di pimpin hanya oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU dan 1 orang WakilSekretariat Jenderal KPU, dibantu oleh 7 Biro dan 1 Inspektorat dan untuk masing-masing Biro dibantu oleh 1 wakil Kepala Biro serta 28 Kepala Bagian dan 85 Kepala SubBagian.Kebutuhan penataan organisasi Sekretariat Jenderal KPU muncul seiring dengan lahirnyaUndang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umumyang menggantikan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.Dengan demikian, di usulkan struktur Setjen KPU yang baru dalam rangka menyeleraskandengan tugas dan wewenang yang baru sebagai berikut :
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Berdasarkan keterangan diatas, beberapa capaian yang telah dihasilkan adalah :
1) Penyusunan Naskah akademis perubahan struktur Setjen KPU yang baru- 2013Output : naskah akademis perubahan struktur setjen KPU yang baruManfaat : sebagai bahan pertimbangan kepada Kementerian PAN dan RBuntuk merubah struktur Setjen KPU
2) Usulan perubahan Struktur Baru Kepada Kementerian PAN dan RB - 2013Output : dokumen usulan perubahan struktur baru Setjen KPUManfaat : Bahan pertimbangan perubahan Struktur baru setjen KPU
3) Penyusunan kalender Diklat Setjen KPU - 2013Output : kalender Diklat tahunanManfaat : sebagai acuan bagi pengembangan diklat setjen KPU

b. Rencana

1) Kegiatan yang sedang dilakukana) Penyampaian usulan SOTK yang baru kepada KemenPAN dan RBOutput : Dokumen SOTKParameter : Sampainya dokumen STOK kepada KemenPAN dan RBPelaksanaan : 2013 – sekarang
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b) Evaluasi kinerja organisasiManfaat : Dokumen Evaluasi kinerja OrganisasiParameter : Tersedianya dokumen evaluasi kinerja organisasiPelaksanaan : 2013 – sekarangc) Evaluasi efektivitas organisasiManfaat : Dokumen Evaluasi efektivitas organiasasiParameter : Tersedianya dokumen evektivitas organisasiPelaksanaan : 2013 – Sekarang
2) Kegiatan yang akan dilakukanPenyusunan rencana penataan dan penguatan organisasi dilakukan setelah analisislingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :a) Review terhadap respon KemenPAN RB terhadap usulan struktur organisasibarub) Evaluasi kinerja organisasic) Evaluasi efektifitas organisasid) Evaluasi penyelenggaraan diklate) Penyusunan pedoman diklat berbasis kompetensi

c. Kriteria KeberhasilanUntuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsiSekretariat Jenderal KPU, dan menghindarkan duplikasi tugas dan fungsi sehingga dapatmendorong percepatan reformasi birokrasi.Kriteria keberhasilan Program Penataan DanPenguatan Organisasi ditandai dengan :1) Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Sekretariat JenderalKPU2) Meningkatnya kapasitas Sekretariat Jenderal KPU dalam melaksanakan tugaspokok dan fungsi.Kriteria program Penataan dan Penguatan Organisasi diharapkan dapat mewujudkansasaran reformasi birokrasi nasional (outcomes) berupa tercapainya sasaran targetpeningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pada tahun 2014.
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d. Agenda PrioritasAgenda prioritas pada program penataan dan penguatan organisasi adalahrestrukturisasi SOTK Setjen KPU dan peningkatan kapasitas organisasi dalammelaksanakan tugas dan fungsi.
1) Pertimbangan dalam menentukan prioritasSeperti dikemukakan sebelumnya bahwa restrukturisasi menjadi prioritas untukdilaksanakan karena sangat mendesak untuk dilaksanakan. Dan untuk meningkatkankapasitas organisasi, diagendakan untuk melaksanakan revitalisasi peran dan fungsiSekretariat Jenderal KPU pada tahap pertama, yang akan disusul dengan revitalisasiStruktur Organisasi. Revitalisasi dilakukan, karena sebagai ujung tombakpengawasan Supporting Sistem penyelenggaraan pemilu harus segera memperbesarkapasitas dan kapabilitasnya. Sedangkan revitalisasi fungsi kepegawaian,kehumasan, diklat, PPID dan ULP, dilakukan karena sudah terdapat unit organisasiyang menangani beberapa fungsi tersebutTerkait dengan hal tersebut, agenda prioritas yang juga akan dilakukan adalahmelakukan revitalisasi disertai dengan pembinaan secara terarah, terstruktur danterus menerus untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja organisasi.
2) Keterkaitan antar program prioritasSaat ini, Sekretariat Jendeal KPU sedang mengajukan perubahan struktur organisasiuntuk mengakomodir tuntutan Undang – undang yang baru. Oleh karena itulah, yangmenjadi prioritas adalah pengajuan sruktur yang baru untuk dibahas dan disetujuioleh Kementerian PAN dan RB. Dan baru kemudian dilaksanakan tindak lanjutsetelah mendapatkan kepastian apakah struktur yang baru disetujui atau tidak.
3) Langkah – langkah impementasiLangkah implementasi setiap kegiatan dalam program penataan dan penguatanorganisasi akan berturut – turut di sajikan dalam tabel waktu pelaksanaan dantahapan kerja.

e. Waktu pelaksanaan dan tahapan kerjaSesuai dengan prioritas dan tahapan pelaksanaan maka penataan penguatanorganisasi diharapkan dapat diselesaikan sampai dengan  tahun 2014, dengan tahapankerja, output kegiatan, capaian keberhasilan dan waktu pelaksanaan kegiatan adalahsebagai berikut :
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Tabel 24Waktu dan tahapan pelaksanaan program penataan dan penguatan organisasi
N
o.

Kegiatan Output

Parameter
Capaian

Keberhasilan

2013 2014

Tw
4

Tw
1

Tw
2

Tw
3

Tw
4

1 Penyampaian usulan SOTK
baru kepada
Kemen PAN dan RB

Dokumen STOK Sampainya
dokumen STOK
kepada
KemenPAN dan
RB

2 Telaah atas respon Kemen
PAN dan RB
terhadap usulan SOTK baru

Hasil review
Kemen Pan dan
RB

Tersedianya
dokumen hasil
review dari
Kemen PAN dan
RB

3 Evaluasi kinerja organisasi Dokumen Evaluasi
kinerja Organisasi

Tersedianya
dokumen evaluasi
kinerja organisasi

4 Evaluasi efektivitas
organisasi

Dokumen Evaluasi
efektivitas
organiasasi

Tersedianya
dokumen
evektivitas
organisasi

5 Evaluasi Penyelenggaraan
Diklat

Dokumen laporan
evaluasi diklat

Tersedianya
dokumen laporan
evaluasi diklat

6 Pedoman Pelaksanaan
Diklat Berbasis Kompetensi

Pedoman
pelaksanaan diklat
berbasis
kompetensi

Tersedianya
pedoman
pelaksanaan diklat
berbasis
kompetensi

f. Penanggung jawab program dan kegiatanPenanggung jawab untuk program penataan dan penguatan organisasi adalahPokja Penataan dan penguatan organisasi.
g. Rencana AnggaranUntuk seluruh kegiatan program penataan dan penguatan organisasi dibutuhkananggaran sejumlah Rp. 5.500.000.000 (lima setengah milyar rupiah) sampai dengantahun 2014.
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4. PROGRAM PENATAAN TATALAKSANA

a. PencapaianKomisi Pemilihan Umum sebagai  lembaga penyelenggara pemilu mempunyaikedudukan dan peran yang  sangat strategis dalam mewujudkan pemilu yangberkualitas. Sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi, maka telahdilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja KPU, antara lain melaluiPenataan Tatalaksana (business proses).Penataan Tatalaksana dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi danefektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur padamasing-masing unit kerja di lingkungan KPU.
1) Kegiatan yang sudah dilakukan, waktu pencapaian , output dan manfaat

programAdapun upaya  yang telah dilakukan KPU  dalam Penataan Tatalaksana adalahsebagai berikut :
a) Penyusunan SOP Penyelenggaraan Tugas dan FungsiDalam rangka mewujudkan program reformasi birokrasi bidang penataantatalaksana, Setjen KPU pada tahun 2011-2013  menyusun SOP pelaksanaantugas dan fungsi pada 7 (tujuh) Biro dan 1(satu) Inspektorat , melaluiserangkaian kegiatan yang dilakukan  secara bertahap, yaitu :(1) Pembentukan  Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) –2012. Tim bertugas membimbing dan mengkoordinasikan unit kerjaterkait dalam menyusun SOP.Output : SK TimManfaat : Dasar pelaksanaan tugas/kegiatan(2) Sosialisasi tentang perlunya SOP sebagai dasar pelaksanaantugas/kegiatan – 2012Output : Bahan SosialisasiManfaat : Peningkatan pemahaman pentingnya SOP(3) Bimbingan teknis pada Tim Penyusunan SOP – 2012Output : Bahan Bimbingan TeknisManfaat : Peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalampenyusunan SOP
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(4) Workshop penyusunan SOP pada Tahun 2012.Output : Dokumen konsep SOPManfaat : Tersedianya acuan/ dasar pelaksanaan tugas/fungsimasing-masing unit kerja
Namun demikian , SOP yang telah disusun tersebut sampai dengan saat ini belumditetapkan dengan peraturan yang mengikat sehingga belum dapat dilaksanakansecara optimal.
b) Pengembangan E-Government(1) Pemanfaatan aplikasi di bidang keuangan : ( 2013)(a) Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran (SAKPA)(b) Aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM), Surat PermohonanPembayaran (SPP)(c)Aplikasi Gaji Pokok  Pegawai (GPP)

Output :  DokumenManfaat : Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi bidangkeuangan.(2) Pemanfaatan aplikasi di bidang umum : (2013)(a) Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN)
Output : DokumenManfaat :  Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi bidang umum.(3) Membangun aplikasi di bidang umum : (2013)(a) Sistem Informasi Aplikasi Persuratan (SIAP)(b) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)

Output : AplikasiManfaat : Tersedianya aplikasi untuk memperlancar pelaksanan tupoksi(4) Pemanfaatan aplikasi di bidang SDM  : (2013)(a) Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian (SIADKA)(b) Sistem Informasi Manajemen Penyelenggara Pemilu (SIM-2P)
Output : dokumenManfaat : Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi bidang SDM.
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(5) Pemanfaatan aplikasi di bidang perencanaan : (2013)(a) Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
Output : dokumenManfaat : Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi bidangperencanaan.(6) Pemanfaatan aplikasi / instrumen untuk mendukung tahapan pemilu :(2013)(a) Sistem Informasi Pendaftaran Partai Politik (SIPOL)(b) Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH)(c) Sistem Informasi Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota dan DPD (SILON)(d) Instrumen Pemetaan Data Pemilih(e) Sistim Informasi Logistik (Silog)
Output: DokumenManfaat : Memperlancar proses penyelenggaraan tahapan pemilu2014.

b. Rencana

1) Kegiatan yang sedang dilakukana) Penyusunan SOP di lingkungan Setjen KPUOutput : Dokumen SOPParameter : Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan tugas dan fungsiPelaksanaan : 2013 – sekarang
2) Kegiatan yang akan dilaksanakanDalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, KPU berencana melakukan pembaharuandan perubahan mendasar di bidang ketatalaksanaan dengan menyusun StandarOperasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan kegiatan terutama dalam halmendukung pelaksanaan Pemilu. Rencana penataan ketatalaksanaan dicapai melaluikegiatan penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi dan pengembangan e-

Government yang sedang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a) SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi(1) Inventaris dan review SOP penyelenggaraan  tugas dan fungsi dilingkungan Setjen KPU
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(2) Penetapan SOP penyelenggaraan  tugas dan fungsi di lingkungan SetjenKPU(3) Sosialisasi Penerapan  SOP(4) Publikasi SOP setjen KPU(5) Bekerjasama dengan BSN untuk Penyusunan rancangan SMMpenyelenggara Pemilu sesuai ISO  9001-2008.(6) Inventarisasi dan Review Penerapan E-Gov di lingkungan KPU(7) mengkoordinasi pengembangan e –gov  dilingkungan KPU(8) Monev  E- Government di lingkungan KPU
b) Pengembangan e-Goverment(1) Review dan analisis   Penerapan E-Gov di lingkungan KPU(2) Koordinasi pengembangan e –gov  dengan bagian yang sudah/belummenerapkan e-gov(3) Pengembangan/ perbaikan E- Government di lingkungan KPU

c. Kriteria KeberhasilanKriteria keberhasilan Program Penataan Tatalaksana adalah :1) Meningkatnya penggunaan TI dalam proses penyelenggaraan manajemenpemerintahan2) Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan diSekretariat Jenderal KPUKriteria Program Penataan Tatalaksana diharapkan dapat mewujudkan sasaranreformasi birokrasi nasional (outcomes) berupa tercapainya sasaran target  peningkatanpemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada tahun 2014.
d. Agenda PrioritasAgenda prioritas pada program penataan tatalaksana adalah penyusunan sertapenerapan SOP pelaksanaan tugas dan fungsi serta penerapan e-gov.

1) Pertimbangan dalam menentukan prioritasDalam area penataan tatalaksana, dimana diperlukan penyusunan SOP tugas danfungsi secara komprehensif dan juga dalam rangka peningkatan/perbaikan proseskerja yang didukung dengan penggunaan TI dalam proses kerja tersebut, agendaprioritas yang ditetapkan adalah : penerapan secara konsisten SOP SekretariatJenderal KPU yang mendukung secara penuh pelaksaan Pemilu, yang didalamnyaterdapat dua aspek pokok yaitu konsistensi pelayanan dan continuous improvement.
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Sedangkan agenda prioritas kedua adalah pengembangan dan penerapan IT pada
business process Sekretariat Jenderal KPU, termasuk pengembangan e-archive dan e-

document.
2) Keterkaitan antar program prioritasa) Penggunaan SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan Setjen KPU sebagaipendukung fungsi KPU dalam melaksanakan Pemilu, dapat berpengaruhlangsung terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai, visi, misi, danstrategi organisasi.b) Pengembangan E-government untuk mendukung kelancaran pelaksanaantugas dan fungsi masing-masing unit kerja dalam rangka meningkatkankinerja KPU.
3) Langkah – langkah implementasiLangkah implementasi setiap kegiatan dalam Program Penataan Tatalaksana akanberturut – turut di sajikan dalam tabel waktu pelaksanaan dan tahapan kerja.

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan KerjaSesuai dengan agenda prioritas, program penataaan tata laksana dilaksanakan secaraberkelanjutan, dengan tahapan kerja, output kegiatan, capaian keberhasilan dan waktupelaksanaan sebagai berikut :
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Tabel 25Waktu dan tahapan kerja program penataan tatalaksana
No. Kegiatan Output Parameter Capaian

Keberhasilan

Tahun 2014
Tw

1
Tw

2
Tw

3
Tw

4
1. Inventarisasi dan Review

SOP di lingkungan
Setjen KPU.

Dokumen review analisis
SOP di lingkungan KPU

Tersedianya dokumen
review analisis SOP di
lingkungan KPU

2. Penetapan SOP
penyelenggaraan  tugas
dan fungsi di lingkungan
Setjen KPU

Dokumen SOP
(Keputusan KPU tentang
penetapan SOP di
lingkungan  KPU)

Keputusan KPU tentang
penetapan SOP di
lingkungan  KPU

3. Sosialisasi Penerapan
SOP.

Laporan kegiatan
Sosialisasi Penerapan
SOP

Tersedianya dokumen
laporan Sosialisasi
Penerapan SOP

4. Publikasi SOP setjen KPU Terlaksananya publikasi
SOP  Setjen KPU

SOP di lingkungan setjen
KPU yang dapat diakses
oleh semua pihak yang
membutuhkan

5. Bekerjasama dengan BSN
untuk Penyusunan
rancangan SMM
penyelenggara Pemilu
sesuai ISO 9001-2008.

Tersedianya standar
sistem manajemen mutu
penyelenggara pemilu
sesuai ISO  9001-2008.

Penyelenggaraan pemilu
dilaksanakan sesuai
standar ISO 9001-2008.

6. Inventarisasi dan Review
Penerapan E-Gov di
lingkungan KPU

Dokumen inventarisasi
dan Review penerapan
E-Gov di lingkungan
KPU

Tersedianya dokumen
dan analisis penerapan E-
Gov di lingkungan KPU

7. mengkoordinasi
pengembangan e –gov
dilingkungan KPU

Rekomendasi penerapan
IT sesuai dengan analisis
kebutuhan e-gov

Kordinasi antar bagian
dalam pererapan e-gov

8. Monev E- Government di
lingkungan KPU

Laporan monev
pelaksanaan E-
Government di
lingkungan KPU

Tersedianya dokumen
laporan monev E-
Government di
lingkungan KPU

f. Penanggung Jawab Program dan KegiatanKegiatan dalam Program Penataan Tatalaksana dilakukan oleh seluruh unit kerjadikoordinasikan oleh Pokja Tatalaksana.
g. Rencana AnggaranUntuk melaksanakan seluruh kegiatan dalam Program Penataan Tatalaksana diperlukananggaran sebesar Rp. 700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah).
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Tabel 26Rencana anggaran program penataan tatalaksana
No. Kegiatan

Tahun 2014

Triwulan

1

Triwulan

2

Triwulan

3

Triwulan

4

1.
Review SOP di lingkungan
Setjen KPU. 100.000

2.
Penetapan SOP penyelenggaraan  tugas dan fungsi di lingkungan
Setjen KPU 100.000

4.
Sosialisasi Penerapan  SOP

200.000

5.
Publikasi SOP setjen KPU

6.
Bekerjasama dengan BSN untuk Penyusunan rancangan SMM
penyelenggara Pemilu sesuai ISO  9001-2008. 50.000

7.
Inventarisasi dan Review Penerapan E-Gov di
lingkungan KPU 100.000

8.
mengkoordinasi pengembangan e –gov  di lingkungan KPU

50.000

9.
Monev  E- Government di lingkungan KPU

100.000*dalam ribuan rupiah



Sekretariat Jenderal KPU: Jln. Imam Bonjol No.29, Jakarta Pusat halaman 97

5. PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

a. Pencapaian

1) Kegiatan yang sudah dilakukanPenataan sistem manajemen aparatur merupakan satau hal paling krusial yang harusdilakukan hampir semua institusi publik di Indonesia. Centang perenangpermasalahan terkait dengan SDM Aparatur sedemikan rumit, yang menyebabkanperlunya penanganan komprehensif pada seluruh lini manajemen SDM.Di Sekretariat Jenderal KPU, penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur telahdilakukan sejak awal berdirinya. Rekrutmen telah dilakukan dengan standarisasiyang jelas, dengan berdasar pada Pedoman Rekrutmen Pegawai. Namun saat itu,penghitungan beban kerja belum dilakukan secara komprehensif.Mulai tahun 2012, analisis beban kerja telah mulai dilakukan, dan dari tahun ketahun, analisis ini mengalami perbaikan dari sisi kualitas analisis. Berdasarkananalisis tersebut, komposisi SDM yang ada sekarang, masih belum proporsional.Disparitas SDM terjadi baik pada sisi kualitas maupun kuantitas.Dari sisi kuantitas, masalah yang timbul karena saat ini sudah terjadi piramida tuakuantitas pegawai. Dengan demikian suksesi SDM harus segera dipercepat,disamping beban kerja yang harus dikelola dengan sangat baik supaya tidak terjadi
chaos . Secara umum, kebijakan nasional moratorium pegawai, sangatmembahayakan bagi kesinambungan penyelenggaraan pemilu. Pada masanya, akanterjadi kekosongan pegawai dan atau jabatan yang harus disikapi dengan hati-hati.Dari sisi kualitas, disparitas kompetensi terjadi antara pusat daerah dan antarawilayah Barat dan Timur Indonesia. Meskipun SDM Setjen KPU dikenal karenamempunyai kompetensi yang baik, namun tetap terjadi kesenjangan antarakompetensi yang saat ini dimiliki dengan kompetensi yang seharusnya untukmengantisipasi perkembangan lingkungan strategis terutama terkaitpenyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah.Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, penataan manajemen SDM AparaturSetjen KPU dilakukan secara berkesinambungan. Namun upaya-upaya perbaikantersebut perlu segera diakselerasi, mulai dari penyusunan rencana melalui analisisjabatan dan analisis beban kerja, rekrutmen, pengelolaan kinerja, pengembanganpegawai serta peningkatan kesejahteraan pegawai didukung dengan sistemadministrasi pegawai yang ditingkatkan keandalannya dengan elektronisasi.Beberapa hal yang telah dilakukan adalah peningkatan kualitas penyusunan rencanakebutuhan pegawai melalui analisis jabatan, penyusunan informasi jabatan,
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peringkat jabatan, harga jabatan, penyusunan analisis beban kerja, peningkatantransparansi rekruitmen yang kemudian lebih ditingkatkan lagi denganmenggunakan sistem elektronik (e-recruitment) di tahun 2013. Hal lain yangdilakukan adalah mulai dibangunnya sistem reward dan punishment, denganpenerapan PP 53 tahun 2010 adalah dilakukannya sosialisasi ke seluruh komponenSetjen KPU baik di pusat maupun daerah. Kedepannya, sistem reward andpunishment akan dirubah dengan menggunakan pendekatan Sasaran KinerjaPerseorangan (SKP) sesuai dengan PP 46 tahun 2012. Sosialisasi tersebut telahdiikuti dengan tindakan sanksi disiplin, meskipun masih harus diintensifkan lagi.Terkait dengan pengembangan pegawai, pada tahun 2013 sudah dilakukanassessment kompetensi pegawai secara bertahap. Assessment akan dilanjutkan ditahun 2014, sehingga akan didapatkan peta kompetensi.Beberapa pencapaian yang telah dilakukan dalam program penataan SDM Aparaturadalah sebagai berikut :
a) Analisis Jabatan(1) Telah melaksanakan sosialisasi tata cara pengisian formulir uraianjabatanPelaksanaan : Tahun 2012Output : Tatacara pengisian Formulir UrjabManfaat : Pemahaman pengisian formulir Urjab(2) Telah melaksanakan pengisian formulir Urjab Jabatan Stuktural, JabatanFungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum  berdasarkan SOTKexisting.Pelaksanaan : Tahun 2012Output : Urjab Jabatan Struktural, Urjab Jabatan FungsionalTertentu, dan Urjab Jabatan Fungsional Umum.Manfaat : Bahan penataan dan pengembangan manajemensumber daya manusia
b) Evaluasi Jabatan(1) Telah membentuk tim evaluasi jabatan yang bertugas untuk menyusunperingkat dan kelas jabatan.Pelaksanaan : Tahun 2012Output : SK Tim Evaluasi JabatanManfaat : Legalitas Tim Evaluasi Jabatan
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(2) Melakukan pengumpulan data, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikanjabatanOutput : Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu, danFungsional UmumManfaat : Bahan penyusunan informasi faktor jabatan(3) Menyusun Peta JabatanOutput : Peta JabatanManfaat : Bahan penataan dan pengembangan manajemensumber daya manusia(4) Menyusun Informasi Faktor Jabatan berdasarkan urjabPelaksanaan : September-Oktober 2011Output : Dokumen Informasi faktor jabatanManfaat : Menentukan nilai dan kelas jabatan(5) Menyusun penilaian jabatan melalui metode sistem evaluasi faktor atauFactor Evaluation Sistem (FES).- 2011Pelaksanaan :Output : Dokumen job value (nilai jabatan) dan Job class(kelas jabatan) Jabatan Struktural, Fungsional Umum,dan Fungsional KhususManfaat : Menentukan tunjangan kinerja seluruh pegawaiyang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaandan tanggung jawab jabatan.(6) Melakukan validasi job grading dengan Kemenpan & RB dan BKN padatanggal 15 Agustus 2012.
c) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan - 2012Melakukan pengumpulan data Jabatan Struktutal, JFT, dan JFUOutput : Data Jabatan Struktural, JFT, dan JFUManfaat : Bahan penyusunan syarat jabatan
d) Assesmen Individu Berdasarkan Kompetensi – 2012(1) Melakukan tes talenta MappingOutput : Data Jabatan Struktural, JFT, dan JFUManfaat : Bahan penyusunan syarat jabatan(2) Telah melakukan pengumpulan data melalui talent mappingOutput : Data Potensi Pejabat Struktural dan FungsionalTertentuManfaat : Bahan penyusunan syarat jabatan
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e) Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai(1) Melakukan rekrutmen pegawai dimana pengumuman secara online danpendaftaran lamaran dilakukan melalui PO. Box.Pelaksanaan : tahun 2013Output : pengumuman secara onlineManfaat : Efektif dan efisien waktu, dana, dan SDM untukpendaftaran lamaran(2) Melakukan Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang(TKB). Untuk menjaga transparansi dan kualitas penerimaan pegawai,soal TKD ini dibuat . TKD di koreksi oleh panselnas. Ujian TKBbekerjasama dengan pihak ke-3 (tiga) untuk menjaga transparansi dankualitas penerimaan pegawai.Pelaksanaan : 3 November 2013Output : Hasil TKD + TKBManfaat : Transparansi dan kualitas penerimaan pegawai yangobjektif/terjamin(3) Melakukan pengumuman hasil tahapan ujian pengadaan pegawai melaluiwebsite (TKD dan TKB untuk jalur umum).Pelaksanaan : Tahun 2013Output : Pengumuman hasil seleksi CPNS sebanyak 49formasiManfaat : Terpenuhinya 50 % kebutuhan pegawai
f) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis

Kompetensi(1) Melakukan diklat berdasarkan tawaran instansi/lembaga danpemenuhan kebutuhan dari unit  kerja.Pelaksanaan : Tahun 2013Output : Pegawai yang bersertifikat diklatManfaat : Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensipegawai
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(2) Melakukan pengembangan diklat sesuai dengan syarat jabatan fungsionaldan struktural.Pelaksanaan : Akhir November 2013Output : Pegawai tersertifikasi diklatpim dan pegawaiyang tersertifikasi diklat fungsionalManfaat : Terpenuhi syarat jabatan struktural melalui DiklatPIM dan syarat jabatan fungsional melalui sertifikasidiklat fungsional(3) Melakukan pengembangan diklat pada tingkat terampil  (pengembangankemampuan mandiri).Pelaksanaan : Pebruari – Oktober 2013 (7 diklat)Output : Pegawai yang bersertifikat diklat terampil(pengembangan kemampuan mandiri) sebanyak 301OrangManfaat : Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensipegawai.(4) Telah melaksanakan diklat untuk memenuhi ketentuan peraturan danmelaksanakan monev pasca diklat.Output : Pegawai yang bersertifikat diklat yang disyaratkanperaturan yang berlaku.Manfaat : Terpenuhinya SDM yang kompeten dibidangnya yangsesuai dengan persyaratan yang berlaku.
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g) Pembangunan/Pengembangan Data Base Pegawai(1) Tersedianya sistem informasi admnistrasi kepegawaian yang berbasisweb untuk memberikan  data penyebaran pegawai di masing–masingunit kerja berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat, jabatan, dan daftarriwayat hidup/riwayat pekerjaan.Pelaksanaan : April 2012Output : Statistik pegawaiManfaat : Memudahkan pimpinan dalam mendapatkaninformasi kepegawaian sebagai bahan pengambilankeputusan(2) Melakukan peremajaan database pegawai.Pelaksanaan : Setiap bulan sejak bulan April 2012Output :  Database PegawaiManfaat : Akurasi dan validitas data pegawai.(3) Tersedianya fitur–fitur sistem informasi kepegawaian untukmempercepat proses kenaikan pangkat, gaji berkala dan inventarisir dataprediksi pensiun.Output : Tampilan sistem informasi kepegawaianManfaat : Mempercepat proses kenaikan pangkat, KGB, danpenghargaan SLKS
h) Penerapan  Penilaian Prestasi Kerja PegawaiMelakukan penyusunan pedoman penilaian prestasi kerja pegawaiOutput : Naskah akademik pedoman penilaian prestasi kerja pegawaiManfaat : Bahan penyusunan pedoman penilaian prestasi kerja pegawai.
i) Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

(BAPERJAKAT)Pembentukan Baperjakat melakukan bahan pertimbangan arahan danmasukan kepada pejabat pembina kepegawaan dalam mengambil keputusanuntuk pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dilingkungan Setjen KPU.Output : berita acara rapat Baperjakat yang dituangkan dalamrancangan sturktur organisasiManfaat : memberikan masukan kepada Pembina kepegawaian dalammengambil keputusanPelaksanaan : januari – desember 2013
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j) Penataan mutasi dan Alih Status PNS di lingkungan Setjen KPU.Melaksanakan perpindahan dan pergantian dalam jabatan dalam rangkapenyegaran/refresh SDM di lingkungan Setjen KPUOutput : Alih status kepegawaianManfaat : memberikan penyegaran dan pengalaman baru bagi PNS
b. Rencana

1) Kegiatan yang sedang dilakukanSumber daya manusia merupakan modal yang sangat penting dalam suatuorganisasi, selain karena mempunyai rate of return tertinggi, juga karena merupakanmesin penggerak organisasi. Kaitannya dengan peran SDM dalam suatu organisasimaka perlu dirancang sedemikian rupa sehingga sehingga SDM Setjen KPUmerupakan SDM yang professional, loyal, disiplin, kredibel dan inovatif. Dengandemikian perlu adanya peningkatan kompetensi, profesionalitas dan kapabilitashuman capital Setjen KPU sebagai pilar utama organisasi terus ditingkatkan melaluipendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan berkesinambungan. Bersamaandengan itu diciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan atraktif untuk melakukaninovasi dalam tugas-tugas pengawasan, maupun tugas dalam layanan publik.
a) Rekrutmen CPNS 2013Output : SDM PNS yang sesuai dengan kebutuhan InstansiParameter : Terpilihnya SDM sesuai dengan kebutuhan InstansiPelaksanaan : 2013 – sekarang
b) Pemutahiran SIADKAOutput : Database kepegawaianParameter : Tersedianya Database KepegawaianPelaksanaan : 2013 – sekarang
c) Pelaksanaan Diklat Berbasiskan KompetensiOutput : SDM yang mengalami peningkatan KompetensiParameter : Peningkatan Kompetensi Pegawai Peserta DiklatPelaksanaan : 2013 – sekarang
d) Pengembangan administrasi kepegawaianOutput : PNS yang akan naik pangkatParameter : Terseleksinya PNS yang akan naik pangkat tepatPelaksanaan : 2013 – sekarang
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2) Kegiatan yang akan dilakukanRencana Penataan sistem manajeman SDM Aparatur dicapai melalui program dankegiatan Reformasi Birokrasi Setjen KPU yang sedang dan akan dilaksanakan yangmerupakan upaya melakukan perubahan dan pembaharuan mendasar terhadapsistem manajeman SDM Aparatur melalui 8 (delapan) kegiatan perubahan dengantahapan-tahapan sebagai berikut :
a) Analisis Jabatan(1) Menyempurnakan Urjab dan Peta Jabatan sesuai struktur organisasi baru( jika disetujui oleh KemenPAN RB).(2) Menetapkan nama Jabatan Fungsional tertentu ( penyelenggara pemilu )(3) Pendokumentasian hasil uraian jabatan dan peta jabatan dalam  bentuk

hardcopy dan softcopy(4) Melakukan monitoring dan evaluasi Analis Jabatan(5) Melakukan sosialisasi Anjab
b) Evaluasi Jabatan(1) Mengusulkan hasil evaluasi ke Tim RB nasional pada tahun 2014(2) Menyempurnakan hasil validasi(3) Menetapkan hasil evaluasi jabatan dalam PKPU(4) Monitoring dan evaluasi penerapan hasil evaluasi jabatan kedalamjenjang kinerja
c) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan(1) Pembentukan Tim(2) Mengumpulkan data kompetensi jabatan(3) Melakukan pelatihan metode penyusunan standar kompetensi jabatan(4) Melakukan evaluasi hasil Anjab pada bulan April 2012.(5) Melakukan penyusunan draft Standar Kompetensi Jabatan(6) Melakukan validasi draft Standar Kompetensi Jabatan(7) Melakukan penyusunan dokumen Standar Kompetensi Jabatan(8) Melakukan penetapan Standar Kompetensi Jabatan dalam  PKPU(9) Melakukan sosialisasi dan implementasi standar kompetensi jabatan(10) Melakukan monev Standar Kompetensi Jabatan(11) Pendokumentasian hasil monev
d) Assesmen Individu Berdasarkan Kompetensi(1) Pembentukan Tim assesmen individu berdasarkan kompetensi(2) Melakukan pengumpulan data profil individu(3) Melakukan evaluasi hasil pengumpulan data profil individu



Sekretariat Jenderal KPU: Jln. Imam Bonjol No.29, Jakarta Pusat halaman 105

(4) Melakukan talent mapping bagi pegawai yang belum mengikuti(5) Melakukan analisis kompetensi individu yang telah mengikuti talent

mapping(6) Menyusun peta profil individu dan menetapkan ke dalam PKPU(7) Melakukan assesmen kesesuaian kompetensi individu pegawai denganstandar kompetensi jabatan dan membuat daftar pegawai yang sesuaidengan jabatannya(8) Melakukan penerapan hasil assesmen kesesuaian antara standarkompetensi jabatan yang sesuai dan tidak sesuai jabatan(9) Melakukan Monev penerapan hasil assessment antara yang standarkompetensi yang sesuai dan tidak sesuai(10) Pembuatan laporan monev penerapan hasil assessment antara yangstandar kompetensi yang sesuai dan tidak sesuai.
e) Penataan Rekrutmen Pegawai(1) Melakukan inventarisasi dan identifikasi berbagai permasalahan sistemrekrutmen pegawai untuk pengumpulan data(2) Menyiapkan sarana dan prasarana pendaftaran online(3) Menyiapkan database untuk penerimaan berkas pelamar yang di uploadsecara online(4) Melakukan penyusunan dokumen sistem rekrutmen pegawai(5) Melakukan penetapan sistem rekrutmen pegawai dalam PKPU(6) Menerapkan sistem rekrutmen pegawai dalam pelaksanaan seleksipenerimaan pegawai yang terbuka, akuntable, dan berbasis kompetensi(7) Melakukan monev penerapan sistem rekrutmen berbasis kompetensi(8) Menyusun laporan monev penerapan sistem rekrutmen berbasiskompetensi.
f) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis

Kompetensi(1) Pembentukan Tim pengembangan sistem pendidikan dan pelatihanpegawai berbasis kompetensi(2) Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan diklat pegawai berbasiskompetensi(3) Menyusun rencana pengembangan sistem diklat berbasis kompetensi(4) Menyusun kebutuhan program diklat berbasis kompetensi
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(5) Mengintegrasikan kebutuhan program diklat dengan sistem diklatberbasis kompetensi(6) Melakukan penetapan pengembangan sistem diklat berbasis kompetensike dalam PKPU(7) Melakukan pelaksanaan pengembangan sistem diklat berbasiskompetensi(8) Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan sistem diklatberbasis kompetensi(9) Menyusun laporan monev pengembangan sistem diklat berbasiskompetensi
g) Pembangunan/Pengembangan Data Base Pegawai(1) Pembentukan Tim pengembangan database pegawai(2) Melakukan penyusunan pengembangan database kepegawaian(3) Melakukan penyempurnaan tabel dan field database kepegawaian(4) Melakukan pemasukan dan peremajaan data kepegawaian(5) Mengembangkan fitur-fitur statistik pada sistem/grafikal pada sisteminformasi kepegawaian(6) Mengembangkan fitur-fitur proses kepegawaian pada sistem informasikepegawaian(7) Melakukan peremajaan perangkat keras(8) Melakukan ujicoba sistem informasi kepegawaian(9) Melakukan monev pengembangan simpeg(10) Menyusun laporan monev pengembangan simpeg
h) Penerapan Penilaian prestasi kerja pegawai(1) Pembentukan Tim sistem penilaian kinerja individu(2) Melakukan penyempurnaan dan penetapan penilaian prestasi kerjapegawai(3) Melakukan sosialisasi penilaian kinerja individu(4) Menyusun kontrak kerja pegawai(5) Menyusun sasaran kerja pegawai (SKP)(6) Melakukan penetapan PKPU tentang penilaian kinerja (PK)(7) Melakukan penerapan penilaian kinerja (PK)(8) Melakukan evaluasi sistem penilaian kinerja individu.
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(9) Membuat laporan hasil penilaian kinerja individu pada bulan Juni 2013dan Juni 2014.
c. Kriteria KeberhasilanPada program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Setjen KPU, kriteriakeberhasilan adalah :

1) Analisis JabatanOutput : Tersedianya uraian jabatan dan peta jabatan.
Outcome : Meningkatnya Pemahaman atas Uraian jabatan yang meliputi tugas,tanggung   jawab, dan prestasi kerja.

2) Evaluasi JabatanOutput : Tersedianya Peringkat jabatan.
Outcome : Terlaksananya tunjangan kinerja.

3) Penyusunan Standar Kompetensi JabatanOutput : Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan.
Outcome : Semua pegawai telah ditempatkan sesuai dengan standar kompetensijabatan yang telah ditetapkan melalui PKPU.

4) Assesmen Individu Berdasarkan KompetensiOutput : Tersedia peta profile kompetensi individu sesuai dengan standarkompetensi jabatan.
Outcome : Menempatkan pegawai pada posisi yang sesuai dengankompetensinya.

5) Penatan Sistem Rekrutmen PegawaiOutput : Tidak ada keluhan masyarakat terhadap proses rekruitmen pegawai.
Outcome : Diperolehnya pegawai baru dengan tingkat kompetensi sesuaidengan kualifikasi pendidikan dan jabatan yang telah ditentukan

6) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis KompetensiOutput : Tercapainya kesesuaian pelatihan yang diselenggarakan denganpeningkatan kompetensi yang diperlukan pegawai.
Outcome :  Meningkatkan kinerja unit kerja.

7) Pembangunan/Pengembangan Data Base PegawaiOutput : Terciptanya satu database PNS yang akurat dan terkini.
Outcome : Meningkatkan pelayanan informasi manajemen kepegawaian.

8) Penerapan Sistem Penilaian Kinerja IndividuOutput : Tersedianya indikator kinerja individu yang terukur.
Outcome : Penilaian kinerja yang terukur.
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Kriteria program Penantaan Sistem Manajemen SDM Aparatur diharapkan dapatmewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional (outcomes) berupa tercapainyasasaran target  meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pada tahun2014.
d. Agenda PrioritasAgenda prioritas pada program penataan sistem manajemen SDM aparatur adalahpenyusunan standar kompetensi jabatan, pengembangan pendidikan dan pelatihanberbasis kompetensi, pengembangan database kepegawaian dan penerapan sistempenilaian kinerja individu.

1) Pertimbangan dalam menentukan PrioritasTantangan yang signifikan dalam mencapai target sasaran strategis Setjen KPU padaperiode 2013-2014 dan tahun-tahun berikutnya adalah menyiapkan SDM aparatursecara terpadu dan berkelanjutan. Pengolaan SDM secara bertanggungjawab telahdilakukan sejak rekruitmen sampai dengan pensiun. Karena itu, diperlukan dokumenyang memberikan arah kebijakan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan SDMsehingga  pelaksanaan Rekruitmen dilakukan sesuai dengan kebutuhan prioritasfokus program/ kegiatan Setjen KPU seperti disebut diatas dengan melakukankegiatan analisis jabatan serta analisis beban kerja.Untuk mendukung target sasaran strategis Setjen KPU dalam program PenataanSistem Manajemen SDM Aparatur sebagaimana diatas, analisis jabatan menjadiagenda prioritas dengan pertimbangan bahwa berdasarkan analisis jabatan dananalisis beban kerja (Jabatan Struktural, JFT, dan JFU) dapat dihasilkan kriteriasyaratjabatan yang tertuang dalam uraian jabatan dan kompetensi minimal yangdisyaratkan dalam suatu jabatan, serta Peta Jabatan yang dapat memberikangambaran utuh tentang SDM Setjen KPU dan juga diperoleh peta kompetensiindividu.Diharapkan pada tahun 2013-2014, dicapai cetak biru pembangunan SDM aparaturdi Setjen KPU, kode etik SDM, model assessmen center sehingga pengembangan SDMaparatur dapat diarahkan berbasis kompetensi dan pengembangan sistem karirpegawai dapat memberikan kepastian arah untuk pembinaan SDM Aparatur yangterintegrasi dalam sistem informasi kepegawaian yang dilakukan pengembangannyasecara berkelanjutan.
2) Keterkaitan antar program prioritasKeterkaitan antar kegiatan program Manajemen SDM Aparatur dapat dilihat darisusunan kegiatan yang telah direncanakan.
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3) Langkah – langkah impementasiLangkah implementasi setiap kegiatan dalam program penataan Manajemen SDMAparatur akan berturut – turut di sajikan dalam tabel waktu pelaksanaan dantahapan kerja.
e. Waktu dan tahapan kerjaWaktu pelaksanaan dan tahapan kerja program/kegiatan, output kegiatan, dan capaiankeberhasilan penataan sistem manajemen SDM aparatur di Setjen KPU sampai dengantahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 27Waktu dan tahapan kerja program penataan manajemen SDM aparatur
No. Kegiatan Output

Parameter Capaian
Keberhasilan

2013 2014
Tw
4

Tw
1

Tw
2

Tw
3

Tw
4

1. Analisis Jabatan Tersedianya uraian
jabatan dan peta jabatan.

Meningkatnya Pemahaman
atas Uraian jabatan yang
meliputi tugas, tanggung
jawab, dan prestasi kerja.

2. Evaluasi Jabatan Tersedianya Peringkat
jabatan

Terlaksananya tunjangan
kinerja.

3. Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan

Tersedianya dokumen
standar kompetensi
jabatan.

Semua pegawai telah
ditempatkan sesuai dengan
standar kompetensi jabatan
yang telah ditetapkan
melalui PKPU.

4. Assesmen Individu
Berdasarkan
Kompetensi

Tersedia peta profile
kompetensi individu
sesuai dengan standar
kompetensi jabatan.

Menempatkan pegawai pada
posisi yang sesuai dengan
kompetensinya.

5. Penataan Rekruitmen
Pegawai

Tidak ada keluhan
masyarakat terhadap
proses rekruitmen
pegawai.

Diperolehnya pegawai baru
dengan tingkat kompetensi
sesuai syarat jabatan.

6. Pengembangan
Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berbasis Kompetensi

Tercapainya kesesuaian
pelatihan yang
diselenggarakan dengan
peningkatan kompetensi
yang diperlukan pegawai.

Meningkatkan kinerja unit
kerja.

7. Pembangunan/Penge
mbangan Database
Pegawai

Terciptanya satu database
PNS yang akurat dan
terkini.

Meningkatkan pelayanan
informasi manajemen
kepegawaian.

8. Penerapan Sistem
Penilaian Kinerja
Individu ( SKP)

Tersedianya indikator
kinerja individu yang
terukur.

Penilaian kinerja yang
terukur.

f. Penanggungjawab Program dan KegiatanPenanggungjawab seluruh program penataan manajemen SDM aparatur Setjen KPUadalah Pokja Penataan Sistem Manajemen. Dalam melaksanakan kegiatannya, pokjamelibatkan seluruh unit kerja terkait
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g. Rencana AnggaranKebutuhan anggaran untuk melaksanakan seluruh kegiatan dalam program penataanmanajemen SDM aparatur, termasuk untuk tunjangan kinerja sampai tahun 2014 adalahRp. 7.326.345.000,- sampai dengan tahun 2014.
Tabel 28

Rencana anggaran program manajemen SDM aparatur

No. Kegiatan Anggaran
Tahun 20141 Analisis Jabatan

Rp 576.050.000,-2 Evaluasi Jabatan
3 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Rp 500.000.000,-
4 Assesmen Individu Berdasarkan Kompetensi Rp 400.000.000,-
5 Penataan Sistem Rekruitmen Pegawai Rp 1.972.533.000,-
6 Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan PegawaiBerbasis Kompetensi Rp 2.320.927.000,-
7 Pembangunan/Pengembangan Database Pegawai Rp 1.056.835.000,-8 Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu Rp 500.000.000,-

Total Rp 7.326.345.000,-
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6. PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN

a. PencapaianInspektorat sebagai unit kerja dengan fungsi Pengawasan Internal merupakan bagianyang tidak terpisah dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk pembenahan birokrasisecara komprehensif menuju terwujudnya good governance dalam penyelenggaraanpemerintahan. Pencapaian reformasi birokrasi tidak akan terwujud jika tatapemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktek-praktek Korupsi, Kolusi danNepotisme (KKN).Oleh karena itu perlu pengawasan intern yang dapat memberikanperingatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan/kecuranganbaik yang disebabkan kelemahan sistem maupun tindak pelanggaranindividu/kelompok, meningkatkan efektifitas pengelolaan resiko serta memelihara danmeningkatkan kualitas dan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.Peran pengawasan intern sangat penting guna mendorong keberhasilan tugas danfungsi organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara PemilihanUmum (Pemilu). Pemilu yang berkualitas akan mewujudkan kedaulatan rakyat dalampemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan meningkatnya kualitaspenyelenggaraan Pemilihan Umum yang professional serta mempunyai integritas,kapabilitas dan akuntabilitas maka dapat menjamin hak politik masyarakat.Seiring dengan berjalannya Reformasi Birokrasi, Program dan Kegiatan PenguatanPengawasan pada Sekretariat Jenderal KPU diharapkan dapat memberikan perubahandan implikasi terhadap pengelolaan keuangan Negara yang lebih akuntabel dantransparan.Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Pengendalian Intern (SPI)melekat sepanjang kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampaidengan dengan pertanggungjawaban, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia(SDM) serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.Untuk itu dalam penerapannya Sistem Pengendalan Intern harus memperhatikan rasakeadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat daritugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem pengendalian intern didilingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Jenderal KPU Provinsi dan SekretariatKPU Kabupaten/Kota dilakukan kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan
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Intern Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU. Inspektorat pada Sekretariat Jenderal KPUbertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU.Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP terdiri dari audit, reviu, evaluasi,pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa konsultansi, pengelolaan hasilpengawasan dan pemaparan hasil pengawasan. Peran Aparat Pengawasan InternalPemerintah (APIP) sebagai konsultan dan katalisator bertujuan untuk membantu pihakmanajemen birokrasi pemerintah dalam mempercepat proses pencapaian tujuanorganisasi.Komitmen Pimpinan KPU untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yangmencerminkan transparansi dan akuntabilitas keuangan terlihat dari opini BPK atasLaporan Keuangan, yang saat ini menunjukkan bahwa pengelolaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum sepenuhnya diselenggarakanberdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai. Tanggungjawab BadanPemeriksa Keuangan (BPK) terletak pada pernyataan opini atas Laporan Keuanganberdasarkan penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasisignifikan yang dibuat oleh KPU, penilaian atas kepatuhan terhadap peraturanperundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yangberdampak material terhadap laporan keuangan serta penilaian terhadap penyajianlaporan keuangan secara keseluruhan.Sejak tahun 2005 – 2009, KPU mendapatkan opini BPK “Disclaimer”, dan mulai tahun2010 sampai dengan tahun 2012 KPU mengalami kemajuan untuk opini atas LaporanKeuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu “Qualified atau Wajar Dengan

Pengecualian (WDP)”. Untuk itu, diharapkan agar kualitas Laporan Keuangan KPU terusmeningkat agar dapat memperoleh opini “Unqualified atau Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP)” pada Tahun 2014.Terhadap temuan dan rekomendasi pada LHP BPK, maka Inspektorat KPU segeramelakukan pemutakhiran data/pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan danpemeriksaan BPK guna mendorong penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan (THP) BPK.Meskipun diakui bahwa penatausahaan dan pemantauan BPK dinilai belum dikeloladengan baik, hal ini disebabkan bahwa KPU belum memiliki petunjuk pelaksanaanmaupun petunjuk teknis pemutakhiran data/pemantauan data tindak lanjut.Dalam upaya melakukan pembenahan dan perbaikan SPI di lingkungan SekretariatJenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota,maka padatahun 2012 KPU telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di LingkunganSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
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Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan SPIselanjutnya dilaksanakan berdasarkan pedoman atau petunjuk pelaksanaan yangditetapkan oleh Pimpinan KPU dan akan membentuk Satuan Tugas (Satgas)Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja.
Program Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi terdiri dari 2 (dua) kegiatanutama yaitu :1. Kegiatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkunganSekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPUKabupaten/Kota;2. Kegiatan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai

quality assurance dan consulting.
1) Kegiatan yang sudah dilakukanDalam rangka menjaga konsistensi kinerja reformasi birokrasi maka pengawasaninternal sangat diperlukan untuk mendukung sasaran reformasi birokrasi.Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk mengawasi adanyakemungkinan penyimpangan dan penyelewangan atas tujuan reformasi birokrasiyang akan dicapai. Pada umumnya pengawasan dilaksanakan denganmembandingkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan kriteria yang  ditetapkan.Namun demikian,   membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengankriteria yang ditetapkan belum cukup dijadikan dasar bahwa reformasi birokrasidilaksanakan dengan hasil yang baik secara berkesinambungan, pengawasan internalperlu memberikan peringatan dini dan saran best practice ada tahap perencanaan.Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal,Inspektorat KPU, sebagai fungsi pengawasan telah menetapkan sasaran strategisyang pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapaiIndikator Kinerja Utama (IKU) KPU. IKU KPU dituangkan dalam Rencana Strategis(Renstra) KPU untuk periode 2010 – 2014 dengan berpedoman pada  RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014.Pada tahun 2013, penetapan capaian kinerja Inspektorat telah ditetapkandengan indikator kinerja serta target yang ingin dicapai. Adapun sasaran strategisInspektorat yaitu :a) Meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap pengelolaan anggaran, asset,kepegawaian dan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU
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b) Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pengawasan.Jika sampai akhir tahun 2013, hasil yang dicapai masih jauh dari target yangdiharapkan, maka awal tahun 2014 akan dilakukan evaluasi terhadap kinerjaInspektorat, untuk menentukan langkah-langkah strategis dan teknis pencapaiansasaran dalam tahun 2014.Agar tercapainya target-target yang ditetapkan tercapai, Inspektorat telahmelaksanakan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut :a) Melakukan Pemeriksaan dalam bidang kepegawaian, perlengkapan, dankeuanganb) Melakukan Pemantauan dan Tindak lanjut atas Temuan BPK, BPKP danInspektoratc) Melakukan Reviu atas Laporan Keuangan KPUd) Mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan Auditor Ahli dan AuditorTerampil yang diselenggarakan oleh BPKPe) Memberikan saran atau usulan atas permasalahan yang terjadi baik di tingkatPusat maupun daerahMelalui Program dan Kegiatan Penguatan Pengawasan pada ReformasiBirokrasi, maka diharapkan aktifitas pengawasan dapat mencapai kondisi antara lainsebagai berikut :
b. Rencana

1) Kegiatan yang sedang dilakukanKegiatan Penguatan Pengawasan yang saat ini sedang dilakukan sebagai berikut :
a) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan SPIPOutput : Buku Petunjuk Pelaksanaan SPIPParameter : Tesedianya Buku Petunjuk Pelaksanaan SPIPPelaksanaan : 2013 – sekarang
b) Menyusun Agenda Sosialisasi SPIPOutput : Jadwal Sosialisasi SPIP, baik Pusat maupun DaerahParameter : Tersedianya jadwal kegiatan Sosialisasi SPIPPelaksanaan : 2013 – sekarang

2) Kegiatan yang akan dilakukanSecara rinci penerapan 2 (dua) kegiatan, sebagai berikut :
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a) Kegiatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di

lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dengan tahapan sebagai berikut:(1) Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIPpada KPUPelaksanaan : Tahun 2013 dan 2014Output : Dokumen Petunjuk Pelaksanaan PenyelenggaraanSPIP di lingkungan KPUManfaat : Sebagai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIPdi lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota(2) Sub Kegiatan Bimtek SPIPPelaksanaan : 2014Output : Laporan BIMTEK SPIP di lingkungan KPUManfaat : Memberikan pemahaman dan pengetahuan SPIP bagisatgas SPIP.
(3) Sub Kegiatan Sosialisasi SPIPPelaksanaan : Tahun 2014Output : Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan SPIP dilingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPUKabupaten/KotaManfaat : Pejabat dan karyawan memahami SPIP serta dapatdiimplementasikan di lingkungan lingkungan KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota(4) Sub Kegiatan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIPSekretariat Jenderal KPUPelaksanaan : Tahun 2014Output : Satuan Tugas SPIP pada unit kerja Eselon I danEselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, unitkerja Eselon II Sekretariat KPU Provinsi dan Eselon IIIdi lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/KotaManfaat : Sebagai penanggungjawab atas efektifitaspenyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing
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(5) Sub Kegiatan Penyusunan Pedoman Pemeriksaan dan Audit DenganTujuan Tertentu untuk Pemilu di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU,Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/KotaPelaksanaan : Tahun 2014Output : Dokumen Pedoman Pemeriksaan dan Audit DenganTujuan Tertentu ADTT) untuk Pemilu Bagi Aparat Pengawasan InternKPUManfaat :(a) Sebagai petunjuk pelaksanaan pemeriksaan baik pemeriksaan kinerjamaupun pemeriksaan investigative(b) Sebagai petunjuk pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu  (ADTT)untuk Pemilu baik Tahapan maupun pelaksanaan Pemilu dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi danSekretariat KPU Kabupaten/Kota(6) Sub Kegiatan Pemeriksaan Bidang Keuangan, Perlengkapan danKepegawaian pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/KotaPelaksanaan : Tahun 2013 dan 2014Output : Laporan Hasil Pemeriksaan InspektoratManfaat : Memberikan pengawasan terhadap SPI di lingkunganKPU,KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota(7) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan TertentuPelaksanaan : Tahun 2013 dan 2014Output : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi GedungKantor KPU di KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, Memberikan solusi atausaran atas kasus/permasalahan audit dengan tujuan tertentu(8) Sub Kegiatan Penyusunan Pedoman Reviu RKAKLPelaksanaan : Tahun 2014Output : Pedoman Reviu RKAKL pada Komisi PemilihanUmumManfaat : Sebagai petunjuk pelaksanaan Reviu RKA K/L bagiAparat Pengawas Intern Inspektorat
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(9) Sub Kegiatan Reviu RKAK/LPelaksanaan : Tahun 2014Output : Catatan Hasil Reviu RKAKL KPUManfaat : Melakukan penelaahan ulang terhadap RKAKL baikKPU Pusat maupun satker, apakah telah sesuai dengan ketentuan, standardan norma yang telah ditetapkan sebelum disahkan oleh Kemenkeu(10) Sub Kegiatan Penyusunan Pedoman Reviu LK KPUPelaksanaan : Tahun 2014Output : Pedoman Reviu Laporan Keuangan KPUManfaat : Sebagai petunjuk pelaksanaan Reviu LK KPU diLingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota(11) Sub Kegiatan Reviu atas LK KPU, Eselon I dan 8 (delapan) wilayahKPU ProvinsiPelaksanaan : tahun 2014Output : Kertas Kerja Reviu (KKR), Catatan Hasil Reviu (CHR)dan Ikhtisar Hasil Reviu (IHR)  atas LK KPU, Eselon I dan 8 (delapan)wilayah KPU ProvinsiManfaat : Memberikan keyakinan terbatas atas LaporanKeuangan KPU, sesuai dengan SAI danSAP(12) Sub Kegiatan Evaluasi Atas Pelayanan Publik (Berdasarkan UU No.25Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik)Pelaksanaan : Tahun 2014Output : Laporan Hasil Evaluasi Pengawasan InternalPelayanan Publik pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/KotaManfaat : Memberikan penilaian kinerja penyelenggaraanpelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan(13) Sub Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK,BPKP dan Inspektorat di lingkungan  Sekretariat Jenderal KPU,Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/KotaPelaksanaan : Tahun 2014Output : Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut terhadaprekomendasi atas temuan BPK, BPKP dan Inspektorat KPUManfaat : Progress terhadap rekomendasi dapatditindaklanjuti dan selesai.
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(14) Sub Kegiatan Penyusunan Pedoman Evaluasi SAKIPPelaksanaan : Tahun 2014Output : Laporan Pedoman Evaluas SAKIPManfaat : Sebagai petunjuk pelaksanaan evaluasi SAKIPlingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota(15) Sub Kegiatan Evaluasi LAKIP di lingkungan Sekretariat KPU Provinsidan Sekretariat KPU Kabupaten/KotaPelaksanaan : Tahun 2014Output : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabiltas KinerjaInstansi Pemerintah di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPUKabupaten/KotaManfaat : Menilai akuntabilitas kinerja di lingkunganSekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangkamendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil
b) Kegiatan Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) sebagai quality assurance dan consulting, dengan tahapan

sebagai berikut :(1) Sub Kegiatan Pedoman SOP tentang quality assurance dan consulting dilingkungan Sekretariat Jenderal KPUPelaksanaan : Tahun 2014Output : Draft SOP tentang quality assurance dan consulting dilingkungan Sekretariat Jenderal KPUManfaat : Kejelasan tempat, waktu dan mekanisme konsultasiserta media penyampaian hasil konsultasi(2) Sub Kegiatan Penyusunan Audit CharterPelaksanaan : Tahun 2014Output : Dokumen Internal Audit Charter Inspektorat KPUManfaat :(a) Menegakkan integritas dan Etika Auditor(b) Menjaga independesi Auditor(c) Kewenangan dan kewajiban Auditor(d) Pengembangan pengetahuan, keahlian dan profesionalismeAuditor
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(3) Sub Kegiatan Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata KelolaInspektoratPelaksanaan : Tahun 2014Output : PKPU terhadap Struktur dan Organisasi Tata KelolaInspektorat KPUManfaat :(a) Mengoptimalisasikan peran dan fungsi pengawasan untukmemberikan nilai tambah(b) Dengan berkembangnya Inspektorat menjad Inspektorat Utamasesuai dengan peraturan organisasi, capaian kinerja hasilpengawasan Inspektorat akan lebih optimal(4) Sub Kegiatan Pembuatan Saluran Komunikasi untuk saran dan keluhandi lingkungan Sekretariat Jenderal KPUPelaksanaan : Tahun 2014Output :(a) Web dan Email KPU untuk saran dan layanan pengaduan masyarakat(b) Kotak saluran Komunikasi untuk saran dan keluhanManfaat :(a) Memberikan transparansi untuk mencegah terjadinya praktekkorupsi di lingkungan Setjen KPU(b) Meningkatkan kualitas layanan KPU sebagai penyelenggara Pemilu(5) Sub Kegiatan Desain Elektronik Audit (E-Audit) di lingkungan SekretariatJenderal KPUPelaksanaan : Tahun 2014Output :(a) MoU antara BPK dengan KPU-RI(b) Peraturan Bersama antara KPK dengan KPU tentang Petunjuk TeknisPengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses DataKPU dalam rangka Pemeriksaan dan Pengelolaan TanggungjawabKeuangan Negara(c) Sistem Aplikasi E-AuditManfaat :(a) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalampertanggungjawaban keuangan negara(b) Membentuk Pusat Data Pengelolaan Keuangan Negara(c) Menyediakan data pelaporan keuangan untuk memudahkan evaluas
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c. Kriteria KeberhasilanSecara umum yang menjadi kriteria keberhasilan program dan kegiatan PenguatanPengawasan dalam rangka Reformasi  Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU,Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut :1) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkunganSekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPUKabupaten/Kota;2) Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan SekretariatJenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;3) Diperolehnya opini dari BPK terhadap LK KPU Tahun 2013;4) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di lingkungan SekretariatJenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;Sedangkan secara rinci yang menjadi kriteria keberhasilan pada Program dan KegiatanPenguatan Pengawasan dalam rangka Reformasi Birokrasi di instansi, sebagai berikut :1) Pada penerapan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPUProvinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah jumlah dan jenis temuanberkurang, dan temuan yang ada ditindaklanjuti;2) Pada Peningkatan Peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting adalahLaporan Keuangan mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dariBPK di tahun yang akan datang dan mencegah terjadinya penyimpangan secaradini.Kriteria program Penguatan pengawasan diharapkan dapat mewujudkan sasaranreformasi birokrasi nasional (outcomes) berupa tercapainya sasaran target  peningkatanpemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitaskinerja birokrasi pada tahun 2014.
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d. Agenda Prioritas

1) Pertimbangan dalam menentukan prioritasDalam rangka penguatan pengawasan, telah disusun beberapa agenda/kegiatanprioritas yang akan dilaksanakan meliputi:a) Membangun dan mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah(SPIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Sekretariat KPUProvinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, diikuti dengan dibentuknyaSatgas SPIP yang bertugas memantau dan memastikan bahwa SPIP telahditerapkan secara efektif dan memadai;b) Melaksanakan reviu dan evaluasi secara berkala dan berkesinambunganterhadap pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan penyajian hasilpelaksanaan anggaran dalam laporan keuangan;c) Melaksanakan inventarisasi pejabat di lingkungan Setjen KPU yang wajibmenyusun dan melaporkan LHKPN dalam rangka mengintesifkan programanti korupsi;d) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuanganNegara;e) Meningkatkan kompetensi Aparat Pengawasan Intern agar mampumelaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien.
2) Keterkaitan antar program prioritasPenerapan SPIP harus melalui mekanisme sosialisasi yang optimal, sehingga dapatditerapkan secepat mungkin, penerapan SPIP harus dibarengi dengan penguatanperan APIP.
3) Langkah-langkah implementasiLangkah-langkah implementasi setiap kegiatan dalam Program dan KegiatanPenguatan Pengawasan akan disajikan dalam table waktu pelaksanaan dan tahapankerja.

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

1) Pengembangan SPIPSekretariat Jenderal KPU telah melakukan pembangunan dan pengembangan SistemPengendalian Intern. Hal ini dapat dilihat bahwa pada Tahun 2012, KPU telahmengeluarkan PKPU No.17 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal KomisiPemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
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Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Lingkungan yang kondusif serta perilakuyang positif merupakan cermin dari penerapan Sistem Pengendalian Intern.Pada Tahun 2013, dimulai dengan berkoordinasi dengan BPKP, disusunlah PetunjukTeknis Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU, namun sampai berakhirnya tahun2013, petunjuk teknis tersebut belum dapat disahkan oleh Pimpinan KPU, sehinggaimplementasi terhadap Penyelenggaraan SPIP belum dapat dilaksanakan denganoptimal.Untuk tahun 2014,kegiatan yang akan dilaksanakan terkait SPIP diantaranyasosialisasi SPIP baik di Pusat maupun di daerah, menetapkan Petunjuk PelaksanaanPenyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal, Sekretariat KPU Provinsidan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, melakukan monitoring SPIP ke beberapasampling satker, dan membentuk Satuan Tugas SPIP di masing-masing unit kerjaEselon I dan Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Eselon II di lingkunganSekretariat  KPU Provinsi dan Eselon III di lingkungan Sekretariat KPUKabupaten/Kota.Satgas SPIP diberikan pendidikan dan pelatihan SPIP sehinggadiharapkan Satgas SPIP memiliki wawasan dan pemahaman yang memadai untukmelaksanakan tugas dan fungsinya.Untuk pelaksanaannya, mapping akan dilakukan untuk mengetahui kondisi sertaresiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan operasional kegiatan unit kerja. Padaperiode berikutnya akan dilaksanakan evaluasi terhadap implementasi SPIP secaraberkala sekurang-kurangnya sekali setahun.
2) Kegiatan PengawasanKegiatan Pengawasan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun berupa auditoperasional, bimbingan teknis pengawasan, monitoring dan pemantauan tindaklanjut hasil audit, desk audit atas realisasi anggaran dan kegiatan, reviu laporankeuangan serta evaluasi Lakip di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi danSekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan audit untuk tujuan tertentu/investigasidilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti adanya kasus khusus atau hasil telaahatas pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program dan kegiatan SekretariatJenderal KPU.Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat akan dipantau dandievaluasi setiap selesai pelaksanaan penugasan pengawasan. Status darirekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dilaporkan kepada pimpinan setiap 6bulan sekali.
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Adapun rencana program dan kegiatan, output dan parameter capaian keberhasilanprogram penguatan pengawasan di Tahun Anggaran 2013 dan di Tahun Anggaran2014, sebagai berikut : Tabel 29Waktu pelaksanaan dan tahapan program penguatan pengawasan
No Kegiatan

Output Paremeter Capaian
keberhasilan

2013 2014
Tw
4

Tw
1

Tw
2

Tw
3

Tw
41 PenyusunanPetunjukPelaksanaanPenyelenggaraanSPIP

Dokumen PetunjukPelaksanaanPenyelenggaraanSPIP di lingkunganKPU
Sebagai acuan dalampelaksanaan SPIP dilingkungan KPU, KPUProvinsi dan KPUKab/Kota2 Sosialisasi SPIP Laporan HasilSosialisasi SPIP baikdi Pusat maupun didaerah
Pejabat dan pegawaiKPU di lingkungan KPU,KPU Provinsi dan KPUKab/Kota memahamidanmengimplementasikanSPIP3. Bimtek SPIP Laporan BIMTEK

SPIP di lingkungan
KPU

TerselenggaranyaBimtek SPIP dilingkungan KPU4. PembentukanSatgaspenyelenggaraanSPIP di lingkunganSetjen KPU
Satgas SPIP padamasing-masing unitkerja Eselon I dan IISetjen KPU,Eselon IIdi lingkunganSekretariat KPUProvinsi dan EselonIII di lingkunganSekretariat KPUKab/Kota

Memandu dalampenyelenggaraan SPIPdi lingkunganSekretariat JenderalKPU, Sekretariat KPUProvinsi dan SekretariatKPU Kabupaten/Kota.Menurunnya tingkatpenyalahgunaanwewenang dilingkunganSekretariat JenderalKPU, Sekretariat KPUProvinsi dan SekretariatKPU Kab/kota.5. PenyusunanPedomanPemeriksaan danADTT untukPemilu dilingkungan SetjenKPU, SekretariatKPUProvinsi/Kab/Kota

Dokumen PedomanPemeriksaan danADTT untuk Pemilu Sebagai acuan dalampelaksanaanpemeriksaan dan ADTTuntuk Pemilu diLingkungan SekretariatJenderal KPU,Sekretariat KPUProvinsi danSekretariat KPUKabupaten/Kota6. PemeriksaanBidang Keuangan,Perlengkapan danKepegawaian padaKPU , KPU Provinsidan KPU Kab/Kota
Laporan HasilPemeriksaanInspektorat Pengawasan terhadapSPI di lingkunganSekretariat JenderalKPU

7. PengawasanDengan TujuanTertentu 1.Laporan HasilMonitoring danEvaluasi GedungKantor2.Laporah HasilPemeriksaan DenganTujuan Tertentu

1. Memberikan saranatau masukan ataskasus/permasalahanatas ADTT2. Mengevaluasipelaksanaan gedungKantor KPU8. PenyusunanPedoman ReviuRKAKL Pedoman ReviuRKAKL Petunjuk PelaksanaanReviu RKAKL bagiAparat Pengawas InternInspektorat
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No Kegiatan
Output Paremeter Capaian

keberhasilan
2013 2014

Tw
4

Tw
1

Tw
2

Tw
3

Tw
49. Reviu RKA KL Catatan Hasil ReviuRKAKL RKA KL telah sesuaidengan ketentuan,standar dan norma yangditetapkan10. PenyusunanPedoman ReviuLaporan KeuanganKPU

Pedoman ReviuLaporan KeuanganKPU Petunjuk pelaksanaanReviu LK di lingkunganKPU , KPU Provinsi danKPU Kab/Kota11. Reviu LK atas LKKPU, Eselon I dan5 (lima) wilayahKPU Prov
KKR. CHR dan IHRatas LK KPU, LKEselon I dan LK di 5(lima) wilayahProvinsi

LK KPU disajikan sesuaiSAP
12. EvaluasiatasPelayananPublik Laporan HasilEValuasi PelayananPublik di LingkunganKPU

Memberikan penilaiankinerjapenyelenggaraanpelayanan publik13. PemantauanTindak LanjutHasil TemuanBPK, BPKP danInspektorat
Laporan HasilPemantauan TindakLanjut TemuanPemeriksaan BPK,BPKP danInspektorat  dilingkunganSekretariat JenderalKPU,  Sekretariat KPUProvinsi danSekretariat KPUKabupaten/Kota

Temuan yang ada baikdari temuan BPKmaupun temuan dariAparat PengawasanInternal Pemerintah(APIP) ditindaklanjuti,Jumlah dan jenis temuanberkurang.
14. PenyusunanPedoman EvaluasiSAKIP Pedoman EvaluasiSAKIP Petunjuk Pelaksanaandala melaksanakanEvaluasi LAKIP15. Evaluasi LAKIP dilingkunganSekretariat KPUProvinsi danSekretariatKab/Kota

LHE atas AKIP dilingkunganSekretariat KPUProvinsi danSekretariat KPUKab/Kota
Nilai AKIP minimal CC.

16. Pedoman SOPtentang quality
assurance dan
consulting dilingkunganSekretariatJenderal KPU

Draft SOP tentang
quality assurance dan
consulting dilingkunganSekretariat JenderalKPU

Kejelasan tepat, waktudan mekanisme sertamedia penyampaianhasil konsultasi
17. Penyusunan AuditCharter Dokumen InternalAudit Charter Kode etik dan integritasditeggakkan, auditorindependen, batasanterhadap kewenangandan kewajiban auditorserta pengembanganpengetahuan, keahliandan profesionalismeAuditor18. PenyusunanStrukturOrganisasi danTata KelolaInspektorat

PKPU terhadapStruktur Organisasidan Tata KelolaInspektorat
Optimalisasi peran danfungsi pengawasanuntuk memberikan nilaitambah19. PembuatanSaluranKomunikasi untuksaran dan keluhandi lingkunganSekretarianJenderal KPU

Web dan Email KPUserta pembuatankotak salurankomunikasi untuksaran dan keluhan
Memberikantransparasi untukmencegah terjadinyapraktek korupsi dilingkungan Setjen KPUserta meningkatkankualitas layanan KPU



Sekretariat Jenderal KPU: Jln. Imam Bonjol No.29, Jakarta Pusat halaman 125

No Kegiatan
Output Paremeter Capaian

keberhasilan
2013 2014

Tw
4

Tw
1

Tw
2

Tw
3

Tw
4sebagai penyelenggarapemilu20. Desain E-Audit MoU antara BPK-RIdengan KPU-RI.Peraturan BersamaSekjend BPK-RIdengan Sekjend KPUtentang PetunjukTeknisPengembangan danPengelolaan SistemInformasi untukAkses Data KPUdalam rangkaPemeriksaan danPengelolaan danTanggung JawabKeuangan Negara.Sistem Aplikasi E-Audit

Meningkatkantransparansi danakuntabilitasPertanggungjawabankeuangan Negara.Membentuk Pusat DataPengelolaan KeuanganNegara.Meningkatkan efisiensidan efektifitas prosespemeriksaan.

f. Penanggungjawab Program dan KegiatanPenanggungjawab Program dan Kegiatan Penguatan Pengawasan adalah PokjaPenguatan Pengawasan.
g. Rencana AnggaranUntuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan ini, dibutuhkan anggaran pada T.A2013 sebesar Rp8.500.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus juta rupiah) dan di T.A2014 sebesar Rp. 10.870.000.000 (Sepuluh milyar seratus enam puluh delapan juta

seratus empat puluh ribu rupiah). Anggaran TA 2014 sebesar Rp10.870.000.000 akandialokasikan penggunaannya untuk kegiatan sebagai berikut :
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Tabel 30Rencana anggaran program penguatan pengawasan
No Kegiatan/Sub Kegiatan

T.A.
2013 Biaya (Rp)

T.A. 2014

Biaya (Rp)Tw 4 Tw
1

Tw
2

Tw 3 Tw 4

A Penerapan  SPIP1 Penyusunan Petunjuk PelaksanaanPenyelenggaraan SPIP - 20.000.0002 Sosialisasi SPIP - - 2.005.028.0003 Bimtek SPIP 180.000.0004 Pembentukan SatgasPenyelenggaraan SPIP dilingkungan Setjen KPU - 531.150.0005 Penyusunan PedomanPemeriksaan dan ADTT untukPemilu - - 75.000.000
6 Pemeriksaan Bidang Keuangan,Perlengkapan dan KepegawaianPada KPU, KPU Provinsi dan KPUKab/Kota

4.393.401.000 1.796.935.000
7 Pengawasan Dengan TujuanTertentu 2.307.731.000 2.384.884.0008 Penyusunan Pedoman Reviu RKAKL 75.000.0009 Reviu RKA K/L - 967.996.00010 Penyusunan Pedoman Reviu LK 75.000.00011 Reviu LK KPU - 484.059.000 702.718.00012 Eavluasi atas Pelayanan Publiksesuai UU No.25 Tahun 2009 - - 190.000.00013 Pemantauan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan BPK, BPKP danInspektorat 1.083.626.000 1.609.485.000

14 Penyusunan Pedoman EvaluasiSAKIP - - 75.000.00015 Evaluasi LAKIP di LingkunganSekretariat Provinsi danSekretariat Kab/Kota - 231.183.000 176.804.000
B Peningkatan Peran APIP16 Penyusunan Pedoman SOP ttg

Quality Assurance dan Consulting
- - 75.000.00017 Penyusunan Audit Charter - - 40.000.00018 Penyusunan Struktur Organisasidan Tata Kelola Inspektorat - - 40.000.00019 Pembuatan Saluran komunikasi - - 50.000.00020 Desain E-Audit - - 50.000.000
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- 7. PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

a. Pencapaian

1) Kegiatan yang sudah dilakukanPelaporan kinerja KPU didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi PresidenNomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, InstruksiPresiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator KinerjaUtama dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman PenyusunanPenetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Pelaporan Kinerja KPU dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) KPU dimulai dari Rencana Strategis KPU 2010-2014diterjemahkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU. Dari RKT tersebutditetapkan kinerja pada masing-masing Biro di lingkungan KPU dalam kurun waktu 1(satu) tahun anggaran yang merupakan iktisar RKT yang telah disesuaikan denganketersediaan anggaran. Realisasi Penetapan Kinerja dilaporkan dalam LAKIP KPU.Dari dokumen LAKIP KPU tersebut, KPU telah melaksanakan kewajiban untukmenyampaikan dokumen LAKIP KPU sejak Tahun 2009 sampai pada Tahun 2013beserta lampiran. Penyampaian dokumen LAKIP tersebut dievaluasi olehKementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.Evaluasi ini ditujukan untuk menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitaskinerja di lingkungan KPU dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahanyang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Komponen yang dinilai,berkaitan dengan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Adapun perjalanan perolehan nilai dari laporanhasil evaluasi (LHE) sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) KPU sebagaiberikut;



Sekretariat Jenderal KPU: Jln. Imam Bonjol No.29, Jakarta Pusat halaman 128

Tabel 31

peringkat nilai lhe sakip kpu

No. Komponen Yang Dinilai 2009 2010 2011 2012 20131. Nilai Hasil Evaluasi 31,83 37,53 49,98 50,85 54,282. Tingkat Akuntabilitas Kinerja C C C CC CCPerolehan nilai dari LHE SAKIP KPU, memuat saran dan rekomendasiperbaikan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mendorong peningkatankualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU dan atau mendorong terwujudnyapemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).
2) Kegiatan yang sudah dilakukan, waktu pencapaian , output dan manfaat

programPerolehan nilai di Tahun 2013, merupakan akumulasi penilaian terhadapseluruh komponen kinerja dengan rincian capaian sebagai berikut:a) Perencanaan KinerjaSekretariat Jenderal KPU telah mengimplementasikan perencanaan kinerjadengan menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan(RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) baik untuk tingkat Sekretariat Jenderal KPUmaupun unit kerja.Output : Dokumen Renstra  Setjen KPU Unit Organisasi dan Satker 2010-2014,RKT setiap tahun, Tapkin setiap tahunManfaat : Sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan di SetjenKPU.Namun ada kelemahan yang perlu diperbaiki dalam perencanaan kinerja, antaralain:(1) Renstra Setjen KPU tidak membuat indicator kinerja untuk mengukurtingkat capaian sasaran strategis;(2) Setjen KPU belum menyusun Rencana Aksi atas kinerja yang merupakanpenjabaran lebih lanjut dari upaya pemenuhan target-target kinerjadalam PK.
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b) Pengukuran KinerjaSetjen KPU telah menetapkan secara formal Indikator Kinerja Utama (IKU)sebagai alat ukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja utama entitasorganisasi.Output : Dokumen IKU Setjen KPU dan Eselon I, Eselon II yang tertuang dalamsurat Sekretaris Jenderal KPUManfaat : Sebagai acuan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Setjen KPU.Namun masih terdapat kelemahan dalam hal pengukuran kinerja yang berkaitandengan kualitas dan pemanfaatannya, yaitu:(1) IKU dan indikator kinerja lainnya yang ditetapkan dalam Renstra, RKT dan PKunit kerja belum sepenuhnya dapat diukur, berorientasi hasil dan relevan untukmengukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan;(2) Setjen KPU belum mengembangkan indikator kinerja individu yang mengacupada indikator kinerja unit kerja;(3) Setjen KPU belum menyusun pedoman atau SOP mengenai mekanismepengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja serta pengumpulan tersebutbelum menggunakan teknologi informasi;(4) IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan (Renja) danpenganggaran (RKA) agar system akuntabilitas kinerja menjadi bagian yangtidak terpisahkan dengan system perencanaan dan system penganggaran yangditerapkan di lingkungan Setjen KPU.c) Pelaporan KinerjaLAKIP Setjen KPU Tahun 2012 telah disampaikan kepada Presiden RepublikIndonesia melalui Kementerian PAN dan RB secara tepat waktu, beberapa kelemahanyang masih dijumpai dalam penyusunan pelaporan kinerja, antara lain:1) LAKIP tidak menyampaikan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian setiapsasaran strategis yang telah ditetapkan dan membuat pembandingan tingkatcapaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan target pada periodeRenstra secara memadai;
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2) LAKIP belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperbaikiperencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan untukpenilaian kinerja sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) bagi unitkerja yang berkinerja tinggi dan hukuman (punishment) bagi unit kerja yangtidak berkinerja.Output : Dokumen LAKIP Sekretaris Jenderal KPUManfaat : Sebagai gambaran akuntabilitas di lingkungan Setjen KPU.d) Evaluasi KinerjaInspektorat KPU telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara internalterhadap implementasi SAKIP pada unit kerja di lingkungan Setjen KPU dalamrangka perbaikan penerapan manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat JenderalKPU.Output :Dokumen Pedoman Implementasi SAKIP,  Dokumen PedomanPenyusunan LAKIP di lingkungan Setjen KPU, Dokumen PetunjukPelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi di SetjenKPUManfaat : Sebagai acuan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Setjen KPU.Terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai dalam evaluasi kinerja, antara lain:1) Pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja intern belum sepenuhnya selarasdengan pedoman/Juklak evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditetapkanKemeterian PAN dan RB;2) Setjen KPU tidak melakukan pemantauan kemajuan kinerja sebagaimanadiperjanjikan dalam PK dan Rencana Aksi atas kinerja secara berkala;3) Hasil evaluasi belum sepenuhnya menggambarkan akuntabilitas kinerja unitkerja yang dievaluasi sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk perbaikanperencanaan dan manajemen kinerja;4) Evaluasi program masih focus pada penggunaan anggaran dan pelaksanaanprogram/kegiatan, belum focus pada hasil (outcome)  yang dicapai daripelaksanaan program/kegiatan tersebut sehingga belum dapat digunakanuntuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja Setjen KPU.
Dari perolehan nilai di Tahun 2013, pencapaiankinerja Setjen KPU masih dapatditingkatkan dengan meningkatkan tingkat capaian kinerja sebagaimana disajikandalam LAKIP Setjen KPU. Di samping itu, peningkatan pertanggungjawaban KPU dari
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Laporan Keuangan dapat ditingkatkan dengan memperoleh opini Wajar TanpaPengecualian dari BPK RI.
b. Rencana

1) Kegiatan yang sedang dilakukanDalam rangka menjaga konsistensi kinerja reformasi birokrasi danmendorong terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan tugas fungsi SetjenKPU, maka dipandang perlu membangun dan mengembangkan sistem akuntabilitaskinerja di lingkungan Setjen KPU.Pembenahan dan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja dimulai dengandibuatnya kebijakan tentang penerapan SAKIP secara memadai, sehingga diharapkanpengukuran kinerja dapat dilakukan secara obyektif dan dapat diandalkan, sertamenggambarkan kinerja organisasi yang sebenarnya, tidak hanya berdasarkantingkat serapan anggaran, melainkan juga berdasarkan keluaran yang dihasilkan.Selanjutnya untuk mendukung pembenahan dan pengembangan sistemakuntabilitas kinerja perlu juga membangun sistem pengumpulan data kinerja secaramemadai dan handal.Dalam rangka internalisasi penerapan SAKIP di lingkungan Setjen KPU jugadiperlukan adanya sosialisasi konsep dan tata laksana implementasi SAKIP danpenyusunan Rencana Strategis sekaligus sebagai wadah untuk melaksanakansosialisasi tentang pentingnya penerapan SAKIP dalam rangka membangunmanajemen kinerja di lingkungan Setjen KPU demi tercapainya visi dan misi SetjenKPU. Selain itu perlu juga dilaksanakannya bimbingan teknis bagi unit eselon II/unitkerja mandiri dalam rangka percepatan implementasi SAKIP yang memadai diseluruh unit eselon II/unit kerja mandiri di lingkungan Setjen KPU, dengan harapanbahwa apabila sasaran ini dapat dicapai maka secara kumulatif dapat memberikankontribusi positif bagi pencapaian sasaran implementasi SAKIP dengan hasilpenilaian minimal Baik pada tahun 2014.a) Penyusunan SOP Penyusunan LAKIPOutput : SOP Penyusunan LAKIPParameter : Tersedianya SOP Penyusunan LAKIPPelaksanaan : 2013 – sekarang
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b) Penyusunan LAKIP KPUoutput : Dokumen LAKIPParameter : Tersedianya Dokumen LAKIPPelaksanaan : 2013 – sekarang
2) Kegiatan yang akan dilakukanKedepan, akan dibuat sistem monitoring dan evaluasi kinerja secaraterintegrasi yang memungkinkan pihak manajemen dan pimpinan puncak untukmengetahui tingkat kinerja satker/unit kerja pada periode tertentu secara cepat danakurat. Beberapa rencana terkait program peningkatan Akuntabilitas Kinerja adalahsebagai berikut :a) Menyusun Renstra KPU 2014 - 2019Output : Revisi Renstra yang menyajikan sasaran strategis dan indikatoryang  terukur, berorientasi hasil dan relevan serta target tahunanyang jelas.Manfaat : sebagai acuan penyusunan RKT, Tapkin, Renja, RKA SetjenKPU dan unit kerja.Tahapan kerja dengan melakukan telaahan terhadap Renstra KPU 2010-2015, dan mendokumentasikan hasil telaahan tersebut.b) Menyusun Rencana Aksi atas Kinerja di lingkungan Setjen KPU.Output : Surat Edaran Ketua KPU tentang Rencana Aksi atas Kinerja.Manfaat : Rencana Aksi atas Kinerja merupakan penjabaran lebihlanjut dalam upaya   pencapaian target dalam Tapkin dan mengembangkansistem pengukuran   kinerja individu.Tahapan kerja dengan mengeluarkan Surat Edaran Ketua KPU tentangRencana Aksi atas Kinerja. Rencana Aksi atas Kinerja merupakan penjabaranlebih lanjut dalam upaya   pencapaian target dalam Tapkin danmengembangkan sistem pengukuran   kinerja individu.c) Menyusun Pedoman atau SOP tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerjadengan menggunakan Teknologi Informasi.Output : Dokumen Pedoman atau Dokumen SOPManfaat : agar data kinerja yang disajikan dapat diandalkan.Tahapan kerja dengan melakukan FGD, mendokumentasikan danmensosialisasikan SOP.
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d) Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemenkinerja.Ouput : Peningkatan pemahaman seluruh jajaran Setjen KPU,Manfaat : Untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yangberkinerja dan Akuntabele) Asistensi Penyusunan LAKIP unit organisasi di lingkungan Setjen KPUOutput : Penyempurnaan Penyusunan LAKIP di Setjen KPU danmeningkatkan  pemahaman petugas penyusun data kinerja.Manfaat : Sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP di SetjenKPU dan Memperkecil kesalahan atau penyimpangan dalam penyusunan datakinerja di lingkungan Setjen KPU .Tahapan kerja dengan melakukan rapat dilingkungan Setjen KPU, menyusunjadwal sosialisasi dan asistensipenyusunan LAKIP, serta menyusun laporankegiatan tersebut.
c. Kriteria KeberhasilanKriteria keberhasilan pada program penguatan akuntablitas kinerja dalamrangka reformasi birokrasi di lingkungan KPU adalah: (1) Meningkatnya kinerja dilingkungan KPU; dan (2) Meningkatnya akuntabilitas  di lingkungan KPU.Kriteria keberhasilan pada program penguatan akuntablitas kinerja dalamrangka reformasi birokrasi di  lingkungan KPU adalah sebagai berikut:1) Dokumen penetapan kinerja, LAKIP dan IKU KPU disusun dan ditetapkan tepatwaktu;2) Nilai akuntabilitas kinerja KPU minimal dipersyaratkan CC, namun target KPU diTahun 2014 minimal B (Baik) ;3. Tersedianya sistem manajemen kinerja organisasiKriteria Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja diharapkan dapat mewujudkansasaran reformasi birokrasi nasional (outcomes) berupa tercapainya sasaran targetpeningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi tahun 2014.
d. Agenda PrioritasAgenda prioritas pada program penguatan akuntabilitas kinerja adalah :
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1) Pertimbangan dalam menentukan PrioritasDalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan, Setjen KPU telah menetapkanagenda kegiatan prioritas yang telah, sedang dan akan dilaksanakan secaraberkesinambungan, meliputi:a) Merevisi Renstra KPU, Renstra Sekjen KPU, Renstra Eselon II dan RenstraKPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;b) Menyusun Rencana Aksi atas Kinerja dalam upaya pencapaian target dalamTapkin dan mengembangkan system pengukuran kinerja individu.c) Menyusun Pedoman atau SOP tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerjadengan menggunakan Teknologi Informasi.d) Pembentukan Pokja Pengawasan Penerapan SAKIP.e) Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemenkinerja.f) Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).g) Sosialisasi dan Asistensi Penyusunan LAKIP unit organisasi di lingkunganSetjen KPU.h) Reviu LAKIP KPU, LAKIP Eselon II dan LAKIP KPU Provinsi/KPU Kab/Kota.
2) Keterkaitan antar program prioritasMerevisi Renstra KPU, Renstra Sekjen KPU, Renstra Eselon II dan Renstra KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan masukan dari Kementerian PANdan RB, terkait erat dengan penyusunan Indikator Utama (IKU) yang merupakanpenjabaran Kinerja atas sebuah Rencana Statejik.Menyusun Rencana Aksi atas Kinerja dalam upaya pencapaian target dalam Tapkindan mengembangkan system pengukuran kinerja individu, merupakan upaya atasreview LAKIP KPU sebelumnya yang masih belum signifikan peningkatannya,sehingga diperlukan Pembentukan Pokja Pengawasan penerapan SAKIP, sosialisasidan asistensi dalam penyusunan LAKIP yang sekiranya dapat meningkatkankapasitas SDM dan bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja, serta menyusunPedoman atau SOP tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja denganmenggunakan Teknologi Informasi.
3) Langkah – langkah impementasiLangkah implementasi setiap kegiatan dalam program Penguatan AkuntabilitasKinerja akan berturut – turut di sajikan dalam tabel waktu pelaksanaan dan tahapankerja.
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e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan KerjaDalam rangka melaksanakan pembenahan dan pengembangan sistemakuntabilitas kinerja, perlu dibuat suatu kebijakan tentang kewajiban bagi setiap uniteselon I, unit eselon II dan unit kerja mandiri untuk menetapkan Indikator Kinerja Umum(IKU), menyusun dokumen Rencana Strategis, dokumen Rencana Kinerja Tahunan dandokumen Penetapan Kinerja yang didalamnya juga memuat sasaran dan indikatorkinerja pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.Selanjutnya IKU dan dokumen Penetapan Kinerja digunakan sebagai tolok ukurdalam pengukuran kinerja masing-masing satuan/unit kerja secara berkala, sekaligussebagai alat untuk mengendalikan dan memperbaiki kinerja organisasi. Hasilpengukuran dan pengumpulan data kinerja berdasarkan capaian masing-masingindikator kinerja dan IKU disajikan dalam LAKIP, dengan disertai penjelasan mengenaikeberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan/program dan faktor-faktor yangmempengaruhinya. Analisis perbandingan capaian kinerja dari waktu ke waktu maupunsecara kumulatif hingga periode tertentu juga disajikan untuk menggambarkanperkembangan kinerja organisasi. Selanjutnya informasi yang disajikan dalam LAKIPdimanfaatkan sebagai masukan dalam kajian manajemen untuk rencana perbaikankinerja organisasi secara keseluruhan.Tahapan pembenahan dan pengembangan SAKIP dilanjutkan denganmembangun sistem pengumpulan data kinerja secara memadai dan handal melalui IT.Data kinerja yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukurancapaian masing-masing indikator kinerja dan IKU secara periodik (triwulanan). Dengandemikian pengumpulan data kinerja dapat dimanfaatkan untuk memantau danpengendalian kinerja secara berkala.Melalui kegiatan sosialisasi implementasi SAKIP secara berkala, diharapkan parapihak yang terlibat langsung dalam penerapan SAKIP dapat lebih memahami konsepSAKIP dan selanjutnya dapat mengimplementasikan SAKIP dengan lebih baik.Dalam rangka percepatan implementasi SAKIP yang memadai di lingkunganSetjen KPU, bimbingan teknis akan dilaksanakan terutama bagi unit eselon II/unit kerjamandiri dengan kondisi SAKIP yang belum memadai. Dengan demikian SAKIP dapatditerapkan secara memadai di seluruh unit eselon II/unit kerja mandiri. PembenahanSAKIP telah dimulai pada akhir Tahun 2013 dimulai dengan telah dibuatnya kebijakantentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setjen KPU serta IKU bagi setiapsatker, unit eselon II, serta unit kerja mandiri di lingkungan Setjen KPU.
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Adapun rencana program dan kegiatan, output kegiatan, capaian keberhasilandan waktu pencapaian kegiatan penguatan akuntabilitas di Tahun Anggaran 2013 dan diTahun Anggaran 2014 sebagai berikut Tabel 32Waktu dan tahapan kerja program penguatan akuntabilitas kinerja
No Kegiatan/Sub Kegiatan

Output Parameter Capaian
Kegiatan

T.A. 2013 T.A. 2014
Tw
3

Tw
4

Tw
1

Tw
2

Tw
3

Tw
4

A Penguatan
Akuntabilitas Kinerja

1 Menyusun Renstra KPU
2014-2019

Revisi Renstra yang
menyajikan sasaran
strategis dan indikator
yang  terukur,
berorientasi hasil dan
relevan serta target
tahunan yang jelas.

Sebagai acuan
penyusunan RKT,
Tapkin, Renja, RKA
Setjen KPU dan unit
kerja.

2 Menyusun Rencana Aksi
atas Kinerja dalam upaya
pencapaian target dalam
Tapkin dan
mengembangkan system
pengukuran kinerja
individu

Surat Edaran Ketua
KPU tentang Rencana
Aksi atas Kinerja.

Rencana Aksi atas
Kinerja merupakan
penjabaran lebih lanjut
dalam upaya
pencapaian target dalam
Tapkin dan
mengembangkan sistem
pengukuran   kinerja
individu.

3. Asistensi Penyusunan
LAKIP unit organisasi di
lingkungan Setjen KPU

Penyempurnaan
Penyusunan LAKIP di
Setjen KPU dan
meningkatkan
pemahaman petugas
penyusun data kinerja.

Sebagai acuan dalam
pelaksanaan evaluasi
AKIP di Setjen KPU
dan Memperkecil
kesalahan atau
penyimpangan dalam
penyusunan data kinerja
di lingkungan Setjen
KPU .

B Pengembangan sistem
manajemen kinerja
organisasi

1. Menyusun Pedoman atau
SOP tentang Mekanisme
Pengumpulan Data
Kinerja dengan
menggunakan Teknologi
Informasi

Dokumen Pedoman
atau Dokumen SOP

Agar data kinerja yang
disajikan dapat
diandalkan.

2. Meningkatkan kapasitas
SDM dalam bidang
akuntabilitas dan
manajemen kinerja

Peningkatan
pemahaman seluruh
jajaran Setjen KPU,
termasuk evaluator
SAKIP.

Untuk mempercepat
terwujudnya
pemerintahan yang
berkinerja dan akuntabel

C Penyusunan Indikator
Kinerja Utama (IKU) di
Setjen KPU 2014 -2019

1. Revisi dan Penetapan
IKU Setjen KPU, Eselon
I, Eselon II, dan KPUD

Dokumen Revisi dan
penetapan IKU Setjen
KPU, Eselon I, Eselon
II dan KPUD

Tersedianya dokumen
Indikator Kinerja Utama

f. Penanggungjawab Program dan KegiatanSebagai penanggung jawab program adalah Pokja penguatan akuntabilitas kinerja.
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g. Rencana AnggaranUntuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan ini, dibutuhkan anggaran pada T.A.2013  sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan di T.A. 2014 sebesarRp.1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
Tabel  33

Rencana anggaran program penguatan akuntabilitas kinerja

No Kegiatan/Sub Kegiatan
T.A. 2013

Biaya (Rp)
T.A. 2014

Biaya (Rp)Tw
3

Tw
4

Tw
I

Tw
II

Tw
III

Tw
IV

A Penguatan Akuntabilitas
Kinerja1 Merevisi Renstra KPU 25.000.000 250.000.0002 Menyusun Rencana Aksi atas Kinerjadalam upaya pencapaian targetdalam Tapkin dan mengembangkansystem pengukuran kinerja individu 350.000.000

3 Asistensi Penyusunan LAKIP unitorganisasi di lingkungan Setjen KPU 25.000.000 575.000.000
B Pengembangan sistem manajemen

kinerja organisasi1 Menyusun Pedoman atau SOPtentang Mekanisme PengumpulanData Kinerja dengan menggunakanTeknologi Informasi
25.000.000 250.000.000

2 Meningkatkan kapasitas SDM dalambidang akuntabilitas dan manajemenkinerja 25.000.000 100.000.000
C Penyusunan Indikator Kinerja

Utama (IKU) di Setjen KPU 2014 -
20191 Revisi dan Penetapan IKU SetjenKPU, Eselon I, Eselon II, danKPUD 50.000.000
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8. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

a. Pencapaian

1) Kegiatan yang sudah dilakukanMenurut Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilu  yang berbunyi ”Sekretariat Jenderal KPU bertugas membantupelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu”, maka dapat di jabarkanbahwa tugas dan wewenang Sekretariat Jenderal KPU adalah sebagai berikut :Tugas Sekretariat Jenderal KPU adalah sebagai berikut :a) Membantu menyusun program & anggaran Pemilub) memberikan  dukungan teknis administrative kepada anggota KPUc) membantu  melaksanakan tugas KPU dalam rengka menyelenggarakanPemilud) mebantu merumuskan dan menyusun rancangan  Peraturan dan KeputusanKPUe) memberikan  bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian sengketa Pemiluf) membantu menyusun laporan  penyelenggaraan kegiatan danpertanggungjawaban KPUg) melaksanakan tugas-tugas lain sesuai peraturan per undang – undangan yangberlakuWewenang Sekretariat Jenderal KPU adalah sebagai berikut :a) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu,berdasarkan norma, standar, prosedur & kebutuhan yg ditetapkan oleh KPUb) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perUndang – undangan yang berlakuc) Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasrkan kebutuhan atas persetujuan KPUd) Memberi pelayanan administrasi, ketata usahaan dan kepegawaian sesuaidengan per undang – undangan.
Kewajiban Sekretariat Jenderal KPU adalah sebagai berikut :a) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuanganb) Memelihara arsip & dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU
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Dengan tugas dan wewengan seperti disebut diatas, maka pengguna layanan utamadari Sekretariat Jenderal KPU dalam hal ini adalah anggota KPU dengan segalakewajiban nya. Selain itu, Sekretariat Jenderal KPU juga melayani kebutuhanbeberapa pihak lain , khususnya terkait dengan pelayanan kepemiluan. Pihak – pihaktersebut antara lain :a) Partai politik dan Calegb) Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) yang berkecimpung di bidang pemiluc) Media Massad) Masyarakat secara umum.
2) Kegiatan yang sudah dilakukan, waktu pencapaian , output dan manfaat

program

a) Untuk parpol dan caleg :(1) Pelayanan dalam hal pelaksanaan proses menjadi peserta pemilu(tahapan pemilu) yang dilaksanakan tahun 2013. Untuk pelayanan yangmaksimal dalam tahapan Pemilu 2014, KPU memberikan informasimelalui penggunaan TIK sehingga dapat diakses tanpa ada batasan waktubagi para peserta pemilu di http://www.kpu.go.id.Output : Informasi terkait tahapan Pemilu 2014 berbasis TIKManfaat : Stakeholder dapat memperoleh informasi tanpa batasanwaktu kerja.(2) Helpdesk Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Komisi PemilihanUmum di Tahun 2013, yang bertempat:
Helpdesk Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Komisi
PemilihanAlamat : Gedung KPU Lt.1, Jl. Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta PusatE-mail : helpdeskcalon@gmail.comTelp. : 021-31931527/31937223. ext. 394Faks : 021-31931527Output : Informasi terkait tahapan Pemilu 2014Manfaat : Stakeholder dapat memperoleh informasi secara langsung(3) Untuk mempersiapkan pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi parpolyang professional, transparan dan akuntabel, KPU menyusun semacampetunjuk teknis atau Standard Operating Procedures (SOP). Petunjukteknis ini merupakan alur kerja masa pendaftaran dan alur kerja
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verifikasi administrasi dan faktual yang harus dipatuhi oleh seluruhkomponen penyelenggara Pemilu di semua tingkatan. Bukan hanya itusaja, SOP juga mengatur bagaimana pelayanan ataupun akses data daninformasi kepada partai politik, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/PanwasluKabupaten/Kota, pemantau atau pemangku kepentingan lainnyasebagaimana diamanatkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik.

SOP lengkap bisa dibaca dalam lampiran Surat Edaran KPU Nomor481/KPU/X/2012 Perihal Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik CalonPeserta Pemilu Tahun 2014. Selain menyusun SOP, KPU juga melakukanpelatihan dan pembekalan kepada petugas-petugas verifikasi di dalam unitkerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota secaraberjenjang.Output : Adanya standar prosedur terkait calon peserta Pemilu 2014Manfaat : Adanya aturan yang jelas terkait calon peserta Pemilu 2014(4) Pada tahun 2013 Pelayanan dalam hal permintaan data pemilu (ex : datapemilu sebelumnya) pelayanan dalam hal permintaan data pemilu sertainformasi terkait pemilu dan kajian berupa buku dapat diakses olehpublik baik masyarakat umum, kalangan akademisi, dll. denganmendatangi Perpustakaan KPU yang yang berlamat di Jalan Imam BonjolNo. 29, Jakarta 10310, Telpon (021) 31937223 ext. 392, Fax (021)
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3157759. Perpustakaan KPU dibuka Senin-Jumat 8.00-12.00 dan 13.00-15.30 WIB.Selain datang secara langsung pengguna juga dapat mencari informasimengenai koleksi buku, referensi, artikel, dan lainnya dengan E-LibraryPerpustakaan Komisi Pemiihan Umum (KPU) dengan fasilitas Online Public

Access Catalog (OPAC) yang terdapat di situs KPU: http://www.kpu.go.id.

Output : Informasi terkait Pemilu di IndonesiaManfaat : Stakeholder dapat memperoleh informasi terkait Pemilu
2) Di tahun 2013 untuk LSM pelayanan dalam hal permintaan informasipemilu (ex : angka partisipasi masyarakat), dan pelayanan dalambentuk upaya mengakomodir gagasan dan ide ide terkait regulasikepemiluan (work shop, uji publik).Output : Masukan stakholder terkait kebijakan Pemilu 2014Manfaat : Adanya aturan yang jelas terkait calon peserta Pemilu 2014Salah satu kegiatan terakir adalah Uji Pemungutan Suara yang bertempat diTasikmalaya, Tanggerang Selatan, dan DKI Jakarta.
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3) Untuk media di tahun 2013 pelayanan hal permintaan data daninformasi pemilu (wawancara, hard data), serta pelayanan dalam bentukkerja sama untuk mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat.KPU mengajak semua pihak termasuk dari media untuk mensukseskanPemilu 2014, termasuk media TV swasta dan media cetak. Hal ini terlihatdengan kunjungan redaksi salah satu media televisi swasta nasional ke KPUpada tanggal 12 November 2013.Output : Tersosialisasinya Informasi terkait Pemilu 2014 pada media.Manfaat : Stakeholder memperoleh informasi terkait Pemilu 2014

4) Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2014. Kualitas Daftar PemilihTetap (DPT) untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 9 April 2014mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Hasil verifikasi faktual olehpetugas KPU ke lapangan dilanjutkan dengan pengecekan data di dalam DataPenduduk Potesial Pemilih Pemilu (DP4), dari 10,4 juta data yangbermasalah, ditemukan 7.063.477 yang sudah lengkap nomor indukkependudukannya. KPU bersama Kemendagri melakukan koordinasi danmenginstruksikan ke jajaran di bawah untuk meneruskan koordinasipenyempurnaan DPT, terutama dalam penyelesaian NIK yang invalid.



Sekretariat Jenderal KPU: Jln. Imam Bonjol No.29, Jakarta Pusat halaman 143

KPU dilapangan juga menemukan 374 orang pemilih yang tanggal lahirnyamasih invalid dan 54.318 yang alamatnya masih invalid.”Kami jugamenemukan data pemilih yang harus dihapus dari DPT karena beberapa halseperti meninggal dunia, menjadi TNI/POLRI, belum cukup umur, tidakdikenal, pindah domisili dan pemilih ganda. Jumlah total data pemilih yangharus dihapus itu sebanyak 468.423 orang. Rinciannya, pemilih yangmeninggal dunia 58.914, menjadi TNI/POLRI 1.656, belum cukup umur4.999, tidak dikenal 49.932, pindah domisili 156.503 dan pemilih ganda186.519. Dengan adanya penghapusan itu jumlah DPT berkurang daripenetapan sebelumnya 186.612.255 menjadi 186.172.508 untuk pemilihdalam negeri.Untuk pemilih luar negeri tidak mengalami perubahan tetap 2.010.280.Dengan demikian, total pemilih dalam negeri dan luar negeri menjadi188.182.788 pemilih. KPU juga menetapkan jumlah kabupaten/kotasebanyak 497, panitia pemilihan kecamatan (PPK) 6.980, panitiapemungutan suara (PPS) 81.093 dan tempat pemungutan suara sebanyak545.764.Output : Adanya kepastian jumlah pemilih pada Pemilu 2014Manfaat : Memperbaiki kerancuan data pemilih pada Pemilu 20145) Relawan demokrasi. Program relawan demokrasi adalah gerakansosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitaspemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran sertamasyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagaipelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi
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menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikanpemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat inidiharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi sertatanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalampemilu secara optimal.

Program  relawan  demokrasi  dilatarbelakangi  oleh  partisipasi  pemilihyang cenderung menurun. Tiga pemilu nasional terakhir dan pelaksanaanpemilukada di berbagai daerah menunjukkan indikasi itu. Pada pemilunasional misalnya, yaitu pemilu  1999 (92%), pemilu 2004 (84%) dan pemilu2009 (71%) menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untukmewujudkan kesuksesan Pemilu 2014. Banyak faktor yang menjadikantingkat partisipasi mengalami tren penurunan, di antaranya adalah jenuhdengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan ataskinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, mal-administrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan antidemokrasi, dan melemahnya kesadaraan masyarakat tentang pentingnyapemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya.Program relawan demokrasi muncul juga dilatarbelakangi oleh inflasikualitas memilih. Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yangmenggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagian pemilih kita terjebakdalam pragmatisme. Tidak  semua  pemilih  datang  ke  TPS  atas  idealismetertentutetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnyamaterial, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidupsehari-hari. Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasipolitik yang relatif  rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat(voluntarisme) dalam agenda pencerdasan demokrasi, dan masifnya politiktuna ide dari kontestan pemilu.
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Pemilu 2014 mesti menjadi titik balik persoalan partisipasi pemilih yangsebelumnya  ada.  Angka  partisipasi  memilih  harus  meningkat  dan  inflasikualitas memilih harus dipulihkan bahwasanya memilih adalah tindakanpolitik yang mulia. KPU bersama komponen bangsa lainnya memilikitanggung jawab yang besar untuk memastikan titik balik itu terwujud.Program Relawan Demokrasi   yang digagas KPU melibatkan kelompokmasyarakat yang berasal dari 5 (lima) segmen pemilih strategis yaitu pemilihpemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dankelompok pinggiran. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiapsegmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya.Segmentasi itu  dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak  semua komunitasmampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalahstrategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamikasosial- politik berbangsa dan bernegara.Program   Relawan   Demokrasi   diharapkan   mampu   menumbuhkankembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupanberbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapatmenggerakan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakanhak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehinggapartisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2014 dapat lebih baik dibandingkanpemilu-pemilu sebelumnya.Output : Masyarakat terlibat dalam tahapan pemilu 2014Manfaat : Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pemilu6) Lomba maskot dan jingle Pemilu. Pada tahun 2013, KPU mengadakanlomba maskot dan jingle Pemilu 2014. Sayembara ini dimaksudkansebagai ajang adu kreatifitas bagi para desainer grafis untukberpartisipasi mensukseskan gelaran Pemilu 2014. Jadwalpenyelenggaraan sayembara ini adalah sebagai berikut :
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Adapun pemenang lomba maskot adalah sebagai berikut :

Pemenang lomba jingle Pemilu adalah sebagai berikut :

Output : Meningkatkan keterlibatan masyarakat pada pemilu.Manfaat : Masukan masyarakat terkait pemilu7) Partisipasi masyarakat dalam hal pemantauan pemilu. Hal ini Sesuaidengan Peraturan KPU No. 10 tahun 2012 tentang Pemantau danTatacara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Tahun 2014. Pemantau  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPD,dan  DPRD  yang  selanjutnya  disebut Pemantau Pemilu meliputiLembaga Swadaya Masyarakat, Badan Hukum, Lembaga Pemantau dariLuar Negeri, Lembaga Pemilihan Luar Negeri, dan Perwakilan negarasahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar kepada KPUdan telah memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU
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Kabupaten/Kota. Pemantauan Pemilihan Umum adalah kegiatan yangdilakukan oleh Pemantau Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD untukmemantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR,DPD, dan DPRD.Output : Meningkatkan keterlibatan masyarakat pada pemilu.Manfaat : Masukan masyarakat terkait pemilu8) Penerbitan media komunikasi baik buku maupun majalah, maupun filmBeberapa hasil penerbitan buku dan majalah antara lain :a. Lensa Pemilu 2009b. Buku saku pemiluc. Panduan KPPSd. Majalah Suara KPUe. DsbSedangkan beberapa klip film yang dibuat sebagai sarana sosialisasi pemiluadalah sebagai berkut:
 Klip launching maskot dan jingle pemilu 2014
 Iklan layanan masyarakat PANTARLIH
 Dsb.Output : Tersedianya Media sosialisasi Pemilu 2014Manfaat : Tersosialisasinya informasi terkait Pemilu 20149) Sosialisai materi Pemilu 2014Beberapa kegiatan yang di selenggarakan antara lain:a. Gerak Jalan Sehat Kpu 2014Gerak jalan tersebut berlangsung tanggal 7 Maret 2013, yangdilaksanakan oleh 532 Satker se-Indonesia yang berhasil merangkulpeserta sebanyak 87.450 orang, dan memperoleh penghargaan MURI“Jalan Sehat secara serentak di tempat terbanyak”.
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Dengan keberhasilan mengumpulkan masyarakat mengikuti kegiatan gerakjalan sehat KPU diharpkan sosialisai materi pemilu 2014 dapat lebih diserapoleh masyarakat. Sekaligus merupakan kegiatan pemanasan menjelangkegiatan besar Pemilu 2014 untuk komunikasi internal Setjen dan Satker.Output : Sosialisasi Pemilu 2014 serta keterlibatan masyarakat danPartai PolitikManfaat : Tersosialisasinya informasi terkait Pemilu 2014 sertameningkatkan partisipasi masyarakat terkait Pemilu 2014dan menjalin keharmonisan dengan Partai Politik
b. Senam Sehat Menyongsong Pemilu 2014Selain gerak jalan sehat KPU juga melaksanakan agenda sosialisasitahapan Pemilu 2014 melalui kegiata Senam Sehat  yang berlangsung diMonas, Jakarta, Minggu 24 November 2014. Kegiatan tersebut berhasilmencapai target sebanyak 5000 peserta, yang diikuti oleh partai politikpeserta pemilu 2014, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa,Kementerian, Pemerintahan, Kalangan Dewan, dan masyarakt umum.
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Semua Partai Politik Peserta Pemilu 2014 difasilitasi stand untukkepentingan sosialisai masing-masing partai, dengan harapanmasyarakat dapat bersentuhan langsung dengan partai secaralangsung. Hal ini merupakan sebuah proses inovasi dari kegiatansosialisasi dan fasilitasi, kegiatan  secara menghibur dan mensehatkan.Output : Sosialisasi Pemilu 2014 serta keterlibatanmasyarakat dan Partai PolitikManfaat : Tersosialisasinya informasi terkait Pemilu 2014 sertameningkatkan partisipasi masyarakat terkait Pemilu 2014dan menjalin keharmonisan dengan Partai Politik
c. KPU Goes To CampusKomisi Pemilihan Umum (KPU) ingin memastikan keikutsertaanpemilih menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014, “partisipasipemilih harus meningkat”, salah satu kegiatan untuk mencapai haltersebut dilakukan lewat sosialisasi. Salah satu segmen tersebut adalahpendekatan KPU ke kampus-kampus lewat seminar KPU Goes To

Campus.Upaya ini gencar dilakukan mengingat adanya kecenderunganpenurunan tingkat partisipasi pemilih. Dari data yang adamenunjukkan dalam tiga kali pemilu, yakni 1999, 2004 dan 2009,secara konsisten tingkat partisipasi pemilih terus mengalamipenurunan.
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Melalui kegiatan ini mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of

change) diharapakan mampu menularkan pengetahuan mereka kepadamasyarakat tentang pentingnya pemilu. KPU Goes to Campus, ujarHandy, selain memberi pemahaman tentang pemilu, juga menjadiupaya peningkatan pemahaman akan demokrasi dan pentingnyapengetahuan politik.Output : Sosialisasi Pemilu 2014 serta keterlibatanmasyarakat khususnya pelajarManfaat : Tersosialisasinya informasi terkait Pemilu 2014 sertameningkatkan partisipasi masyarakat terkait Pemilu 2014
d. Pengenalan Pemilu Kepada Pemilih DiniMenurunnya jumlah partisipasi masyarakt  dalam 3 (tiga) Pemilu yanglalu, membuat sebuah wacana sosialisasi yang lebih masif lagi kepadamasyarakat, salah satu yang menjadi target adalah kalangan usia diniyang nantinya potensial menjadi calon pemilih. Kegiatan sosialisasidikalangan usia dini dilakukan lewat media kunjungan peserta institusipendidikan ke KPU.Ilmu kepemiluan diberikan kepada mereka yang masih duduk dibangku pendidikan sekolah, contohnya adalah kunjungan 100 (seratus)siswa/siswi SD Al-Azhar 20 Cibubur  pada tanggal 18 November 2013dan siswa/siswi kelas VI SDN 01 Besuki (Menteng) pada tanggal 11
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November 2013 yang melakukan simulasi tata cara pemberian suratsuara di TPS dalam pemilihan ketua kelas. Mereka diberi pembekalancara mendaftarkan diri, melakukan pencoblosan surat suara,memasukan surat suara dan menyelupkan jarinya ke tinta. Diharapkanpendidikan mulai dari usia dini ini menjadi sebuah  dasar  terciptanyacalon-calon pemilih cerdas di masa yang akan datang.

Output : Tersedianya sosialisasi Pemilu serta keterlibatanMasyarakat khususnya pelajar usia diniManfaat : Tersosialisasinya informasi terkait Pemilu sertameningkatkan partisipasi masyarakat terkait Pemilu
b. Rencana

1) Kegiatan yang sedang dilakukanKegiatan pelayanan publik yang saat ini sedang dilakukan adalah sebagai berikut :a) Penyediaan penghitungan cepat pemilu 2014Output : Sistem dan laporan hasil penggunaan penghitungan cepatpemilu 2014Parameter : Tersedianya sistem dan laporan hasil penggunaanpenghitungan cepat pemilu 2014Pelaksanaan : 2013 – sekarangb) Pemutahiran Portal.kpu.go.idOutput : Tersedianya portal informasi terkait informasi pemiluParameter : Tersedianya portal yang dapat diakses stakeholderPelaksanaan : 2013 – sekarangc) Pelibatan Masyarakat dalam kegiatan KPUOutput : Laporan kegiatan sosialisasi tahapan pemilu 2014Parameter : Tersedianya laporan kegiatan sosialisasiPelaksanaan : 2013 – sekarang
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d) Penyediaan alat-alat kelengkapan Pemilu 2014Output : Tersedianya alat-alat kelengkapan Pemilu 2014Parameter : Tersedianya alat-alat kelengkapan Pemilu 2014 sesuaijadwalPelaksanaan : 2013 – sekarang
2) Kegiatan yang akan dilakukanRencana aksi tersusun di dalam tabel berikut ini:Tabel 34Kegiatan yang akan dilaksanakan program peningkatan kualitas pelayanan publik

No. Rencana output Indikator Kerjasama
Dengan Pokja

Terkait
1. Menyusun standard

operating procedure
dalam rangka pelayanan
kepada Stakeholder

Dokumen SOP terkait jenis pelayanan
kepada stakeholder

Jumlah SOP terkait jenis pelayanan
yang disahkan

Pokja Tatalaksana

2. Menyusun Kebijakan
tentang penyelenggaraan
pelayanan publik  terkait
layanan pemilu

Tersusun nya  peraturan/kebijakan
(dalam bentuk peraturan pimpinan,
instruksi pimpinan, surat edaran)
dalam rangka mendorong penerapan
UU No. 25 tahun 2009 ttg pelayanan
publik

Peraturan/kebijakan yang diterbitkan
berkaitan dengan penyelenggaraan
pelayanan publik

3. Melaksanakan
Pembinaan, pengawasan,
dan evaluasi pelayanan
public terkait layanan
pemilu

Pembina  melakukan pembinaan
dalam bentuk pertemuan resmi (
Rapat, FGD, seminar) terhadap
penerapan UU No.25/2009 dengan
materi yang berisi  :

1. Standar pelayanan
2. Maklumat pelayanan
3. Sistem informasi
4. Pengelolaan faslitas

pelayanan publik
5. Pengelolaan pengaduan
6. Hak dan kewajiban

penyelenggara dan
pelaksana

7. Peran serta masyarakat
8. Penilaian kinerja
9. Ketentuan sanksi
10. Lain – lain

1) Pelaksanaan pembinaan
pelayanan publik

Pembina  melakukan
pengawasan/evaluasi terhadap
penerapan UU No.25/2009 tentang
pelayanan publiK dengan materi yang
berisi  :
1. Standar pelayanan
2. Maklumat pelayanan
3. Sistem informasi
4. Pengelolaan faslitas pelayanan

publiK
5. Pengelolaan pengaduan
6. Hak dan kewajiban

penyelenggara dan pelaksana
7. Peran serta masyarakat
8. Penilaian kinerja
9. Ketentuan sanksi
10. Lain – lain

2) Pelaksanaan
pengawasan/evaluasi pelayanan
publik

1. Pembina melaksanakan tindak
lanjut hasil pengawasan/evaluasi
terhadap penerapan UU

3) Pelaksanaan tindak lanjut hasil
pengawasan/evaluasi pelayanan
publiK

Pokja Monev
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No. Rencana output Indikator Kerjasama
Dengan Pokja

Terkait
No.25/2009 Tentang pelayanan
publik

2. Tersusun nya kebijakan
pemberian penghargaan( dalam
suatu peraturan) atau hasil
evaluasi kepada pelaksana yang
berprestasi dalam
penyelenggaraan pelayanan
publik

3. Tersusun nya kebijakan
pengenaan sanksi ( dalam suatu
peraturan) atas hasil evaluasi
kepada pelaksana yang
melakukan pelanggaran atas
pelanggaran atas penyelenggara
pelayanan publik

4. Pembinaan teknis
terhadap unit pelayanan
publik

Terlaksana nya  sosialisasi berkaitan
dengan substansi tugas pokok unit
pelayanan.

1) Pelaksanaan sosialisasi
kebijakan pelayanan publik
kepada unit pelayanan publik (
aspek – aspek dalam UU No.
25/2009)

Terlaksana nya  bimbingan teknis
terkait dengan substansi tugas pokok
unit pelayanan

2) Pelaksanaan bimbingan teknis
kepada pegawai pusat pelayanan
berkaitan dengan substansi tugas
pokok unit pelayanan yang
bersangkutan

Terlaksana nya  monitoring dan
evaluasi yang dibuktkan dengan
jumlah laporan

3) Monev pelaksanaan kebijakan
oleh Pembina pelayanan publik
terhadap unit pelayanan. monev
dibuktikan dengan adanya
laporan monev memuat paling
tidak capaian dan target, gap,
dan permasalahannya,
kesimpulan dan rekomendasi
yang mengacu pada standar
pelayanan.

Pokja Monev

unit pelayanan menindaklanjuti hasil
monev

4) Unit pelayanan yang
menindaklanjuti hasil
monitoring dan evaluasi

unit pelayanan public yang
menunjukkan prestasi kerja yang baik
yang menerima penghargaan dari
pihak eksternal

5) Unit pelayanan yang
mendapatkan penghargaan baik
dari Pembina maupun pihak
lainnya

5. Pelayanan Khusus Tersusun nya kebijakan instansi
dalam suatu peraturan tentang
pemberian pelayanan khusus
kepada masyarakat tertentu atau
rentan ( pelayana khusus adalah
pelayanan yang diberikan
kepada kelompok masyarakat
tetentu penyandang cacat, lanjut
usia, wanita hamil, anak2 dan
pelayanan berjenjang)

Kebijakan dalam pemberian
pelayanan khusus kepada masyarakat
tertentu atau rentan

6. Pengelolaan pengaduan Tersusun nya kebijakan instansi dalam
bentuk peraturan tentang pengelolaan
pengaduan beserta pelaksana yang
bertanggungjawab

1) Kebijakan pengelolaan
pengaduan

Ditetapkan mekanisme pengelolaan
pengaduan di instansi

2) Penyusunan mekanisme
pengelolaan pengaduan

Dilakukan monev di instansi tentang
pengelolaan pengaduan oleh
penyelenggara pelayanan publik

3) Monitoring dan evaluasi
pengelolaan pengaduan

Unit pelayanan yang menyediakan
sarana pengaduan dalam pengelolaan
pengaduan

4) unit yang mengelola pengaduan

7. Peran serta masyarakat Kebijakan instansi dalam bentuk
peraturan tentang pengikutsertaan
masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik meliputi aspek:
a. mekanisme pelibatan masyarakat
b. pengaturan kelompok

Kebijakan pengikutsertaan masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan
publik
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No. Rencana output Indikator Kerjasama
Dengan Pokja

Terkait
masyarakat yang di ikutsertakan

c. penyusunan kebijakan pelayanan
public

d. penyusunan SPP
e. pengawasan masyarakat

evaluasi dan pemberian
penghargaan

8. Survey IKM Tersusun nya kebijakan instansi dalam
suatu peraturan tentang pelaksanaan
survey IKM dan tidak lanjutnya oleh
penyelenggara

1) kebijakan survey IKM

1. unit pelayanan yang telah
melaksanaan survey IKM

2) pelaksanaan survey IKM

2. unit pelayanan yang
menindaklanjuti hasil survei

1. Menyusun standard operating procedure dalam rangka pelayanan kepadaStakeholder, tahapan kerja:a. Mengidentifikasi kebutuhan SOPb. Menyusun SOPc. Menerbitkan dan mensosialisasikan SOP2. Menyusun Kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan publik  terkait layananpemilu, tahapan kerja:a. Mengidentifikasi kebijakan terkait layanan pemilub. Melakukan ujipublikc. Menetapkan kebijakan3. Melaksanakan Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan publik terkaitlayanan pemilu, tahapan kerja:a. Mengidentifikasi setiap elemen pelayanan publikb. Melakukan pengwasan, pembinaan dan evaluasi yang teratur4. Pembinaan teknis terhadap unit pelayanan publik dengan tahapan kerja:a. Mengidentifikasi unit-unit pelayanan publikb. Melakukan identifikasi kebutuhan akan adanya bimtekc. Menyusun dan melaksanakan kegiatan bimtekd. Melakukan Monev terkait kegiatan bimtek.5. Pelayanan Khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, tahapan kerjamerancang, menyusun dan melaksanakan nya kebijakan instansi dalam suatuperaturan tentang pemberian pelayanan khusus kepada masyarakat tertentuatau rentan (pelayana khusus adalah pelayanan yang diberikan kepada kelompokmasyarakat tetentu penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak danpelayanan berjenjang)
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6. Pengelolaan pengaduana. Merancang kebijakan instansi dalam bentuk peraturan tentang pengelolaanpengaduan beserta pelaksana yang bertanggungjawabb. Melaksanakan mekanisme pengelolaan pengaduan di instansic. Melaksanakan monev di instansi tentang pengelolaan pengaduan olehpenyelenggara pelayanan publikd. Melakukan pemantauan unit pelayanan yang menyediakan sarana pengaduandalam pengelolaan pengaduan7. Melibatkan peran serta masyarakat, dengan tahapan membuat kebijakan instansidalam bentuk peraturan tentang pengikutsertaan masyarakat dalampenyelenggaraan pelayanan publik meliputi aspek:a. mekanisme pelibatan masyarakatb. pengaturan kelompok masyarakat yang di ikutsertakanc. penyusunan kebijakan pelayanan publicd. penyusunan SPPe. pengawasan masyarakat evaluasi dan pemberian penghargaan8. Survey IKM, dengan tahapan tersusun nya kebijakan instansi dalam suatuperaturan tentang pelaksanaan survey IKM dan tidak lanjutnya olehpenyelenggara unit pelayanan yang telah melaksanaan survey IKM dan unitpelayanan yang menindaklanjuti hasil survei
c. Kriteria KeberhasilanKriteria keberhasilan perubahan dikelola dengan baik adalah :1) Jumlah SOP terkait jenis pelayanan yang disahkan2) Peraturan/kebijakan yang diterbitkan berkaitan dengan penyelenggaraanpelayanan publik3) Melaksanakan Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan publik terkaitlayanan pemilu:a. Pelaksanaan pembinaan pelayanan publikb. Pelaksanaan pengawasan/evaluasi pelayanan publikc. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/evaluasi pelayanan publiK4) Pembinaan teknis terhadap unit pelayanan publik:a. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan pelayanan publik kepada unit pelayananpublik ( aspek – aspek dalam UU No. 25/2009)
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b. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada pegawai pusat pelayanan berkaitandengan substansi tugas pokok unit pelayanan yang bersangkutanc. Monev pelaksanaan kebijakan oleh Pembina pelayanan publik terhadap unitpelayanan. monev dibuktikan dengan adanya laporan monev memuat palingtidak capaian dan target, gap, dan permasalahannya, kesimpulan danrekomendasi yang mengacu pada standar pelayanan.d. Unit pelayanan yang menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasie. Unit pelayanan yang mendapatkan penghargaan baik dari Pembina maupunpihak lainnya5) Kebijakan dalam pemberian pelayanan khusus kepada masyarakat tertentu ataurentan6) Pengelolaan pengaduana. Kebijakan pengelolaan pengaduanb. Penyusunan mekanisme pengelolaan pengaduanc. Monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduand. Unit yang mengelola pengaduan7) Kebijakan pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik8) Survei IKM:a. Kebijakan survey IKMb. Pelaksanaan survey IKMKriteria program manajemen perubahan diharapkan dapat mewujudkan sasaranreformasi birokrasi nasional (outcomes) berupa tercapainya sasaran target  peningkatankualitas pelayanan publik kepada stakeholder pada tahun 2014.
d. Agenda PrioritasAgenda prioritas pokja pelayanan publik:

 Menyusun standard operating procedure dalam rangka pelayanan kepadaStakeholder
 Menyusun Kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan publik  terkait layananpemilu
 Melaksanakan Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan public terkaitlayanan pemilu
 Pembinaan teknis terhadap unit pelayanan publik
 Pelayanan Khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus
 Pengelolaan pengaduan
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 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Pemilu
 Survey IKM

1) Pertimbangan dalam menentukan prioritasTersedianya SOP merupakan perioritas utama, tanpa SOP maka pelayanan publikyang akan dilakukan akan berjalan tanpa standar yang jelas. Hal ini akan membuattingkat kesuksesan program tersebut menjadi rendah.SOP tersebut berguna untuk menyusun bagaimana menyusun Kebijakan tentangpenyelenggaraan pelayanan publik  terkait layanan pemilu yang merupakan corepelayanan dari Setjen KPU, serta kebijakan penyusunan penetapan dan penerapanstandar pelayanan serta maklumat pelayanan harus dilakukan terus dioptimalkan.Setelah kebijakan terbentuk makan melaksanakan Pembinaan, pengawasan, danevaluasi pelayanan publik adalah hal yang harus dilakukan. Pembinaan terkait teknisterhadap unit pelayanan publik, evaluasi terkait dengan kinerja pelaksana dalampenyelenggaraan pelayanan publik, serta harus terbebas dari gratifikasi yangmengancam kelangsungan pelayanan terhadap setiap stakeholder.Ketersediann Sistem informasi pelayanan publik, pelayanan Khusus bagi penggunalayanan berkebutuhan khusus, pengelolaan pengaduan dan peran serta masyarakatmerupakan prioritas pelayanan publik yang ingin dicapai.Survei IKM masuk didalam prioritas untuk mengetahui sejauhmana pelayanandirasakan oleh stakeholder.
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2) Keterkaitan antar program prioritasProgram Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang disusun saling terkait satusama lainnya. Tanpa adanya SOP, maka pelayanan publik yang akan dilakukan akanberjalan tanpa standar yang jelas. Hal ini akan membuat tingkat kesuksesan programtersebut menjadi rendah. SOP tersebut berguna untuk menyusun bagaimanamenyusun Kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan publik  terkait layananpemilu yang merupakan core pelayanan dari Setjen KPU. serta kebijakan penyusunanpenetapan dan penerapan standar pelayanan serta maklumat pelayanan harusdilakukan terus dioptimalkan.Setelah kebijakan terbentuk makan melaksanakan Pembinaan, pengawasan, danevaluasi pelayanan publik adalah hal yang harus dilakukan. Pembinaan terkait teknisterhadap unit pelayanan publik, evaluasi terkait dengan kinerja pelaksana dalampenyelenggaraan pelayanan publik, serta harus terbebas dari gratifikasi yangmengancam kelangsungan pelayanan terhadap setiap stakeholder.Ketersedian Sistem informasi pelayanan publik, pelayanan Khusus bagi penggunalayanan berkebutuhan khusus, pengelolaan pengaduan dan peran serta masyarakatmerupakan wujud dari keterbukaan pelayanan publik yang ingin dicapai. Pencapaiannantinya adakan terukur melalui Survei IKM.
3) Langkah – langkah impementasiLangkah implementasi setiap kegiatan dalam program peningkatan KualitasPelayanan Publik  akan berturut – turut di sajikan dalam tabel waktu pelaksanaandan tahapan kerja.

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan KerjaSesuai dengan agenda prioritas, peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dilaksanakansecara berkelanjutan, dengan tahapan kerja, output kegiatan, capaian keberhasilan danwaktu pelaksanaan sebagai berikut :
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Tabel 35Waktu dan tahapan kerja program peningkatan kualitas pelayanan publik
No. Kegiatan

Tahun 2014
TW

1
TW

2
TW

3
Tw
4

1. Menyusun standard operating procedure dalam rangka pelayanan kepada Stakeholder

2. Menyusun Kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan publik  terkait layanan
pemilu

3. Melaksanakan Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan publik terkait
layanan pemilu

4. Pembinaan teknis terhadap unit pelayanan publik

5. Pelayanan Khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus

6. Pengelolaan pengaduan

7. Peran serta masyarakat

8 Survey IKM

f. Penanggungjawab Program dan kegiatanSebagai penanggung jawab program adalah Pokja Pelayanan Publik yang di ketuai olehKabag Bina Partisipasi Masyarakat.
g. Rencana AnggaranUntuk mendukung program pelayanan publik, anggaran yang dibutuhkan selama tahun2014 tertuang dalam anggaran Pokja Pelayanan Publik sebesar Rp. 813.638.000,-.
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9. PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI

a. Pencapaian

1) Kegiatan yang sudah dilakukanSetjen KPU telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secaraparipurna pada tahun 2013, yang diawali dengan pembentukan Kelompok KerjaReformasi Birokrasi KPU, yang meliputi delapan area perubahan meliputi :(a) Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan);(b) Penataan Peraturan Perundang-undangan;(c) Penataan dan Penguatan Organisasi;(d) Penataan Tatalaksana;(e) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;(f) Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja;(g) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; serta(h) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.Langkah-langkah pembenahan yang akan dilakukan oleh Setjen KPU dalam rangkareformasi birokrasi di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi:(a) penyusunan dan penetapan pedoman monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU;(b) monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi SetjenKPU;(c) rapat koordinasi penyusunan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasipelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU; dan(d) monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tindak lanjut hasilmonitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Setjen KPU.Pelaksanaan program/kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaanreformasi birokrasi Setjen KPU sebagaimana tersebut di atas akan dilaksanakan padatahun anggaran 2013 dan 2014, dan pelaksanaannya dibebankan pada DIPA KPUdengan kebutunan dana sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).Kriteria keberhasilan rencana program/kegiatan reformasi birokrasi Setjen KPUdapat ditinjau dari sisi output dan outcome, sebagai berikut :1. Kriteria keberhasilan pencapaian output :a. Pedoman monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasiSetjen KPU dalam bentuk Peraturan KPU;
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b. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU(per triwulan);c. Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Monitoringdan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen KPU; dand. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoringdan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU (per semester).
2. Kriteria keberhasilan pencapaian outcome :a. Terselenggaranya reformasi birokrasi Setjen KPU sesuai dengan waktu pelaksanaandan tahapan kerja dalam dokumen roadmap RB Setjen KPU.b. Dapat diselesaikannya seluruh permasalahan yang timbul terkait pelaksanaanreformasi birokrasi Setjen KPU.c. Meningkatnya koordinasi antar pokja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi SetjenKPU.d. Dipahaminya seluruh proses dan aktifitas reformasi birokrasi oleh seluruhkomponen organisasi.Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi, pelaksanaan reformasibirokrasi pada suatu instansi pemerintah harus mengacu pada tahapan-tahapansebagaimana yang sudah digariskan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan RoadMap Reformasi Birokrasi 2010-2014.  Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring, evaluasidan pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, yang dimaksudkan untukmendapatkan informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan pelaksanaan reformasibirokrasi dan menilai hasil pelaksanaannya.Dalam rangka memberikan jaminan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan sesuaidengan yang diharapkan, maka di dalam Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umumdibentuk Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana tercantum didalam Keputusan KPU Nomor 666/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 22 Agustus tentangPembentukan Pokja Reformasi Birokrasi di KPU, yang bertugas antara lain untuk memantaudan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal KPU sertamemastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU sesuai dengan Grand DesignReformasi Birokrasi Nasional dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.Setjen KPU telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara paripurnapada tahun 2013, yang diawali dengan pembentukan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi
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KPU, yang meliputi delapan area perubahan meliputi (1) Pola Pikir dan Budaya Kerja(Manajemen Perubahan); (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; (3) Penataan danPenguatan Organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDMAparatur; (6) Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (7) PeningkatanKualitas Pelayanan Publik; serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.Untuk efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU, maka perlu mempersiapkanprogram/kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi yangmeliputi delapan area perubahan ssebagaimana tersebut di atas. Permasalahan yangdihadapi dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasibirokrasi Setjen KPU adalah belum tersusunnya program kegiatan reformasi birokrasi dibidang monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk instrumen kerjanya.  Selain itu,program/kegiatan reformasi birokrasi bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan sangatditentukan oleh pelaksanaan program/kegiatan reformasi birokrasi di area perubahanlainnya.Langkah-langkah pembenahan yang akan dilakukan oleh Setjen KPU dalam rangka reformasibirokrasi di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi (1) penyusunan danpenetapan pedoman monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasiSetjen KPU; (2) monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi SetjenKPU; (3) rapat koordinasi penyusunan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasipelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU; dan (4) monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Setjen KPU.Program/kegiatan refomasi birokrasi yang sudah dilakukan oleh Setjen KPU adalahpembentukan tim reformasi birokrasi KPU termasuk di dalamnya Pokja Monitoring, Evaluasidan Pelaporan sesuai dengan delapan area perubahan Setjen KPU.  Pembentukan PokjaMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan bertujuan untuk :
a. membantu Pengarah Pokja Reformasi Birokrasi KPU dalam menilai efektifitas

pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU;b. memudahkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaanprogram reformasi birokrasi Setjen KPU;c. menyediakan alat (tools) penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan reformasibirokrasi Setjen KPU; dand. memudahkan kompilasi hasil evaluasi reformasi birokrasi seluruh unit kerja dangap analysis.
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2) Kegiatan yang sudah dilakukan, waktu pencapaian , output dan manfaat

programAdapun kegiatan yang telah dicapai dari setiap langkah program/kegiatan reformasibirokrasi Setjen KPU adalah sebagai berikut:a) Pembentukan Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi, pelaksanaan 2013Output : Dokumen PKPU tentang Pembentukan TimReformasi Birokrasi KPU.Manfaat :Dasar pelaksanaan program/kegiatan reformasibirokrasi Setjen KPU.b) Pembekalan Tim Reformasi Birokrasi, pelaksanaan 2013Output : Laporan Pelaksanaan Pembekalan Tim ReformasiBirokrasi.Manfaat : Meningkatnya pemahaman dan komitmen jajaranSetjen KPU untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi Setjen KPU secarakonsisten.
b. RencanaProgram/kegiatan monitoring, evaluasi dan pelapdoran berjalan seiring berjalannyareformasi birokrasi Setjen KPU di area perubahan lainnya.  Sesuai dengan mekanismekerja dan pelaporan, direncanakan monitoring dan evaluasi secara berkala, sehinggadiharapkan segera dapat diidentifikasi dan diselesaikan apabila terdapat masalahpelaksanaan reformasi birokrasi di delapam area perubahan tersebut.

1) Kegiatan yang sedang dilaksanakanProgram/kegiatan reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Setjen KPU adalahsebagai berikut:a) Penyusunan Konsep Roadmap Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ReformasiBirokrasiOutput : Konsep Roadmap Monitoring Evaluasi dan Pelaporan RBParameter : Tersedianya konsep awal Roadmap Monitoring Evaluasi danPelaporan RBPelaksanaan : 2013 – sekarang
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b) Pembahasan dan Finalisasi Konsep Roadmap Monitoring, Evaluasi danPelaporan Reformasi BirokrasiOutput : Roadmap Monitoring Evaluasi dan Pelaporan RBParameter : Tersedianya konsep final Roadmap Monitoring Evaluasi danPelaporan RBPelaksanaan : 2013 – sekarang
2) Kegiatan yang akan dilakukanProgram dan kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilakukan oleh Setjen KPUadalah sebagai berikut:a) Penyusunan Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PelaksanaanReformasi Birokrasi Setjen KPU;b) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen KPU yangakan dilakukan tiap triwulan;c) Rapat Koordinasi Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen KPU dengan masing – masing pokjaRB;

c. Kriteria KeberhasilanKriteria keberhasilan rencana program/kegiatan reformasi birokrasi Setjen KPU dapatditinjau dari sisi output dan outcome, sebagai berikut :1) Kriteria keberhasilan pencapaian output :a) Tersusun nya Pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasibirokrasi Setjen KPU yang ditetapkan dalam PKPU;b) Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasiSetjen KPU (per triwulan);c) Laporan Pelaksanaan Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Monitoring danEvaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen KPU.
2) Kriteria keberhasilan pencapaian outcome :a) Terselenggaranya reformasi birokrasi Setjen KPU sesuai dengan waktupelaksanaan dan tahapan kerja sebagaimana tertuang dalam dokumenroadmap RB Setjen KPU.
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b) Kriteria Program Monitoring Evaluasi dan Pelaporan diharapkan dapatmewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional (outcomes) berupatercapainya sasaran meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerjaBirokrasi pada tahun 2014.
d. Agenda PrioritasAgenda prioritas dalam program monitoring dan evaluasi adalah tersusunnyapedoman monitoring dan evaluasi serta terselenggaranya program monitoring danevaluasi secara berkala setiap triwulan nya.

1) Pertimbangan dalam menentukan prioritasPertimbangan dalam menentukan program prioritas monitoring dan evaluasi adalahpertama – tama dibutuhkan sebuah pedoman yang dapat mengukur secara jelastingkat pencapaian dari program reformasi birokrasi pada setiap tahapan nya sesuaidengan yang telah diprogramkan pada Roadmap Reformasi Birokrasi Setjen KPU.Setelah itu, baru dilaksanakan program monitoring dan evaluasi secara berkalasesuai dengan yang telah dijadwalkan.
2) Keterkaitan antar program prioritasPenyusunan pedoman merupakan tahapan dasar sebelum kegiatan monitoring danevaluasi dilakukan, tanpa adanya pedoman maka monitoring, evaluasi, pelaporanserta tindak lanjut tidak memiliki pegangan dan tools yang berguna untuk menjaditidak terfokus dan menimbulkan kerancuan. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan danTindak lanjut merupakan sebuah kesatuan yang harus di laksanakan untuk menjagaagar proses Reformasi Birokrasi dapat dilaksanakan sesuai target. Rapat koordinasidiperlukan untuk menjaga agar proses monitoring evaluasi pelaporan dan tidaklanjut terkoordinasi dengan baik.
3) Langkah – langkah impementasiLangkah implementasi setiap kegiatan dalam program manajemen perubahan akanberturut – turut di sajikan dalam tabel waktu pelaksanaan dan tahapan kerja.
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b. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan KerjaTahapan kerja program/kegiatan reformasi birokrasi Setjen KPU yang sedang dan akandikerjakan KPU merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan dilaksanakanselama pelaksanaan reformasi birokrasi Saetjen KPU yang berlangsung pada delapanarea perubahan. Waktu dan tahapan kerja, output serta capaian dan waktu pelaksanaansebagaimana terlampir. Tabel 36Waktu dan tahapan kerja program monitoring dan evaluasi
No. KEGIATAN Output

Parameter Capaian
Keberhasilan

2014
Tw

1
Tw

2
Tw

3
Tw

4
1. Penyusunan dan

Penetapan Pedoman
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Setjen KPU.

Pedoman Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi  Setjen KPU
(dalam bentuk Peraturan
KPU).

Pedoman monitoring,
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan reformasi
birokrasi  Setjen KPU dalam
bentuk Peraturan KPU;

2. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Setjen KPU (dilakukan
per triwulan)

Laporan hasil
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan reformasi
birokrasi Setjen KPU
(per triwulan).

Laporan hasil monitoring
dan evaluasi pelaksanaan
reformasi birokrasi Setjen
KPU (per trwulan)

3. Rapat Koordinasi
Penyusunan Tindak
Lanjut Hasil Monitoring
dan Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Setjen KPU

Laporan Pelaksanaan
Rapat Koordinasi
Penyusunan Tindak
Lanjut Hasil Monitoring
dan Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi  Setjen KPU.

Laporan Pelaksanaan Rapat
Koordinasi Penyusunan
Tindak Lanjut Hasil
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi  Setjen KPU

c. Penanggungjawab program dan kegiatanPenanggungjawab seluruh program/kegiatan dan setiap tahapan kerja monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU adalah Ketua PokjaMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
d. Rencana AnggaranRencana anggaran setiap program/kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan reformasi birokrasi Setjen KPU meliputi seluruh tahapan kerjaprogram/kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan reformasi birokrasi Setjen KPUsejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sebagaimana rencanaanggaran biaya terlampir.
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10. QUICK WINS SETJEN KPU

Quick Wins adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali suatuprogram besar dan sulit, didesain untuk mendapatkan momentum positif di KPU dalammelaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten berkelanjutan. Setelah melaluipertimbangan dan penilaian yang dilakukan oleh tim reformasi birokrasi, Setjen KPUmenetapkan 3 (tiga) program yang menjadi quick wins yaitu :
a. Jaringan Dokumentas dan Informasi Hukum (JDIH);

b. "QUICK VIEW" hasil penghitungan suara dI TPS ;

c. "REKAP TERINTEGRASI" Instrument rekapitulasi penghitungan suara.Pelaksanaan Quick wins diharapkan menjadi momentum awal yang positif dan jugakepercayaan diri Setjen KPU untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten danberkelanjutan..   Perumusan quick wins Setjen KPU telah melalui tahapan-tahapan yang harusdilakukan yaitu, Identifikasi Pemangku Kepentingan Utama, Identifikasi Keluaran Utama,dimana yang menjadi keluaran utama adalah output yang dihasilkan dari pelaksanaan tugasdan fungsi utama (core business) Setjen KPU, Identifikasi Harapan Pemangku KepentinganUtama, Penilaian Tingkat Pencapaian Kinerja Saat Ini, Peningkatan Kinerja, danmengidentifikasikan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan calon quick wins yangtelah diidentifikasikan.   Selanjutnya, setelah melewati tahapan tersebut Setjen KPUmenetapkan quick wins yang diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas, reputasi dankepercayaan terhadap anda di mata parapemangku kepentingan. quick wins Setjen KPUdijabarkan sebagai berikut :
a. RencanaDalam rangka ikut mewujudkan program reformasi birokrasi, e-Government yang berartipenggunaan teknologi informasi merupakan aplikasi pelaksanaan quick wins yangbertujuan untuk  memberikan informasi dan pelayanan, Setjen KPU telah melaksanakankegiatan secara bertahap, sebagai berikut :

1) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)a) Tersedianya SK Tim Quick Wins (termasuk dalam Pokja Penataan PeraturanPerundang – undangan)Pelaksanaan : 2014Output : SK TimManfaat : Adanya kejelasan pelaksaan tugas dan fungsi
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b) Tersedianya JDIHPelaksanaan : 2014Output : Sistem JDIH yang dapat diakses melalui website KPU.Manfaat :1) Memberikan informasi mengenai peraturan yangdikeluarkan oleh KPU2) Memberikan informasi yang terpercaya3) Meningkatkan citra dimata stakeholder dan mitrastrategis
2) "QUICK VIEW" hasil penghitungan suara dI TPSa) Tersedianya SK Tim Quick Wins (termasuk pokja peningkatan kualitaspelayanan publik)Pelaksanaan : 2014Output : SK Tim Quick WinsManfaat : Adanya kejelasan pelaksaan tugas dan fungsib) Tersedianya quick view hasil perhitungan suara yang dapat diakses melaluiwebsite KPU.Pelaksanaan : 2014Output : Quickviews hasil pemilu yang dapat diakses melalui websiteKPU.Manfaat :1) Memberikan informasi mengenai hasil pemilu dengandata primer yang terpercaya2) Meningkatkan citra dimata stakeholder ( pemilih, parpol,caleg, dsb)

3) "REKAP TERINTEGRASI" hasil penghitungan suara dI TPSa) Tersedianya SK Tim Quick Wins (termasuk pokja peningkatan kualitaspelayanan publik)Pelaksanaan : 2014Output : SK Tim RBManfaat : Adanya kejelasan pelaksaan tugas dan fungsib) Tersedianya Rekap Terintegrasi hasil Pemilu 2014.Pelaksanaan : 2014Output : Sistem Rekap terintegrasi
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b. Langkah Perbaikan Tabel 37Langkah perbaikan terkait Quickwins
No Program/Kegiatan Keluaran(Output) Langkah perbaikan

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH)

Tersedianya sistem informasi
hukum yang dapat di akses melalui
internet.

1. Tersedianya peta peraturan
perundang – undangan

2. Tersedianya harmonisasi
peraturan perundangan

3. Tersedianya tampilan JDIH pada
website KPU

1. "QUICK VIEW" hasil penghitungansuara dI TPS Tampilan cepat hasil perhitungan
suara

1. Harus dibuat tampilan web site KPU
yang unik dan memuat informasi
lengkap tentang hasil pemilu
serta berita pemilu lainnya
sehingga mempunyai daya tarik
pengunjung web site

1. Harus dibuat tampilan menu yang
disesuaikan dengan kebutuhan
pemangku kepentingan dan
memudahkan orang untuk
mencari data.

2. Harus segera dibuat rekapitulasi
ketersediaan alat scanner yang
bisa digunakan dalam perekaman
di KPU Kabupaten/Kota,
sehingga dapat dihitung
pengadaan alat scanner baru

3. Harus segera dibuat pemetaan
infrastruktur di setiap KPU
Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota, agar diputuskan
kebijakan/solusi untuk mengatasi
infrastruktur yang kurang optimal

4. Harus dikembangkan SOP dengan
acuan buku panduan KPPS dan
PPS, hal tersebut dikarenakan di
dalam buku panduan tidak diatur
secara rinci pengiriman sertifikat,
kemudian perlu dilakukan
simulasi perekaman agar dapat
diperkirakan jumlah operator
yang bekerja, jumlah alat scanner
yang tersedia dan Proses
pengerjaannya.

5. Harus dibuat rumusan kerja
perekaman dimana
diperhitungkan jumlah operator
perekaman di KPU
Kabupaten/Kota dengan beban
kerja merekam ribuan TPS di
setiap Daerah pemilihan sehingga
tidak akan mengganggu ketika
proses rekapitulasi di tingkat
KPU Kabupaten/Kota.

4. "REKAP TERINTEGRASI" Instrument
rekapitulasi penghitungan suara

Instrument  rekap terintegrasi 1. Harus segera dibuat pemetaan
infrastruktur di setiap KPU
Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota, agar diputuskan
kebijakan/solusi untuk mengatasi
infrastruktur yang kurang
optimal.

2. Harus segera di upgrade atau
diperbaiki kemampuan alat server
agar dapat menampung data-data
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No Program/Kegiatan Keluaran(Output) Langkah perbaikan

sertifikat hasil dan perolehan
suara serta rekapitulasi hasil
pemilu

3. Harus ada pelatihan dalam waktu
dekat untuk meningkatkan
kapasitas operator jaringan dan
aplikasi atau kerjasama dengan
pihak ketiga untuk jaringan dan
aplikasi

4. Harus ada pengembangan
instrument dimana dapat
diambilkan data dari data
pencalonan kemudian dipadukan
dengan penetapan hasil pemilu,
perhitungan kursi dan penetapan
calon terpilih

c. Waktu PelaksanaanKegiatan dalam program Quick Wins dilaksanakan dari Januari- Desember 2014.Program ini akan terintegrasi dalam kegiatan tahapan pemilu 2014.Tabel 38Waktu pelaksanaan Quickwins
No. KEGIATAN Output

Parameter Capaian
Keberhasilan

2014
Tw

1
Tw

2
Tw

3
Tw

4
1. SK Tim Tim Quickwins Terbebtuknya Tim

Quickwins
2. Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum
(JDIH)

JDIH JDIH yang dapat diakses
melalui website KPU

3. "QUICK VIEW" hasilpenghitungan suara dITPS Sistem Quickviews hasil
pemilu

Berjalan nya sistem
quickviews

4. "REKAP
TERINTEGRASI"
Instrument rekapitulasi
penghitungan suara

Sistem rekap
terintegrasi

Berjalan nya sistem rekap
terintegrasi

d. PenanggungjawabSebagai penanggung jawab program adalah Pokja Penataan Peraturan Perundangan danPokja Pelayanan Publik yang bekerjasama dengan Biro terkait.
e. Rencana AnggaranUntuk mendukung program Quick Win, anggaran yang dibutuhkan selama tahun 2014tertuang dalam anggaran Pokja Penataan Peraturan Perundang – undangan dan PokjaPelayanan Publik.
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11. Efisiensi Perhitungan Anggaran untuk kebutuhan RB dan tunjangan kinerja

Dengan tercapainya ketiga sasaran reformasi birokasi, yaitu birokrasi yang bersih dan bebasKKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitaskinerja birokrasi banyak penghematan yang akan diperoleh. Birokrasi yang bersih danbebas KKN kan memperlancar arus pelaksanaan tugas dan fungsi, memperkecil kebocorandan mengurangi pemborosan dalam mencapai visi dan misi Sekretariat Jenderal KPU.Sedangkan peningkatan kualitas pelayanan publik akan memberikan kepastian dari segibiaya dan waktu serta ketercapaian layanan bagi semua pemangku kepentingan.
Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi akan memberikan penghematansumber daya yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat JenderalKPU.  Kapasitas yang semakin meningkat akan dapat meningkatkan kinerja lembaga dalammelayani semua pemangku kepentingan sedangkan peningkatan akuntabilitas kinerja akanmenghemat kegiatan pengawasan yang seharusnya dilakukan.  Pemberdayaan pengawasanmelekat yang disebabkan oleh kesadaran individu untuk berubah akan banyak menimbulkandampak positif terutama dalam hal penghematan anggaran.
Pengukuran penghematan akan dimulai dari hasil-hasil evaluasi yang telah dilakukan olehSekretariat Jenderal KPU, seperti dilihat dari hasil evaluasi kinerja organisasi, hasil asesmententang peningkatan kualitas pelayanan publik serta hasil identifikasi terkait manajemenperubahan. Pengukuran juga akan mempertimbangkan prioritas pelaksanaan tugas danfungsi Sekretariat Jenderal KPU terkait pencapaian visi dan misinya.
Jenis-jenis penghematan yang akan dilakukan diantaranya :1. Penghematan dalam segi waktu, terutama dalam hal pemberian layanan publik denganmasyarakat umum  sebagai penerima layanan serta layanan internal lembaga dan yangterkait dengan Kementerian/Lembaga lainnya.2. Penghematan dalam segi biaya, terutama dalam pelaksanaan layanan publik yangdilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, seperti layanan terhadap wartawan, caleg,partai politik, dan pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum.Pada tahun anggaran 2015 KPU memperoleh Pagu Indikatif sebesar
Rp.1.109.402.000.000,- yang terdiri dari kegiatan mengikat sebesar Rp.721.319.600.000,-(65,02%) yang terdiri dari belanja pegawai Rp. 475.737.200.000,- dan belanja operasionalkantor sebesar Rp. 245.582.400.000,- dan belanja non mengikat sebesar
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Rp.388.082.400.000,- (34,98%). Pagu anggaran tersebut untuk dialokasikan pada 531Satker yaitu 1 Satker KPU, 33 Satker KPU Provinsi dan 497 Satker KPU Kabupaten/Kota.Pagu anggaran tersebut juga belum memperhitungkan 15 (lima belas) Satker pemekaran.Pada tahun 2014 yang telah memperoleh ijin prinsip pembentukan Satker KPU Provinsi danKPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) Satker yaitu Provinsi Kalimantan Utara danKabupaten Kolaka Timur, sisanya sedang dalam proses.Perlu diinformasikan bahwa pada tahun 2015, Program kegiatan prioritas KPU adalahevaluasi pelaksanaan tahapan Pemilu 2014, inventarisasi sarana dan prasarana pemilu,updating data pemilih secara terus menerus, pendidikan pemilih (pemilih pemula),sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada. Selain ituhal penting yang juga perlu mendapatkan perhatian yaitu peningkatan kapasitaspenyelenggara pemilu di semua tingkatan.Dalam rangka pengajuan remunerasi melalui program reformasi birokrasi, pengajuandisertai dengan hasil optimalisasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidakdapat dipenuhi. Hal ini dikarenakan belanja non mengikat hanya sebesarRp.388.082.400.000,- (34,98%) yang akan dialokasikan pada 531 Satker dengan kegiatanprioritas sebagaimana tersebut diatas, maka KPU tidak dapat melakukan optimalisasi untukmemenuhi anggaran remunerasi (Tunjangan Kinerja) tersebut.
Pertimbangan dalam penetapan usulan besaran remunerasi bagi pns Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum

1. Pembentukan Komisi Pemilihan Umum sebagai Lembaga Negara Non Strukturalmerupakan respon atas kuatnya tuntutan perubahan agar Penyelenggaraan Negaradapat dikelola secara demokratis/partisipatif, akuntabel dan transparan serta sebagaiupaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga Negarayang telah turun ketitik nadir.2. Oleh karenanya, pembentukan lembaga Komisi Pemilihan Umum paling tidak dapatmemenuhi 2 (dua) tuntutan perubahan yaitu untuk mencegah penumpukan ataupenyalahgunaan wewenang pada lembaga Negara tertentu dan guna mendukunglembaga-lembaga lainnya yang sejauh ini belum efektif dalam menjalankan tugas danwewenangnya.3. Sehingga pemilu diharapkan dapat diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum secaralebih berkualitas, dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya dan sekaligus mampumenjamin penerapan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sertaterpenuhinya prinsip keterwakilan, derajat kompetisi yang sehat, dan non diskriminatif.
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4. Untuk meningkatkan kualitas penyelengaraan pemilu yang mendapat menjaminpelaksanaan hak politik masyarakat tersebut, dibutuhkan adanya penyelenggara pemiluyang professional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas. Integritasyang tinggi serta penghormatan hak-hak sipil dan politik dari warga negara merupakankata kunci agar para penyelenggara pemilu dapat mewujudkan adanya pemilu yangberkualitas.5. Dengan mempertimbangkan hasil-hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu tahun 1999,2004 dan 2009, terlihat upaya kuat dari Pemerintah bersama dengan DPR untukmenyempurnakan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum dari waktu ke waktu, meliputiaspek netralitas, kompetensi dan integritas.6. Secara struktural, kelembagaan Komisi Pemilihan Umum terdiri atas Anggota KomisiPemilihan Umum yang dipilih untuk periode 5 (lima) tahun dan bertindak selaku unsurpimpinan serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang berasal dari PNS sebagai unitkerja pendukung.7. Kesekretariatan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai peran yangsangat vital dan strategis dalam penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut didasarkan padabeberapa aspek :a. Kedudukan :
 Sesuai pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilu bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenangKPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat Jenderal KPU,Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang bersifathirarkis dan pegawainya dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.
 Sesuai pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilu, bahwa apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KomisiPemilihan Umum tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggara Pemilu sesuaidengan ketentuan undang-undang, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuksementara dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
 Sesuai pasal 2 ayat (3) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, BadanPengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara PemilihanUmum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa Kode Etik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d berlaku bagi jajaransekretariat penyelenggara Pemilu dengan penegakannya dilakukan sesuai dengan
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peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penegakan disiplin dan kodeetik kepegawaian.b. Beban Kerja :
 Penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu kegiatan berskala yang sangat besardan memakan biaya yang tidak sangat sedikit, dengan melibatkan banyak personildan orang untuk menyelesaikan rangkaian tugas yang hampir tidak terhitung,dalam jadwal waktu yang sangat ketat. Penyelesaian kegiatan yang melewatijadwal waktu yang telah ditetapkan berimplikasi kepada permasalahan hukumdan politik.
 Agar berhasil dalam tugas, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum diharapkan dapatmenerapkan paling tidak 7 (tujuh) kompetensi yang meliputi manajemen personil,keuangan, hukum, investigasi, logistik dan operasi, pengolahan data sertainformasi dan publikasi.c. Resiko Kerja :Sangat rentan terhadap konflik, godaan uang, intimidasi dan tindakan kekerasan.

8. Sesuai Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketuadan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota, telah dilakukan upaya peningkatan uang kehormatanyang diterima oleh Komisioner secara signifikan (sebagaimana terlihat pada tabel 39).Namun demikian, peningkatan besaran uang kehormatan Komisioner tersebut belumdiikuti dengan perbaikan remunerasi PNS di lingkungan Kesekretariatan KomisiPemilihan Umum. Tabel 39Besaran uang kehormatan KomisionerNO. JABATAN UANG KEHORMATAN (net)LAMA BARU1. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Rp. 14.375.000,- Rp. 23.750.000,-2. Anggota Komisi Pemilihan Umum RI Rp. 12.500.000,- Rp. 20.625.000,-3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Rp. 6.000.000,- Rp. 9.900.000,-4. Anggota Komisi Pemilihan UmumProvinsi Rp. 5.000.000,- Rp. 8.250.000,-5. Ketua Komisi Pemilihan UmumKab/Kota Rp. 4.000.000,- Rp. 6.800.000,-6. Anggota Komisi Pemilihan UmumKab/Kota Rp. 3.000.000,- Rp. 5.550.000,-
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